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ABSTRAK

DESAIN ULANG PENGATURAN MASA JABATAN HAKIM
KONSTITUSI DI INDONESIA

Penulisan tesis ini bertujuan untuk menganalisis menganalisis dan
mengetahui apa dampak terhadap pengaturan masa jabatan hakim
konstitusi di Indonesia kemudian menganalisis dan mengetahui
perlunya desain ulang pengaturan masa jabatan hakim konstitusi lalu
merumuskan desain masa jabatan hakim konstitusi ke depan.Terdapat
tiga(3) Rumusan masalah dalam penelitian ini Pertama, apa dampak
pengaturan masa jabatan hakim konstitusi di Indonesia?. Kedua,
Mengapa diperlukan desain ulang pengaturan masa jabatan hakim
konstitusi?. Ketiga, bagaimana desain pengaturan masa jabatan hakim
konstitusi ke depan?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama,
pengaturan masa jabatan hakim konstitusi di Indonesia memiliki
dampak signifikan terhadap independensi jabatan hakim. Pengaturan
yang sering berubah, mulai dari periodesasi lima tahun hingga
penghapusan sistem periodesasi melalui UU 7/2020, menciptakan
ketidakpastian dan risiko politisasi jabatan hakim. Kedua, perlu
dilakukannya desain ulang pengaturan masa jabatan hakim konstitusi
akibat dari lemahnya pengaturan masa jabatan hakim konstitusi di
Indonesia yang Dberlaku saat ini. Tidak memiliki landasan
konstitusional dalam UUD NRI 1945 menyebabkan kelemahan dalam
pengaturannya, Adapun pengaturan dalam level undang-undang
memberikan ruang bagi intervensi politik. Selain itu, kurangnya
mekanisme seleksi dan pengawasan yang baik juga menyebabkan
lemahnya pengaturan ini. Ketiga, Pengaturan masa jabatan hakim
konstitusi di Indonesia bisa mengambil contoh dari negara lain seperti
Georgia dan Korea Selatan. Mereka memiliki-pengaturan yang kuat
dalam konstitusi. dan-undang-undang untuk -mencegah intervensi
politik dan menjaga independensi ~hakim konstitusi. Pentingnya
memperkuat pengaturan ini juga harus tercermin dalam UUD 1945
dan UU MK.

Kata-Kata Kunci: Masa Jabatan, Hakim Konstitusi, Mahkamah
Konstitusi



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) melahirkan sejumlah lembaga untuk
menguatkan sistem ketatanegaraan dan sistem peradilan di Indonesia. Pada
perubahan ketiga UUD NRI 1945, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi
(MK) sebagai mekanisme kontrol pelaksanaan konstitusi dalam bentuk undang-
undang muncul. MK hadir sebagai konsekuensi perwujudan negara hukum yang
demokratis. MK kemudian resmi berdiri setelah. DPR dan pemerintah
mengesahkan UU Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003. Secara singkat dapat
dikatakan bahwa gagasan membentuk MK adalah upaya untuk menegakkan
prinsip-prinsip negara hukum dan memberi perlindungan maksimum terhadap

demokrasi dan hak-hak dasar warga negara.’

Gagasan pembentukan MK, sebagai pengadilan tersendiri yang tugas
utamanya menegakkan paham supremasi konstitusi, melahirkan perkembangan
baru dalam paham ketatanegaraan.? Dewasa ini MK tidak hanya berperan
sebagai penjamin atas supremasi konstitusi, melainkan juga sebagai penafsir
tertinggi yang putusan-putusannya tidak hanya mengikat para pihak yang

berperkara, melainkan juga mengikat semua warga negara.> Memiliki peran

11 Dewa Gede Palguna,“Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik Di Negara Lain
Serta Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia”, Jurnal Hukum lus Quia lustum, 17, no. 1,
(Januari 2010), 3. Dikutip oleh Idul Rishan, “Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di
Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, 18, no. 1, (Maret 2021): 3.

2 | Dewa Gede Palguna, Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum
terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 215.

3 Allan R. Brewar, Constitutional Court as Positive Legislature: A Comparative Study, (New
York: Cambridge University Press, 2013), 73.



yang sangat penting dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia, MK Menurut
Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945, memiliki kewajiban dan
wewenang MK untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD NRI 1945, memutus
sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
UUD NRI 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan
tentang hasil pemilu. Selain itu, MK juga berkewajiban memberi putusan atas
pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil

Presiden menurut UUD NRI 1945.4

Dengan kewenangan MK yang sangat krusial, UUD NRI 1945 belum
memberikan landasan konstitusional yang kuat mengenai mekanisme
pengangkatan, masa jabatan, dan pemberhentian hakim konstitusi. Konstruksi
Pasal 24C tidak memuat pengaturan masa jabatan hakim konstitusi baik secara
implisit maupun eksplisit. Secara otomatis hal ini. menimbulkan problem pada
level undang-undang. Ketika frasa “Pengangkatan dan pemberhentian hakim
konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi
diatur dengan undang-undang™® di downgrade pada undang-undang, nyatanya
justru menimbulkan celah untuk mengintervensi MK. Melalui pembentukan
produk hukum undang-undang intervensi itu dapat terjadi. Mengutip Fajar
Laksono, ada hal mendasar berupa problem filosofis-paradigmatik yang

mempengaruhi hal tersebut.

Lima kewenangan MK yang ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD
NRI 1945. Jika dicermati, pengaturan di dalam UUD NRI 1945 tidak

4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pada Pasal 24C Ayat (6).

6 Fajar Laksono Suroso, Potret Relasi Mahkamah Konstitusi Legislator Konfrontatif atau
Kooporatif?, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018), 11.
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seimbang, sebab pengaturannya lebih condong hanya pada kewajiban
MK memberi putusan atas pendapat DPR, sementara kewenangan lain
diatur dengan UU. Pengaturan tersebut juga membuka ruang politik
legislasi untuk mengatur, dalam arti mengintervensi kemandirian atau
melemahkan, institusi MK dalam melaksanakan kewenangan.
Intervensi dapat dilakukan melalui UU MK yang setiap saat dapat
dibuat dan diubah.”

Sejalan dengan hal tersebut, maka tidak menutup kemungkinan bahwa
dapat dilakukannya intervensi independensi hakim konstitusi melalui karakter
produk hukum yang konservatif. Hal tersebut dapat kita lihat pada pengaturan

masa jabatan hakim konstitusi yang kerap berubah dari masa ke masa.
Tabel 1.1

Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi

Undang-Undang Tentang
Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi
Mahkamah Konstitusi

Pasal 22

Masa jabatan hakim konstitusi selama 5
(lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya
untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya.

Undang-Undang Nomor 24 Pasal 23

(1) Hakim konstitusi diberhentikan dengan
Tahun 2003 hormat apabila:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri atas permintaan
sendiri yang diajukan kepada Ketua

Mahkamah Konstitusi;
c. telah berusia 67 (enam puluh tujuh)
tahun;

d. telah berakhir masa jabatannya; atau

" 1bid., 15.



e. sakit jasmani atau rohani secara terus
menerus yang dibuktikan dengan surat
keterangan dokter.

Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2011

Pasal 22 Tidak ada Perubahan

Pasal 23 diubah sehngga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 23

(1) Hakim konstitusi diberhentikan dengan
hormat dengan alasan:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri atas permintaan
sendiri - yang diajukan kepada Ketua
Mahkamah Konstitusi;

c. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun;
d. telah berakhir masa jabatannya; atau

e. sakit jasmani atau rohani secara terus
menerus selama-3 (tiga) bulan sehingga
tidak dapat menjalankan tugasnya yang
dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2020

Pasal 87

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. Hakim konstitusi yang saat ini menjabat
sebagai Ketua atau Wakil Ketua
Mahkamah Konstitusi tetap menjabat
sebagai Ketua atau Wakil Ketua
Mahkamah Konstitusi sampai dengan
masa jabatannya berakhir berdasarkan
ketentuan undang-undang ini;

b. Hakim konstitusi yang sedang
menjabat pada saat Undang-Undang
ini diundangkan dianggap memenubhi
syarat menurut Undang-Undang ini dan
mengakhiri masa tugasnya sampai
usia 70 (tujuh puluh) tahun selama
keseluruhan masa tugasnya tidak
melebihi 15 (lima belas) tahun




Perubahan masa jabatan hakim yang sebelumnya diatur dalam UU MK
Nomor 24 Tahun 2003, pada perubahan ketiga UU MK ketentuan tersebut
dihapus. Setelah perubahan UU MK, hakim konstitusi harus diberhentikan
dengan hormat apabila telah mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun. Pengaturan
ini menimbulkan kontroversi karena pada ketentuan peralihan perubahan ketiga
UU MK diberlakukan surut dan tidak berlaku secara prospektif. Artinya,
pelaksanaan perubahan masa jabatan hakim konstitusi juga membawa dampak
terhadap hakim konstitusi incumbent di MK .2 Hakim konstitusi akan menjabat
hingga usia pensiun 70 tahun. Jika pertama kali menjabat berusia 55 tahun,
hakim MK akan menjabat 15 tahun. Pengaturan ini juga dinilai berpotensi
membuka peluang penyalahgunaan kewenangan hakim MK karena masa jabatan
yang panjang itu tidak disertai dengan mekanisme evaluasi selama mereka

menjabat.

Setidaknya, ada tiga permohonan uji formil dan uji materiil terhadap
UU No 7/2020 tentang perubahan ketiga UU MK. Selain menguji aturan lain,
ketiga perkara tersebut kompak mempersoalkan aturan masa jabatan dan
ketentuan peralihan di dalam UU No 7/2020. MK dalam jangka waktu kurang
lebih 2 tahun, pada akhirnya memberikan putusan terhadap 3 permohan perkara
terkait UU 7/2020. Dalam putusannya MK menolak (terdapat dissenting

opinion dan concurring opinion)®, mengabulkan sebagian (terdapat dissenting

8Idul Rishan et al, “Amendment to Term of Office of Constitutional Court Judges in Indonesia:
Reasons, Implications, and Improvement”, Jurnal Varia Justicia, 18, no. 2, (Agustus 2022).
% Putusan Mahkamah Konstitusi No. 96/PUU-XV111/2020.
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opinion dan concurring opinion), *° dan tidak dapat menerima permohonan

permohon dikarenakan tidak jelas.!!

Dua tahun setelah Perubahan Ketiga UU MK, dan belum lama dari
diputusnya perkara yang mneguji UU 7/2020. DPR kembali menginisiasi
rencana Perubahan Keempat UU MK. Salah satu materi muatan yang ditawarkan
dalam draf Perubahan Keempat UU MK mengatur evaluasi lima tahunan jabatan
hakim konstitusi oleh setiap lembaga pengusul (Presiden-DPR dan Mahkamah
Agung).'? Proses evaluasi akan digagas dalam lima-tahun sekali menurut DPR
hal ini merupakan wujud dari check and balances. Namun, bilamana pengaturan
ini disahkan tentu akan menjadi permasalahan yang cukup serius apabila tidak
ada pengaturan lanjut.mengenai tolak ukur hakim bermasalah yang harus di
evaluasi. Apakah hakim bersangkutan di evaluasi karena kesalahan nya
melanggar independensi dan integritas sebagai hakim, atau justru kesalahan

karena hakim tersebut tidak bisa bernegosiasi‘dengan lembaga pengusulnya.

Peristiwa polemik pemberhentian Aswanto dan pengangkatan Guntur
Hamzah merupakai salah satu implikasi atas lemahnya pengaturan mengenai
masa jabatan hakim konstitusi. Pemberhentian Aswanto dari jabatan telah
melanggar Pasal 23 ayat 4 UU MK, yang menyatakan bahwa pemberhentian
hakim hanya bisa dilakukan dengan Keputusan Presiden atas permintaan dari
Ketua MK. Sehingga, DPR sejatinya tidak berhak dan tidak mempunyai
kewenangan untuk mengusulkan pemberhentian hakim MK. Tindakan ini dapat

dikategorikan sebagai bentuk intervensi DPR terhadap kekuasaan kehakiman.

10 pytusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XV111/2020

11 putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XV111/2020

2 Idul Rishan, “Evaluasi Jabatan Hakim Konstitusi”’, Kompas, Oktober 3, 2022,
https://www.kompas.id/baca/opini/2022/09/30/evaluasi-jabatan-hakim-konstitusi.
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Hal ini secara otomatis juga melanggar Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 yang
menyatakan bahwa MK bersifat merdeka dan independen. Sehingga, MK tidak

ada hubungan dan bukan merupakan bagian dari DPR.

Selain melanggar ketentuan Pasal 23 ayat 4 UU MK, pencopotan
Aswanto juga melanggar Pasal 87 Huruf b UU MK. Aswanto seharusnya
menyelesaikan masa jabatan sebagai hakim konstitusi pada 21 Maret 2029. Hal
ini bermula dengan surat konfirmasi kepada lembaga pengusul masing-masing
yang memberitahukan tentang masa jabatann yang tidak lagi mengenal
periodisasi. Dalam surat tersebut disebutkan masa jabatan tiga hakim konstitusi
dari DPR, yaitu Arief Hidayat yang masa jabatannya akan berakhir pada 2026,
Aswanto pada 2029, dan Wahiduddin Adams pada 2024. Dalam suratnya, Ketua
MK memberitahukan putusan MK terkait uji materi-Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga-UU MK. MK berpendapat, diperlukan
tindakan hukum berupa konfirmasi kepada lembaga pengusul hakim konstitusi
yang tengah menjabat itu.*®* Konfirmasi sebatas pemberitahuan. Namun, oleh

DPR, konfirmasi dimaknai permintaan persetujuan.’*

Proses yang kental dengan cacat hukum sebagaimana yang telah
dijelaskan tentu akan menjadi preseden yang buruk. Apabila materi muatan
mengenai evaluasi jabatan hakim konstitusi nantinya disahkan, maka harus

diikuti pula dengan parameter yang jelas. Peristiwa ini dapat mempengaruhi

BKurnia Yunita Rahayu, Nikolaus Harbowo, Ninan Susilo, Sinyal Kocok Ulang Komposisi
Hakim Konstitusi, Oktober 1, 2022, https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/09/30/sinyal-kocok-
ulang-komposisi-hakim-konstitusi.

14 Susana Rita Kumalasanti, Dian Dewi Purnamasari, Suhartono, Penggantian Aswanto
Membuat Hakim Konstitusi Bisa Diganti Sewaktu-Waktu”, November 23, 2022,
https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/11/22/sah-hakim-konstitusi-bisa-diberhentikan-dan-
diganti-sewaktu-waktu.
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institusi MK sebagai lembaga peradilan kedepannya, dan independensi hakim
secara khusus. Oleh karena itu terdapat urgensi untuk menganalisis bagaimana
Desain Ulang Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi Di Indonesia.
Melalui penelitian ini pula dapat ditentukan bagaimana proteksi yang tepat untuk

masa jabatan hakim konstitusi di Indonesia.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan- latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan

masalah yang hendak diteliti adalah:

1. Apa dampak pengaturan masa jabatan hakim konstitusi di
Indonesia?

2. Mengapa diperlukan desain ulang pengaturan masa jabatan hakim
konstitusi?

3. Bagaimana desain pengaturan masa jabatan hakim konstitusi ke

depan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui apa dampak terhadap
pengaturan masa jabatan hakim konstitusi di Indonesia.

2. Untuk menganalisis dan mengetahui perlunya desain ulang
pengaturan masa jabatan hakim konstitusi.

3. Untuk merumuskan desain masa jabatan hakim konstitusi ke depan.



D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka hasil

daru penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Sebagai bahan informasi kepada masyarakat mengenai dampak
pengaturan masa jabatan hakim konstitusi di Indonesia.

2. Sebagai bahan informasi untuk mengetahui pentingnya desain ulang
pengaturan masa jabatan hakim konstitusi di Indonesia.

3. Sebagai bahan masukan untuk pemerintah mengenai desain masa

jabatan hakim konstitusi yang tepat untuk diterapkan di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Penulis dan Penelitian
Hasil Penelitian
Terdahulu

Jefri Porkonanta Penelitian ini berangkat dari adanya ketentuan
Tarigan, Independensi yang mengatur bahwa hakim tidak boleh mengadili
dan Imparsialitas perkara yang terdapat kepentingan terhadap dirinya
Hakim Konstitusi (asas nemo judex in causa sua). Namun di sisi lain,
dalam Mengadili ada ketentuan peradilan tidak boleh menolak perkara.
Perkara Pengujian Auran-aturan yang saling berhadapan tersebut dalam
Undang-Undang praktiknya ditemui oleh Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan sehingga perlu diketahui
yang Memuat Conflict apakah aturan tersebut dapat diterapkan sepenuhnya
of Interest, Disertasi dalam hukum acara peradilan di Mahkamah
Program Studi Doktor Konstitusi.




IImu Hukum Fakultas
Hukum Universitas
Diponegoro Semarang,

2022.15

Dengan menganalisis putusan-putusan
Mahkamah Konstitusi yang objek perkaranya
berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi. Penelitian
ini menemukan bahwa dalam memutus perkara yang
berkaitan dengan dirinya, Mahkamah Konstitusi
mengesampingkan asas nemo judex in causa sua. Hal
ini -disebabkan adanya  kepentingan publik yang
dijamin oleh konstitusi, tidak ada forum lain yang
dapat mengadilinya. Terhadap perkara-perkara yang
menguji dirinya sendiri, secara otomatis terdapat
conflict of interest yang dapat mengganggu
independensi  dan imparsialitas hakim konstitusi
dalam penanganan perkara.

Salah satu putusan yang menjadi objek penelitian
dalam disertasi ini ialah Putusan Nomor
90/PUUXV111/2020 yang pokok perkaranya menguji
syarat rekrutmen hakim konstitusi dan batas usia
hakim konstitusi. Analisa penulis terhadap putusan ini
diketahui bahwa, Mahkamah Konstitusi tidak
menguraikan perihal nemo judex in causa sua
ataupun conflict of interest di dalam pertimbangan

hukumnya. Padahal objek permohonan dan isu

15 Jefri Porkonanta Tarigan, “Independensi dan Imparsialitas Hakim Konstitusi dalam
Mengadili Perkara Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang Memuat Conflict of
Interest”, (Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Semarang, 2022).
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perkaranya adalah norma ketentuan Undang-Undang
Mahkamah Konstitusi mengenai syarat rekrutmen
hakim konstitusi dan batas usia hakim konstitusi. Ada
ketidakkonsistenan oleh Mahkamah Konstitusi atas
putusanputusannya, sehingga berdampak pada
menurunnya tingkat kepercayaan, marwah, dan

kewibawaan Mahkamah Konstitusi.

Idul Rishan, Sri Hastuti
Puspitasari, dan Siti
Ruhama Mardhatillah,
Amendment to Term of
Office of Constitutional
Court Judges

in Indonesia: Reasons,
Implications, and
Improvement, Jurnal Varig
Justicia, Vol. 18 No. 2,

Agustus 2022.16

Penelitian ini fokus-meneliti persoalan yang
ditimbulkan atas disahkannya perubahan ketiga
Undang-Undang MK. Melalui UU No. 7 Tahun 2020
Hakim konstitusi akan = diberhentikan dengan
hormat apabila telah mencapai usia 70 (tujuh puluh)
tahun ~dan dalam ketentuan UU MK tidak
berlaku secara prospektif melainkan berlaku surut.
Dengan demikian, pelaksanaan perubahan masa
jabatan  hakim  konstitusi  juga  berdampak
pada hakim Kkonstitusi yang sedang menjabat di

Mahkamah Konstitusi,

Oleh karena itu penelitian ini mengidentifikasi
alasan yang mendasari (rasio-legis) perubahan masa
jabatan hakim konstitusi dengan

batas usia maksimal 70 tahun, kemudian menganalisis

16 Idul Rishan et al, “Amendment to Term of Office of Constitutional Court Judges in

Indonesia: Reasons, Implications,

2022).

and Improvement”, Jurnal Varia Justicia, 18, no. 2, (Agustus
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implikasi pengaturan batas usia maksimal 70 tahun

bagi  jabatan  hakim  konstitusi,  sekaligus

merekomendasikan alternatif pengaturan masa jabatan

hakim konstitusi di Indonesia.

Fajrul Falah,
Penambahan Masa
Jabatan Hakim
Konstitusi Perspektif
Fikih Siyasah (Analisis
Terhadap Undang-
Undang Nomor 7 Tahun
2020 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 24
Tahun 2003 Tentang
Mahkamah Konstitusi,
Tesis Program Studi
Magister IImu Syariah
Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga,

2022.17

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus
penelitian adalah pertama, bagaimana penambahan
masa jabatan hakim konstitusi pada Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 dilihat dari perspektif teori
bekerjanya hukum Chambliss dan Seidman. Adapun
permasalahan kedua, bagaimana penambahan masa
jabatan hakim konstitusi pada Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 -dilihat dari perspektif fikh

siyasah Yusuf Qardhawi.

Penulis- ‘dalam . penelitian ini  berpendapat

penambahan masa jabatan hakim konstitusi pada
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 adalah hal
yang tepat. Melalui dua teori dan prinsip yang
digunakan menjadi pisau penelitian ini, disimpulkan
bahwa penambahan masa jabatan hakim konstitusi
berdasarkan masa pensiun

dapat memperkuat

independensi  hakim  konstitusi dalam  setiap

putusannya, dan memiliki mafsadah yang lebih ringan

7 Fajrul Falah, “Penambahan Masa Jabatan Hakim Konstitusi Perspektif Fikih Siyasah

Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi”, (Tesis Program Studi Magister
llmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022).
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jika dibandingkan konsep periodesasi.

Akhyaroni Fu’adah,
Konstruksi Judicial
Statesmanship Bagi
Hakim Konstitusi Pada
Peraturan Perundang-
Undangan Tentang
Mahkamah Konstitusi
Sebagai Perwujudan
Akuntabilitas Yudisial,
Tesis Program Studi
Magister IImu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Gadjah
Mada, Yogyakarta,

2020.18

Penelitian hukum ini dibuat untuk merumuskan
konsep judicial statesmanship dalam persyaratan
hakim konstitusi agar sesuai dengan tujuan hukum
sekaligus tujuan negara republik Indonesia. Berangkat
dari- pemikiran - supremasi  konstitusi  yang
menempatkan tujuan konstitusi sebagai perwujudan
tujuan tertinggi negara, maka hakim konstitusi sebagai
personifikasi lembaga yang memiliki fungsi penafsir
dan penjaga nilai-nilai konstitusi harus disaring sesuai
dengan kriteria yang sejalan dengan tujuan tersebut.
Sehingga perlu ditelisik ‘lebih mendalam pengaturan
mengenai  perekrutan hakim  konstitusi dalam

peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Adapun hasil penelitian dalam tesis ini, bahwa
judicial statesmanship sudah diberlakukan di
Indonesia dalam kettentuan persyaratan hakim
konstitusi maupun kode etik dan perilaku hakim
konstitusi. Namun, dalam implementasinya belum
maksimal dan memliki makna yang sempit. Oleh
karena itu, perlu adanya perbaikan pengaturan

mengenai mekanisme perekrutan hakim konstitusi,

18 Akhyaroni Fu’adah, “Konstruksi Judicial Statesmanship Bagi Hakim Konstitusi Pada
Peraturan Perundang-Undangan Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagai Perwujudan Akuntabilitas
Yudisial”, (Tesis Program Studi Magister llmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada,

2020).
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dan penguatan pengawasan semua pihak dengan
forum eksaminasi putusan secara berkala. Hal ini guna
mewujudkan fungsi Mahkamah Kosntitusi yang

kokoh.

Novianto Murti Hantoro,
Periode Masa Jabatan
Hakim Konstitusi dan
Implikasinya

terhadap Kemandirian
Kekuasaan Kehakiman,
Jurnal Negara Hukum,
Vol. 11, No. 2,

November 2020. 19

Penelitian ini berangkat dari pengaturan
mengenai - periode jabatan hakim konstitusi dan
implikasinya terhadap kemandirian  kekuasaan
kehakiman. Menurut penulis dalam penelitian ini
periode masa jabatan hakim konstitusi memiliki
implikasi ~ terhadap ~ kemandirian  kekuasaan
kehakiman. Adanya periode kedua atau renewable
term akan membuka peluang bagi pengaruh politik
pada pengangkatan hakim konstitusi untuk periode
kedua, sehingga 'dapat’ mengurangi kemandirian

kekuasaan kehakiman.

Novianto menyetujui peniadaan periode kedua
sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi. Namun pengaturan demikian
harus diikuti pula dengan perbaikan mekanisme

seleksi dan pengawasan

19 Novianto Murti Hantoro, “Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya
terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman”, Jurnal Negara Hukum, 11, no. 2, (November 2020).

14




terhadap hakim konstitusi.

Penelitian tentang desain ulang pengaturan masa jabatan hakim
konstitusi di Indonesia adalah asli dan tanpa duplikasi atau plagiasi. Meskipun
pada tataran akademis yang lebih luas terdapat beberapa penelitian terdahulu
yang relevan seperti yang telah dicantumkan dalam tabel diatas. Maka, dalam
penelitian ini terdapat perbedaan  berupa objek penelitian yang fokus
menganalisis dampak atas lemahnya pengaturan masa jabatan hakim konstitusi
saat ini baik dalam konstitusi maupun dalam undang-undang. Dampak yang
ditimbulkan oleh pengaturan tersebut setelah dianalisa, maka dirumuskan pula

desain pengaturan masa jabatan hakim konstitusi ke depan.
F. Teori atau Doktrin

1. Politik Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud
dengan politik adalah cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu
masalah atau sebuah kebijaksanaan.?’ Miriam Budiardjo dalam buku Dasar-

Dasar llmu Politik berpendapat bahwa:?

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (politics) adalah usaha untuk
menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian
besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan Bersama yang
harmonis.Usaha menggapai the good life ini menyangkut bermacam-macam
kegiatan yang antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari system,
sserta cara-cara melaksanakan tujuan itu. Masyarakat mengambil keputusan
mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu dan hal ini
menyangkut pilihan antara beberapa alternatif serta urutan prioritas dari
tujuan-tujuan yang telah ditentukan itu.

20 https://kbbi.web.id/politik diakses pada hari Selasa, 21 Maret 2023 pukul 21.23 WIB.
2L Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar IImu Politik, Cetakan ke-5, (Jakarta :PT Gramedia Pustaka
Utama, 2015), 15.
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Berdasarkan pemahaman tersebut, apabila politik dan hukum
bergabung menjadi satu variabel maka terdapat defnisi bahwa politik hukum
merupakan kebijakan tentang hukum untuk mencapai tujuan negara. Moh.
Mahfud MD mendefenisikan politik hukum sebagai legal policy atau garis
(kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan
pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam
rangka mencapai tujuan negara yang meliputi: pertama, pembangunan hukum
yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar
dapat sesuai dengan kebutuhan; kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang
telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan dari penegak
hukum. Dari pengertian tersebut terlihat politik hukum mencakup proses
pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah

mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.??

Menurut 'Ahsin  Tohari, -politik hukum ' adalah kebijakan dasar
penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku,
yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai
tujuan negara yang dicita-citakan.?®> Mochtar Kusumaatmadja, memandang
politik hukum sebagai kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam
pembaharuan hukum dengan instrumen politik hukum dilakukan melalui

undang-undang.?*

Sejalan dengan hal tersebut, sebagaimana pengertian legal policy,

22 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009),
17.

2 Imam Syaukani & A. Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum, (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2004), 32.

24 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan: Kumpulan Karya
Tulis Prof. Mochtar Kusumaatmadja, dalam Anna Triningsih,”Politik Hukum Pengujian Peraturan
Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Negara”, Jurnal Konstitusi, 13, no 1, (2016), 126.
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mencakup pula proses pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke
arah mana hukum akan dibangun. Politik hukum memberikan landasan terhadap
proses pembentukan hukum yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi, kultur
serta nilai yang berkembang di masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan

masyarakat terhadap hukum itu sendiri.®

Terdapat sedikitnya 4 (empat) hal yang harus diperhatikan dalam hal
perumusan kebijakan negara, yang keempatnya merupakan kaidah atau
penuntun politik hukum terutama di ranah legislatif, yaitu:?® pertama, politik
hukum harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa baik secara ideologi
maupun secara teritori. Politik hukum dan kebijakan umum haruslah menjadi
milik dan diterima secara bersama tanpa dirusak oleh nilai-nilai sektarian.
Kedua, politik hukum dan kebijakan umum haruslah didasarkan pada upaya
membangun demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (negara hukum)
sekaligus. Ketiga, politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keempat, politik hukum haruslah

didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban.

2. Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu elemen dari rumusan
negara berdasar atas hukum (rechtstaat).?’” Kekuasaan menurut lbnu Khaldun,
diartikan sebagai tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah

laku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai

% Moh. Mahfud MD, Politik., Op., Cit.. 9

26 Moh. Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Cetakan Ketiga, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2012), 26-28.

2" Hoesein, Zainal Arifin, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia; Sejarah, Kedudukan, Fungsi,
dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi, ( Malang: Setara Press,2016),
47.
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kekuasaan.?® Uraian mengenai kekuasaan yang lebih mengarah pada aspek
hukum dijelaskan oleh Aristoteles, yang mengartikan bahwa kekuasaan harus
bersumber hukum dan karena itu, hukum sebagai sumber kekuasaan bukan
hanya memiliki kedaulatan dan kewibawaan yang tertinggi, emalinkan juga
harus menjadi dasar dan landasan kehidupan bernegara, baik yang
memerintah maupun yang diperintah, sehingga kedua belah pihak sama-sama
memiliki kedudukan hukum.?® Pengertian kehakiman oleh Subekti, diartikan
sebagai segala sesuatu yang mengenai hukum dan peradilan justisi (Latin)

berarti kehakiman.2°

Kekuasaan kehakiman yang merdeka diartikan sebagai pelaksana
peradilan yang bebas dan tidak memihak yang dilakukan oleh hakim untuk
menyelesaikan berbagai masalah hukum yang diajukan ke pengadilan.
Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini merupakan elemen mutlak yang harus
ada di dalam sebuah _negara yang-berpredikat negara hukum.®! Sebagaimana
yang telah diuraikan diatas mengenai kekuasaan dan kehakiman, maka
selanjutnya pemahaman mengenai pengertian kekuasaan kehakiman merujuk
pada Pasal 24 UUD NRI 1945 yang menyatakan, “kekuasaan kehakiman
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman

menurut undang-undang”.

Penjelasan UUD NRI 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman

memberikan penegasan, ‘“Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang

28 |bnu Khaldun, dalam A. Rahman Zainuddin, Kekuasaan dan Negara Pemikiran Politik lbnu
Khaldun, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), 103.

2 Aristoteles, dalam J.H. Rapar, Filsafat Politik Aristoteles Seri Filsafat Politik No. 2, Cetakan
Kedua,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 54.

%0 1bid.

3L Idul Rishan, Kebijakan Reformasi Peradilan, (Yogyakarta: FH Ull PRESS, 2019), 21.
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merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah. Sehubungan
dengan hal tersebut, maka dalam undang-undang harus ada jaminan terhadap

kedudukan para hakim”.

Untuk mempertegas dan menjabarkan  pengertian  kekuasaan
kehakiman dalam Pasal 24 UUD NRI 1945, maka Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan ketentuan pokok kekuasaan
kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
menyatakan bahwa, “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik
Indonesia”. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman
merupakan salah satu kekuasaan negara dalam bidang penegakan hukum dan
keadilan berdasarkan Pancasila yang bebas dan merdeka dari campur tangan
pihak extra judiciil. Hal ini berarti kekuasaan kehakiman memiliki
kesederajatan dengan lembaga tinggi negara lainnya sebagaimana diatur dalam

UUD NRI 1945.

Menurut C.S.T. Kansil, kekuasaan kehakiman ini mengandung
pengertian di dalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan
pihak kekuasaan negara lainnya dan kebebasan dari paksaan, diretiva, dan
rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial dalam hal-hal yang
diizinkan Undang-Undang. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang
yudisial tidaklah mutlak sifatnya karena tugas hukum adalah untuk
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan menafsirkan
hukum dan mencari dasar-dasar, asas-asas yang menjadi landasannya, melalui
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perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya

mencerminkan keadaan bangsa dan rakyat Indonesia.®2

Yang perlu digaris bawahi adalah kemandirian Kekuasaan
Kehakiman tidak saja mandiri secara kelembagaan, tetapi juga kemandirian
dalam proses peradilan yang diindikasi dari proses pemeriksaan perkara,
pembuktian, hingga pada vonis yang dijatuhkan. Parameter mandiri atau
tidaknya proses peradilan ditandai-oleh ada atau tidaknya intervensi dari pihak-
pihak lain di luar Kekuasaan Kehakiman.>® ‘Dalam menjalankan tugas
judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena
kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan (ekonomi).** Kemandirian
hakim sangat penting adanya karena hakim secara fungsional merupakan inti
dalam proses penyelenggaraan peradilan. Indikator mandiri atau tidaknya
hakim dalam memeriksa perkara dapat dilihat- dari kemampuan hakim
menjaga integritas- moral dan -komitmen kebebasan profesinya dalam
menjalankan amanat adanya campur tangan pihak lain dalam proses

peradilan.®

Namun yang perlu juga dipahami bahwa jaminan independensi
Kekuasaan Kehakiman bukan berarti tidak boleh ada pihak selain dari lembaga
peradilan untuk mengurusi seuatu yang berhubungan dengan hakim dan
peradilan. Kekuasaan Kehakiman pada dasarnya bebas tapi bukan tidaklah

mutlak sifatnya. Kebebasan Kekuasaan Kehakiman pada itu dipengaruhi

32 C.S.T Kansil Hukum Tata Negara Republik Indonesia Jilid I, ( Jakarta: Rine Cipta, 1984),
191-192.

33 Idul Rishan, Kebijakan Reformasi Peradilan... Op.Cit., 23.

34 Jimly Asshidigie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,
2010),130.

% Sirajuddin dan Zulkarnaen, Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik, (Bandung: Citra Aditya,
2006), 34.
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oleh sistem pemerintahan, sistem politik, sistem ekonomi, dan sebagainya.3®

3. Independensi Jabatan Hakim

Independen atau independensi merupakan kata serapan dari kata
independence, yang artinya adalah the state of quality of being independent; a
country freedom to manage all its affairs, whether external or internal without
countrol by other country (syarat sebuah negara dikatakan independen adalah
negara itu bebas dalam mengelola semua urusannya, tanpa intervensi, baik itu
dari eksternal atau internal)®’. Independensi jabatan hakim merupakan salah
satu independensi kekuasaan kehakiman. Menurut-Ahmad Kamil, dalam arti
luas independensi kekuasaan kehakiman meliputi juga “independensi
individual” atau “independensi internal” atau “independensi fungsional” atau
“independensi normatif”. Pengertian independensi personal dapat dilihat juga

dari setidak-tidaknya 2 (dua) sudut pandang yaitu:*

1) Independensi personal, - yaitu independensi seorang hakim
terhadap pengaruh sesama hakim atau koleganya;

2) independensi substantif, yaitu independensi hakim terhadap
kekuasaan manapun, baik ketika memutuskan suatu perkara
maupun ketika menjalankan tugas dan kedudukannya sebagai

hakim.

Secara kontekstual, independensi kekuasaan kehakiman dapat
dimaknai sebagai segenap keadaan atau kondisi yang menopang sikap bathin

pengadil (hakim) yang merdeka dan leluasa dalam mengeksplorasi serta

136.

% Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2005),

37 Garner, Black’s Law Dictionary, seventh edition, (USA: West Group, 1999), 74.
38 Ahmad Kamil, Filsafat Kebebasan Hakim, (Jakarta: Kencana, 2012), 221.
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kemudian mengejawantahkan nuraninya tentang keadilan dalam sebuah proses
mengadili (peradilan).®® Artinya, kekuasaan kehakiman harus independen
dalam pengertian secara struktural lepas dari cabang-cabang kekuasaan lainnya
dan secara fungsional dalam memeriksa mengadili dan memutus setiap hakim

tidak dipengaruhi dicampuri oleh kekuasaan ekstra yudisial.

Hakim adalah aktor utama penegakan hukum (law enforcement) di
pengadilan. Pada saat ditegakkan, hukum mulai memasuki wilayah das sein
(yang senyatanya) dan meninggalkan wilayah dassollen (yang seharusnya).
Hukum tidak lagi sekadar barisan pasal-pasal mati yang terdapat dalam suatu
peraturan perundang-undangan, tetapi sudah ‘“‘dihidupkan” oleh living
interpretator yang bernama hakim. Independensi hakim memang sejatinya
berpijak pada integritas dari diri sendiri.®® Independensi atau kemandirian
tersebut sangat berkaitan erat dengan sikap imparsial atau tidak memihak

hakim baik dalam pemeriksaan maupun dalam pengambilan keputusan.

Independensi pada hakim menurut Maruarar Siahaan bukanlah
merupakan hak istimewa hakim, melainkan adalah merupakan syarat yang
harus ada agar sikap imparsialitas dalam menjalankan tugas peradilan dapat
terwujud. Masyarakat memiliki hak asasi untuk memperoleh keputusan yang
membawa dampak sangat penting atas hidup, martabat, dan hartanya, melalui

peradilan yang dipercayai mandiri dan tidak memihak.** Secara Konsepsional

3% Mario Parakas, Merajut Independensi Peradilan Dalam Skenario Perbaikan Kesejahteraan

Hakim, https://komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/151c9-makalah-tentang-
independensi-peradilan.pdf , makalah independensi peradilan.

40 Editorial MI, Saatnya Bela Independensi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Oktober 12,

2022, https://mediaindonesia.com/editorials/detail editorials/2785-saatnya-bela-independensi-
kehakiman .

4l Maruarar Siahaan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (Jakarta:

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), 73.
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ada 3 (tiga) kemandirian. Pertama, kemandirian secara kelembagan. Kedua,
kemandirian secara individual hakim. Ketiga kemandirian dalam proses
peradilan. Untuk mewujudkan kemandirian kekuasaan kehakiman melalui
kemandirian secara individual hakim, maka perlu diberlakukannya desain
ulang pengaturan masa jabatan hakim, utamanya Hakim Konstitusi yang

menjadi fokus dalam penelitian ini.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan cara dan kegiatan yang harus di tempuh
berdasarkan metode ilmiah tertentu, guna untuk mencapai tujuan dari
penelitian itu sendiri, yakni untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah.
Langkah-langkah yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut;

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong “dalam jenis penelitian legal doctrinal 42
(normatif)*3. Penelitian legal doctrinal mencakup penelitian terhadap asas-asas
hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf
sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum, dan sejarah
hukum.* Penelitian dilakukan dengan studi pustaka yang menelaah (terutama)
data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, dokumen hukum

lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi

kepustakaan (library research), vyaitu melakukan inventarisasi dan

42 Soejono Soekanto, Dkk, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), 13.

43 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), 83.

44 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,
(Jakarta: CV. Rajawali, 1985), 34-35, dan 41.
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mempelajari data pustaka, berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku
literatur, jurnal, majalah, dan dokumen-dokumen resmi lainnya yang relevan.
Sebagai penelitian legal doctrinal, penelitian hukum ini tidak mengenal data
namun bahan hukum®, sehingga bahan hukum yang digunakan dalam

penelitian ini terdiri dari:
a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan
hukum primer dalam penelitian ini, yaitu peraturan perundang-undangan

berupa Undang-Undang, dan Putusan MK sebagai berikut:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Tentang Mahkamah Konstitusi

4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
tentang Mahkamah Konstitusi

5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XI1V/2016

6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-1V/2016

7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/ PUU-XV111/2020

8) Putusan Mahkamah Konstitusi 97/PUU-XV111/2020
b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan

4 Peter M. Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2014), 29.
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penjelasan sekaligus penunjang atas bahan hukum primer. Bahan hukum
sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, makalah, artikel, berita,

dokumen pemerintahan terkait.
c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu

ensiklopedia dan kamus.

2. Objek Penelitian
Objek penelitian ini merupakan desain ulang pengaturan masa jabatan

hakim konstitusi di Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian int- menggunakan metode pendekatan secara konstruktif
digunakan untuk menganalisis data yang mengacu pada norma-norma hukum
yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan®.
Pengkajian permasalahan dilakukan dari segi hukum yang terdapat dalam
peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang yang memuat
pengaturan masa jabatan hakim konstitusi, dan putusan mk terkait dengan masa
jabatan hakim konstitusi. Permasalahan yang sudah dikaji kemudian disusun
secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif guna menarik kesimpulan atas
pokok permasalahan yang diajukan. Selanjutnya hasil analisis tersebut akan

dipaparkan secara deskriptif.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan

46 Ronald Dworkin, Legal Research (Daedalus: Spring, 1973), 250.
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penulisan penelitian, maka secara garis besar dapat di gunakan sistematika

penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang mencakup latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penilitian, tinjauan
pustaka, teori atau doktrin, defenisi operasional, metode penelitian, dan
sistematika penulisan.

Pada Bab kedua, tesis ini menyajikan tinjauan teoritis tentang teori
politik hukum, teori kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dan teori independensi
jabatan hakim. Teori tersebut yang kemudian dijelaskan secara rinci pada bab

kedua untuk menjadi pisau analisis dalam penelitian tesis ini

Bab ketiga menyajikan analisis dampak pengaturan masa jabatan hakim

konstitusi di Indonesia.

Bab keempat berisi-analisa penulis terhadap urgensi diperlukannya

desain ulang pengaturan masa jabatan hakim konstitusi di Indonesia.

Pada bab kelima, penulis menyajikan desain pengaturan masa jabatan

hakim konstitusi yang dapat diterapkan di Indonesia.

Adapun bab keenam merupakan kesimpulan dan rekomendasi dari

penelitian tesis ini.

26



BAB Il

TINJAUAN TEORITIS MENGENAI POLITIK HUKUM,
KEMERDEKAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN, DAN INDEPENDENSI

JABATAN HAKIM

A. Politik Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud
dengan politik adalah cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu
masalah atau sebuah kebijaksanaan.*” Miriam Budiardjo dalam buku Dasar-
Dasar IImu Politik berpendapat bahwa:*®

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (politics) adalah usaha

untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh

sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan

Bersama yang harmonis.Usaha menggapai the good life ini menyangkut

bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses

penentuan tujuan dari system, sserta cara-cara melaksanakan tujuan itu.

Masyarakat-mengambil keputusan mengenai apakah yang menjadi

tujuan dari sistem politik itu dan hal ini menyangkut pilihan antara

beberapa alternatif serta urutan prioritas dari tujuan-tujuan yang telah
ditentukan itu.

Berdasarkan - pemahaman - tersebut, . apabila ' politik dan hukum
bergabung menjadi satu variabel maka terdapat defnisi bahwa politik hukum
merupakan kebijakan tentang hukum untuk mencapai tujuan negara. Moh.
Mahfud MD mendefenisikan politik hukum sebagai legal policy atau garis
(kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan
pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam

rangka mencapai tujuan negara yang meliputi: pertama, pembangunan hukum

yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar

47 https://kbbi.web.id/politik diakses pada hari Selasa, 21 Maret 2023 pukul 21.23 WIB.
48 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar IImu Politik, Cetakan ke-5, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama, 2015), 15.

27


https://kbbi.web.id/politik

dapat sesuai dengan kebutuhan; kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang
telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan dari penegak
hukum. Dari pengertian tersebut terlihat politik hukum mencakup proses
pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah
mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.*®

Padmo Wahjono berpendapat bahwa, politik hukum sebagai kebijakan
dasar yang menentukan arah, bentuk atau isi-dari hukum yang akan dibentuk.>
Lebih lanjut Padmo Wahjono mengatakan bahwa. politik hukum adalah
kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk
menghukumkan sesuatu. Dalam hal kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan
pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakannya sendiri.>!

Sebagai garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan
baik dengan pembuatan hukum yang baru maupun dengan penggantian hukum
yang lama, politik hukum juga merupakan salah satu cara untuk mencapai
tujuan negara.>® Sebagaimana tujuan Negara Indonesia termaktub dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

49 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009),
17.

% Padmo Wahjono, 1983, dikutip oleh Ma’shum Ahmad, “Politik Hukum Kekuasaan
Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945”, (Tesis Program Magister Ilmu
Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2008), 40,
https://law.uii.ac.id/blog/2020/06/30/thesis-pshpm/

51 Padmo Wahjono, 1991, dikutip oleh, Ma’shum Ahmad, “Politik Hukum.., Ibid.

52 Rantauli Simanjuntak, “Peran Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan di Indonesia”, Majalah Komisi Yudisial, Oktober-Desember 2022, 7. diakses dalam
https://www.komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/lcSQGpZH_Majalah%20KY %200k
t-Des%202022%20WEB.pdf
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perdamaian abadi dan keadilan sosial.>® Berdasarkan pemahaman tersebut,
maka politik hukum memiliki sifat tetap yang terdiri atas:>

1. Ada satu kesatuan sistem hukum Indonesia (nasional).

2. Sistem hukum nasional dibangun berdasarkan dan untuk
memperkokoh sendi-sendi Pancasila dan UUD 1945.

3. Tidak ada hukum yang memberikan hak-hak istimewa pada warga

negara tertentu berdasarkan suku, ras, dan agama. Kalaupun ada

perbedaan semata-mata didasarkan pada kepentingan nasional

dalam rangka kesatuan dan persatuan bangsa.

Pembentukan hukum berdasarkan kemajuan masyarakat.

Hukum adat dan hukum tidak tertulis lainnya diakui sebagai

subsistem hukum nasional sepanjang nyata-nyata hidup dan

dipertahankan dalam pergaulan masyarakat.

6. Pembentukan 'hukum- sepenuhnya didasarkan pada partisipasi
masyarakat.

o &

Oleh karenanya hukum dibentuk dan ditegakkan demi kesejahteraan
umum (keadilan bagi seluruh rakyat), terwujudnya masyarakat Indonesia yang
demokratis dan mandiri serta terlaksananya negara berdasarkan atas hukum
dan konstitusi. Pengertian ini. merupakan defenisi politik hukum yang
dikemukakan oleh-Bagir Manan. Bagir Manan juga membedakan politik
hukum menjadi dua yakni politik hukum yang bersifat tetap sebagaimana yang
telah disebutkan, dan politik hukum yang bersifat temporer. Adapun politik
hukum yang bersifat temporer merupakan kebijaksanaan yang ditetapkan dari
waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan yang meliputi penentuan prioritas
pembentukan peraturan perundang-undangan yang menunjang pembangunan

nasional.®®

Politik hukum temporer yang dikemukakan oleh Bagir Manan juga
sejalan dengan defenisi politik hukum yang dikemukakan oleh Ahsin Tohari.

Menurut Ahsin Tohari, politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara

53 Undang-Undang Dasar NRI 1945, Alinea ke-4 Pembukaan.

54 Nyoman Serikat Putra Jaya, Politik Hukum, (Semarang: Badan Penerbit Universitas
Diponegoro, 2016), 30-31.

5 bid.
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negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang
bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan
negara yang dicita-citakan.>® Hukum juga dianggap sebagai tujuan dari politik
agar ide-ide hukum atau rechtsidee, seperti kebebasan, keadilan, kepastian, dan
sebagiannya dapat ditempatkan dalam hukum poitif dan pelaksanaan
sebagiannya atau secara keseluruhan dari ide hukum merupakan tujuan dari
proses politik dan hukum sekaligus sebagai alat dari politik.>” Politik
mempergunakan - hukum positif (peraturan perundang-undangan) untuk
mencapai tujuannya dalam arti merelisasikan ide-ide-hukum tersebut. Dengan
kata lain politik merupakan aspek dinamis dan hukum merupakan aspek
statis.>® Hal ini senada dengan ungkapan Daniel S. Lev bahwa proses hukum
paling ditentukan oleh konsepsi dan struktur kekuasaan politik, meliputi
keseimbangan politik, definisi kekuasaan, evolusi ideologi politik, ekonomi,
sosial, dan seterusnya.>® Berdasarkan uraian di atas, ruang lingkup politik

hukum menurut Daniel S. Lev, meliputi:®°

1. Proses penggalian nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam
masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan
politik hukum;

2. Proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi tersebut ke
dalam bentuk sebuah rancangan perundang-undangan oleh
penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum;

3. Penyelenggaraan negara yang berwenang merumuskan dan

menetapkan politik hukum;

Peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik

hukum baik yang akan,sedang, dan telah ditetapkan.

ok

% Imam Syaukani & A. Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum, (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2004), 32.

57 Abdus Salam, “Pengaruh Politik dalam Pembentukan Hukum di Indonesia”, Mazahib Jurnal
Pemikiran Islam, V, X1V, (2015): 121.

%8 Isharyanto, Politik Hukum, Op.Cit.,.2

% Daniel S. Lev, 1990, dikutip oleh Abdus Salam, “Pengaruh Politik., Loc. Cit

8 Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia: Kesinambungan dan Perubahan, (Jakarta:
LP3ES, 1990), 126.
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6. Pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan
implementasi dari politik hukum suatu negara.

Ruang lingkup pada tahap pertama menilai bahwa apakah nilai-nilai
dan aspirasi dari masyarakat sudah diakomodir oleh penyelenggara negara
dalam merumuskan politik hukumnya dan apakah sudah mencakup landasan
filosofis, sosiologis, yuridis®!, politis, bahkan historisnya atau belum.
Sehubungan dengan hal tersebut, dalam khazanah ilmu hukum, suatu
perundang-undangan dapat diakui eksistensinya bila ia mempunyai keabsahan

dari sisi landasan filosofis, yuridis dan sosiologis.®

1. Keabsahan secara yuridis (jurissche geltung) adalah apabila ada
kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan
materi yang diatur terutama kalua diperintahkan oleh peraturan
perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi.

2. Keabsahan sosiologis (seziologische geltung) adalah apabila
berlakunya tidak hanya karena paksaan penguasa tetapi juga karena
diterima masyarakat.

3. Keabsahan filosofi (filosofische geltung) adalah apabila kaidah hukum
mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang dalam
UUD 1945 nilai-nilai tersebut tercermin dalam apa yang disebut dengan
cita hukum (rechtsidee)

Sejalan dengan hal tersebut, Jimly Asshiddigie menyatakan terdapat 5

(lima) landasan pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni:%3

a. Landasan filosofis, yakni undang-undang mengandung norma yang
harus diidealkan oleh masyarakat sebagai arah cita-cita luhur
kehidupan masyarakat bernegara yang hendak dicapai.

b. Landasan sosiologis, yakni norma yang dituangkan dalam undang-
undang harus sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan realitas
yang ada.

c. Landasan politis, yakni adanya sistem rujukan konstitusional menurut
cita-ita dan dasar yang terkandung dalam UUD NRI 1945 sebagai
sumber politik hukum yang melandasi pembentukan undang-undang.

d. Landasan vyuridis, yakni landasan terkait peraturan yang masih
berkaitan dengan pembuatan peraturan perundang-undangan harus
termuat dalam konsiderans atau mengingat.

61 Bagir Manan, Dasar-Dasar llmu Politik, Ctk. Ke-27, (Jakarta: Ind. Hill.Co, 1992), 14.

62 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan
Pembentukannya, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998), 4.

8 Jimly Asshiddigie, Perihal Undang-Undang di Indonesia, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Rl MK, 2006), 170-174.
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e. Landasan administratif, yakni pencantuman rujukan dalam hal adanya
bentuk perintah untuk mengatur secara administratif. Namun,
kebutuhan landasan ini hanya bersifat fakultatif atau sesuai dengan
kebutuhan.

Dengan demikian terlihat politik hukum mencakup proses pembuatan
dan pelaksanaan yang dapat menunjukkan sifat dan kearah mana hukum akan
dibangun dan ditegakkan. Hukum adalah produk politik atau lebih tepatnya
hukum harus dipandang sebagai hasil dari proses politik (law as a product of
political process). Sering kali aturan hukum (peraturan perundang-undangan)
yang dibuat, dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan politik yang besar dalam
institusi politik, termasuk partai politik.%* Dengan demikian Hukum dan politik
adalah berbicara bagaimana hukum bekerja dalam sebuah situasi politik

tertentu.

Moh. Mahfud MD juga berpendapat bahwa relasi antara hukum dan
politik dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) model hubungan. Pertama,
sebagai das sollen, hukum determinan atas politik karena setiap politik harus
tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan hukum. Dengan kata lain, hukum
wajib menjadi kiblat pengontrol aktivitas kegiatan perpolitikan. Kedua, sebagai
das sein, politik determinan atas hukum karena dalam faktanya hukum
merupakan produk politik, sehingga hukum sebagai kristalisasi atas kehendak-
kehendak politik yang saling bersaing. Ketiga, politik dan hukum berhubungan
secara interdeterminan karena politik tanpa hukum menimbulkan kesewenang-
wenangan, sementara hukum tanpa pengawalan politik akan lumpuh® Das

Sollen merupakan kaidah hukum berisi kenyataan normatif (apa yang

8 Max Weber dalam Agung dan Asep, HAM, Kejahatan Negara, dan Impleralisme Modal,
(Jakarta: Pustaka Pelajar, 2001), XXII.

8 Imawanti, dkk, “Pengaruh Politik dalam Pembentukan Hukum di Indonesia,” Media
Keadilan Jurnal lImu Hukum, 12, No. 1, (2021): 168.
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seyogianya dilakukan). Sedangkan das Sein merupakan kenyataan alamiah

atau merupakan suatu peristiwa konkret.%® Oleh karena itu hubungan politik

dan hukum bergantung pula pada asumsi, konsep atau dasar pandangan yang

digunakan.®” Apakah hubungan hukum dan politik didasarkan pada pilihan

arus sollen, sein ataukah sollen-sein.®®

Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam bukunya Law and Societyin

Transition: Toward Responsive Law menyebutkan ada tiga bentuk hukum yang

dipengaruhi oleh politik hukum suatu negara yaitu:®°

1. Represive Law: governing power is represive when it givesshort shrift
to the interests of the governed, that is dispossed to disregard those
interest or deny theirlegitimacy. The characteristic of represive law is:

a.

b.

€.

Legal institutions are directly accessible to political power; law is
identified with the state and subordinated to raison d"etat.

The conversation of authority is an overriding preoccupation of
legal officialdom. In the official perspective that ensues, the benefit
of the doubt goes to the system, and administrative conveninence
weighs heavily.

Specialized agencies of control, such as the police,become
independent centers of power, they areisolated from moderating
social contexts-and capableof resisting political authority.

. A regime of dual law institutionalizes class justice byconsolidating

and legitimating patterns of socialsubordinatione.
The criminal code mirrors the dominant mores, legal moralism
prevails.

2. Autonomous Law; the chief characteristic of this system is the
formation of specialized, relatively autonomous legal intitutions that
claim a qualified supremacy within defined spheres of competence.
Another attributes of autonomous law may be summarized as follows:

a.
b.
C.
d.

Law is separated from politics.

The legal order espouses tho model of rules.

Procedure is the heart of law.

Fidelity to law is understood as strict obedience to the rules of
positive law.

% Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Cahaya Atma

Pustaka, 2010), 20.

57 Moh. Mahfud MD, Ide, Realitas Hukum, Moral, dan Politik, Makalah pada Stadium

Generale Program Doktor IImu Hukum di Universitas Diponegoro, Semarang, UNDIP 23 Agustus
2008, h.2&h.3, dikutip oleh Idul Rishan, Hukum & Politik Ketatanegaraan, (Yogyakarta: FH UlI
Press, 2020), 2.

8 |dul Rishan, Hukum & Politik Ketatanegaraan, (Yogyakarta: FH UII Press, 2020), 2.
8 Adji Samekto, “Relasi Hukum Dengan Kekuasaan: Melihat Hukum dalam Perspektif

Realitas”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.13, No.1, (2013): 4.
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3. Responsive Law: presumes that purpose can be made objective enough
and authoritative to control adaptive rule making. Responsive law
presupposes a society that has the political and make the neccesary
commitments.

(1. Hukum Represif: Adalah kekuasaan pemerintahan yang bersifat
represif. Hukum menjadi represif ketika pemerintah memberikan sedikit
perhatian pada kepentingan rakyat yang diperintah, yang tidak
melakukan apa pun untuk mengabaikan kepentingan mereka atau
menyangkal legitimasi mereka. Ciri-ciri hukum yang represif adalah:

a. Institusi hukum dapat diakses secara langsung oleh kekuasaan politik;
hukum diidentikkan dengan negara dan tunduk pada alasan d “etat.

b. Pembicaraan mengenai otoritas merupakan hal yang sangat menyita
perhatian para pejabat hukum. Dalam perspektif resmi, manfaat dari
keraguan ini akan dirasakan oleh sistem, dan kenyamanan
administratif akan sangat berpengaruh.

c. Badan-badan kontrol khusus, seperti polisi, menjadi pusat kekuasaan
yang independen, mereka terisolasi dari konteks sosial yang moderat
dan mampu melawan otoritas politik.

d. Rezim 'hukum ganda melembagakan keadilan kelas dengan
mengkonsolidasikan dan melegitimasi pola subordinasi sosial.

e. KUHP mencerminkan adat istiadat yang dominan, moralisme hukum
yang berlaku.

2. Hukum Otonomi:  Karakteristik utama ' dari sistem ini adalah
terbentuknya lembaga-lembaga hukum yang terspesialisasi dan relatif
otonom yang menuntut supremasi yang memenuhi syarat dalam lingkup
kompetensi tertentu. Ciri-ciri lain dari hukum otonom dapat diringkas
sebagai berikut:

a. Hukum dipisahkan dari politik.

b. Tatanan hukum mendukung model peraturan tersebut.

c. Prosedur adalah jantungnya hukum.

d. Kesetiaan-terhadap hukum dipahami sebagai ketaatan yang tegas
terhadap kaidah hukum positif.

3. Hukum Responsif: Hukum wyang responsif mensyaratkan adanya
masyarakat. yang - mempunyai. kemampuan politik dan membuat
komitmen yang diperlukan. Hukum responsive berasumsi bahwa tujuan
dapat dibuat cukup obyektif dan otoritatif untuk mengendalikan
pembuatan aturan adaptif.)

Menurut Teuku Mohammad Radhie, politik hukum adalah suatu
pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di
wilayahnya, dan mengenai arah ke mana hukum hendak dikembangkan.
Artinya, hukum tidak hanya mencakup ius constitutum atau hukum yang
berlaku di wilayah negara pada saat ini tetapi juga ius constituendum atau

hukum yang akan atau seharusnya diberlakukan masa mendatang. T.M Radhie
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dalam defenisi politik hukum yang dibuatnya, lebih lanjut menjelaskan bahwa

yang dimaksud dengan:°

a. Pernyataan kehendak negara, merupakan konsep negara dalam ilmu
politik sebagai sebuah organisasi kekuasaan yang terdiri dari beberapa
pusat kekuasaan yang terdapat dalam suprastruktur politik, meliputi
organ legislatif, organ eksekutif, dan organ yudisial. Dapat disimpulkan
bahwa pembentukan produk hukum adalah lahir dari pengaruh kekuatan
politik melalui proses politik dalam lembaga negara yang diberikan
otoritas untuk itu.

b. Hukum vyang ebrlaku di wilayahnya. Hal ini merupakan ius
constitutum, seperti halnya aturan peralihan.

c. Mengenai arah ke mana hukum hendak dikembangkan. Hal ini
berkenaan dengan ius constituendum. Dapat diartikan dengan politik
hukum kodifikasi, politik hukum unifikasi dan dapat pula berkaitan
dengan hukum material dan hukum formil.

Berdasarkan defenisi dan pendapat para ahli hukum yang telah
dijelaskan sebelumnya. Maka, politik hukum merupakan kebijakan pemerintah
mengenai hukum mana yang akan dipertahankan, hukum mana yang akan
diganti, hukum mana yang akan direvisi dan hukum mana yang akan
dihilangkan. Melalui politik hukum negara dapat membuat suatu rancangan
dan rencana pembangunan hukum _nasional di ‘Indonesia. Tercapainya
pembangunan hukum secara otomatis akan mendorong pencapaian tujuan
hukum yang selanjutnya mengarah pada terciptanya tujuan negara. Oleh karena
itu, politik hukum juga dapat dijabarkan sebagai kemauan atau kehendak
negara terhadap hukum. Untuk apa hukum itu diciptakan, apa tujuan

penciptaannya dan kemana arah yang hendak dituju. "

0 Sri Soemantri, Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan, (Bandung: PT
Remaja Rosdakarya, 2014), 127-130. dikutip oleh Irfan Nur Rachman, Politik Hukum Yudisial,
(Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), 17-18.

"1 Mia Kusuma Fitriana, “Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws And Regulations In
Indonesia As The Means Of Realizing The Country’s Goal),”” Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 12,
No 2 (2015): 1-27, https://doi.org/10.54629/jli.v12i2.403. yang dikutip kembali oleh Amelia dkk,
“Politik Hukum Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara”,
Jurnal Legislasi Indonesia Vol.19, No 3 (2022): 307-319.
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Dari sekian banyak pendekatan terkait politik hukum, Zainal Arifin
Mochtar memilih untuk lebih mendedikasikan politik hukum sebagai bagian
dari arus utama proses pembentukan kebijakan hukum. Tidak hanya
sesederhana berkaitan dengan proses an sich, tetapi juga berkaitan dengan
begitu banyak aspek yang berkorelasi dengan proses tersebut. Karena semakin
hari, relasi politik dan hukum yang seharusnya seimbang mulai berkorelasi
saling menundukkan, bahkan meniadakan.”? Secara singkat, Zainal Avrifin
Mochtar mendefenisikan politik hukum menyentuh hal yang paling substansial

dalam suatu negara, yakni peraturan perundang-undangan.”

Jika dikontekskan dalam penelitian ini, pada dasarnya jika ditelaah
maka konsep kekuasaan kehakiman dalam hukum-Indonesia sangat terkait
dengan dinamika politik sejarah Indonesia. Menurut Sudikno Mertokusumo,
“sistem peradilan dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, ekonomi, dan politik”
dan pembahasan ‘tentang peradilan Indonesia ‘“tidak dapat lepas dari
perkembangan konstitusi atau konstelasi - kenegaraan di Indonesia.”
Sehubungan dengan hal tersebut, praktik politik hukum atau kebijakan hukum
yang berlaku terhadap cabang kekuasaan kehakiman juga dapat berbeda-beda

dalam kurun waktu tertentu.

Kebijakan hukum yang berlaku pada masa Orde Lama akan berbeda
dengan masa Orde Baru. Demikian pula, kebijakan-kebijakan kekuasaan
kehakiman masa Orde Baru akan berbeda dengan masa Orde Reformasi.

Kekuasaan kehakiman dibawah rezim politik Demokrasi Terpimpin dan Orde

2 Kata Sambutan Zainal Arifin Mochtar “Politik dan Hukum Sebagai Makanan Pembuka”,
dalam Idul Rishan, Hukum & Politik Ketatanegaraan, (Yogyakarta: FH Ull Press,2020), xix.

73 Zainal Arifin Mochtar, Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang, (Yogyakarta: Buku
Mojok, 2022),24.
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Baru umumnya memiliki watak yang sama yakni tidak otonom dari kekuasaan
pemerintah negara. Pada Demokrasi Terpimpin, kekuasaan kehakiman
ditempatkan sebagai bagian dari eksekutif atau penasihat pemerintah, dan juga
tidak memberikan kewenangan pada kekuasaan kehakiman untuk melakukan
judicial review baik terhadap undang-undang maupun terhadap produk

perundangan dibawah undang-undang.

Kemudian pada masa Orde Baru kekuasaan kehakiman diikat oleh
eksekutif melalui undang-undang dan dijadikan penasihat eksekutif. Dibawah
rezim politik orde baru pula, kekuasaan kehakiman diberi kewenangan untuk
melakukan judicial - review meskipun hanya terbatas terhadap produk
perundangan dibawah undang-undang. Kewenangan yang terbatas ini secara
riil tidak dapat dilakukan karena para hakim terikat sumpah harus tunduk pada
setiap produk hukum dari pemerintah. Terdapat berbagai faktor yang
melatarbelakangi  perbedaan-perbedaan tersebut.. Salah satu dan yang
terpenting yakni adanya faktor politik. Karena hukum terutama peraturan
perundang-undangan, dibentuk sebagai akibat putusan politik. Kekuasaan
kehakiman telah didesain untuk mendukung kekuatan politik penguasa, baik
pada zaman Orde Lama maupun Orde Baru. Pada Era Reformasi,
penyalahgunaan kekuasaan itu dikoreksi dengan amendemen Undang-Undang
Dasar 1945 (UUD 1945) yang berupaya mendudukkan posisi lembaga

peradilan dan hakim terlepas dari kekuasaan eksekutif.

Mengenai politik hukum kekuasaan kehakiman jikan ditinjau dari UU
19/1948 hingga UU 48/2009 sejatinya terus mengalami penyempurnaan. Hal
ini membuktikan bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman tidak memiliki
sifat permanen. Karena kemerdekaan kekuasaan kehakiman bersifat temporer
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yang bergantung ruang dan waktu pada konstelasi politik yang eksis dan
produk hukum pada masanya.”* Dengan demikian kekuasaan kehakiman
bekerja tidak eksoteris atau terlepas dari lingkungan politik di mana ia eksis.
Sebaliknya, bentuk lingkungan politik (apakah demokratis atau otoriter) sangat
menentukan kemandirian pelaksanaan kekuasaan kehakiman.” Apabila sistem
politiknya cenderung otoriter, kekuasaan kehakimannya cenderung pula untuk
tidak otonom karena badan yudikatif menjadi bagian dari instrument
pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuannya. Dalam hal ini kekuasaan
kehakiman terikat pada visi ~politik pemerintah dan fungsi kekuasaan
kehakiman yang terutama adalah mensukseskan program-program politik yang

ditetapkan oleh negara.’®

Benny K. Harman dalam penelitiannya menyebutkan bahwa terdapat
hubungan finier antara konfigurasi politik dan kekuasaan kehakiman, yang

digambarkan melalui bagan berikut ini:**

4 Shimon Shetreet dan Jules Deschenes, “Judicial Independence: The Contemporary Debate”,

(Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1985), 590. dikutip oleh Ibnu Sina Chandranegara, “Politik Hukum
Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”, (disertasi Program Studi Doktor IImu
Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta), 2.

s Benny K Herman, Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, (Jakarta

Selatan: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Jakarta: ELSAM, 1988), Viii.

78 Ibid., vii.
7 King Faisal Sulaiman, Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Indonesia, (Yogyakarta: UlI

Press, 2017), 11
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Variabel Bebas Variabel Terpengaruh

Konfigurasi Karakter Kekuasaan
> Kehakiman

Politik

Demokratis I Independen /
Otonom
i Dependen / Tidak
Demokratis
A b 4 Otonom

Menurut Benny K. Harman, apabila dalam suatu negara diterapkan
suatu konfigurasi politik yang demokratis, karakter kekuasaan kehakiman yang
dihasilkan oleh konfigurasi politik semacam itu adalah karakter kekuasaan
kehakiman yang independen atau otonom. Begitu pula apabila yang diterapkan
konfigurasi politik ‘otoriter atau totaliter, yang dihasilkannya adalah karakter
kekuasaan kehakiman yang tidak otonom atau tidak bebas.’® Oleh karenanya
apabila telah terjadi ‘transisi politik, kedudukan kekuasaan kehakiman akan
mendapatkan perhatian utama untuk dibenahi, karena aspek ini menjadi salah
satu indikator utama untuk menilai apakah transisi rezim di suatu negara

bergerak ke demokrasi atau tidak.

1. Politik Hukum Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia
Salah satu langkah penting pasca Amandemen terhadap UUD 1945
adalah penegakan lembaga peradilan yang bebas dari intervensi atau tekanan

eksternal sehingga mampu menjalankan tugasnya secara adil dan transparan

"8 Ibid., 12
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demi kepentingan masyarakat dan keadilan. Pada tahun 2001, dalam
Amandemen Ketiga UUD NRI Tahun 1945, independensi kekuasaan
kehakiman secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 24 ayat (1) yang
menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang
independen dalam menjalankan sistem peradilan untuk menegakkan hukum
dan keadilan.”” Dalam rangka mewujudkan prinsip kemandirian dan
kemerdekaan tersebut maka dirumuskan pula pembentukan Mahkamah
Konstitusi (MK) Republik Indonesia melalui ketentuan Pasal 24 Ayat (2) dan
Pasal 24C pada Perubahan Ketiga UUD NRI 1945.

Gagasan pembentukan MK sudah pernah diusulkan oleh pendiri negara
ketika mempersiapkan konstitusi Indonesia merdeka di BPUPKI. Muhammad
Yamin mengusulkan agar disediakan mekanisme untuk membanding undang-
undang yang disebut dengan Balai Agung. Meskipun tidak menyebutnya
sebagai MK namun. Muhammad Yamin menghendaki adanya peradilan
konstitusi dengan wewenang menguji. undang-undang terhadap undang-
undang dasar.®® Gagasan Muhammad Yamin baru mulai di akomodir melalui
UU 14/1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang
memberikan wewenang bagi Mahkamah Agung untuk menguji undang-
undang. Setelah melalui perdebatan panjang dan pembahasan mendalam, serta
dengan meninjau berbagai lembaga pengujian konstitusional di berbagai
negara terkait dengan perumusan pembentukan MK, akhirnya hal ini

diakomodir dalam perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Dalam

" Yosaphat Bambang Suhendarto, “Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945,
(Tesis Program Magister IImu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro Semarang,
2008), 45.

8 Saldi Isra, Lembaga Negara Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional,
(Depok: Rajawali Press, 2020), 306-309.
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perubahan ketiga tersebut, telah dirumuskan ketentuan mengenai lembaga
negara baru yang bertugas mengawal konstitusi. Sebagai hasilnya, terbentuklah
sebuah lembaga baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia yang dikenal
sebagai Mahkamah Konstitusi (MK). Walaupun sejarah formal lahirnya MK
dicatat pada tanggal 9 November 2001, ketika Perubahan Ketiga UUD 1945
disahkan, yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Bab IX,
termasuk Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B.%!

Mahkamah Konstitusi didesain untuk melaksanakan fungsi sebagai
pengawal konstitusi-(the guardian of constitution); pelindung hak asasi
manusia dan hak konstitutional warga negara (the protector of the citizen'’s
contitutionai rights); penafsir akhir konstitusi (the soul and the highest
interpreter of constitution); pengawal demokrasi (the guardian of democracy).
Empat fungsi MK tersebut tercermin dalam 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu)
kewajiban yang dimilikinya, yaitu:®2 1) Menguji undang-undang terhadap
undang-undang dasar; 2) Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara
yang kewenangannyadiberikan oleh rundang-undang dasar; 3) Memutus
pembubaran partai politik; 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan
umum; 5) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat
dewan perwakilan rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau
Wakil Presiden menurut undang-undang dasar

UU 24/2003 menjadi landasan hukum pada level undang-undang untuk
pembentukan MK. Secara historis lahirnya UU 24/2003 merupakan pilihan

yang disepakati para pihak. Pada saat perumusan perubahan UUD NRI 1945,

81 UUD NRI 1945, Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B..
82 Harjono, Pemikiran Hukum: Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, (Jakarta: Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), 168.
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muncul pilihan apakah MK di Indonesia akan dibentuk seperti Thailand di
mana setelah ada ketentuan dalam konstitusi lantas dilakukan pemilihan hakim
dan para hakim membuat sendiri hukum acaranya ataukah akan dilengkapi
dengan hukum acaranya sekaligus.®®> Maka pilihan jatuh pada pembentukan
MK vyang dilengkapi dengan hukum acaranya sekaligus melalui UU 24/2003.
Terdapat beberapa poin penting dalam politik hukum pembentukan UU
24/2003 yakni pendirian MK sebagai lembaga peradilan konstitusi, komposisi
MK, Independensi MK melalui pengaturan masa jabatan hakim konstitusi,
kewenangan MK, prosedur pengujian, sifat putusan dan pelaksanaan putusan
MK. Dengan demikian UU 24/2003 menjadi salah satu landasan hukum yang
penting dalam sistem politik hukum Indonesia karena membentuk Mahkamah
Konstitusi dan menetapkan kewenangannya dalam mengawasi kepatuhan
terhadap konstitusi ' sehingga lembaga ini memiliki peran krusial dalam
menjaga keadilan konstitusi dan hukum di Indonesia.

Kehadiran MK sebagai lembaga baru tidaklah cukup dipahami secara
parsial saja, tetapi harus pula dipahami sebagai suatu penguatan terhadap dasar-
dasar konstitusionalisme . setelah perubahan UUD. 1945. melainkan harus
dipahami sebagai penguatan terhadap prinsip-prinsip konstitusionalisme
setelah terjadinya perubahan pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Penguatan terhadap konsep konstitusionalisme terlihat dari wewenang MK
yang melakukan uji undang-undang terhadap UUD 1945, yang dapat diartikan
sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan kekuasaan legislatif oleh MK.
Dengan demikian, Harjono berpendapat bahwa wewenang uji konstitusional

MK memiliki kedudukan utama, sementara wewenang lain yang dimiliki oleh

8 1bid.
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MK bersifat sebagai tambahan atau pelengkap.®* Sehingga, MK disebut
sebagai lembaga peradilan konstitusi, yang memiliki kewenangan untuk
menyelesaikan perselisinan hukum berdasarkan konstitusi. Dalam konteks
konseptual sebagai peradilan konstitusi, MK memiliki dua peran, yaitu:%

1. Untuk melindungi hak-hak asasi manusia yang fundamental

maupun hak-hak masyarakat.

2. Untuk melkaukan pengawasan terhadap aktifitas legislative

pemerintahan.

Jika MK dapat mengimplementasikan kedua fungsi tersebut dengan
optimal, maka keadilan konstitusional akan menjadi kenyataan dalam
pelaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu, MK menjadi satu-satunya institusi
yang melindungi dan menegakkan konstitusi. Dengan demikian, peran MK
dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia sebaiknya dinilai berdasarkan fungsi
dan wewenangnya dalam memperkuat prinsip check and balances dalam

konteks negara hukum dengan prinsip supremasi konstitusi.®

2. Judicialization of Politics dan Politicization of The Judiciary

Pengertian dan konsep Judicialization of Politics dan Politicization of
The Judiciary berbeda namun saling berkaitan. Jjudicialization of politics
adalah sebuah peningkatan peran lembaga kehakiman dalam menyelesaikan
kasus-kasus yang berkaitan dengan kebijakan publik yang memiliki dimensi

politis, dengan tujuan membatasi kekuasaan cabang pemerintahan lain yang

8 Ibid.
8 Ahmad Syahriza, Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Ajudikasi Konstitusional

sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), 75.
Dikutip oleh Kardiansyah Afkar, “Redistribusi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Pasca
Amandemen UUD NRI Tahun 1945”, (Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas
Gadjah Mada, 2016), 111-112.

8 1bid.
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mewakili mayoritas. Peningkatan ini merupakan hasil yang logis dari
penekanan pada supremasi konstitusi dan penambahan hak asasi manusia ke
dalam konstitusi.®” Rachel Sieder mengemukakan bahwa konsep judcialization
of politics dibentuk berdasarkan dua aspek berbeda yang saling terkait.
Pertama, judicialization of politics lahir dari munculnya Mahkamah Konstitusi
(Constitutional Court) yang terpisah dari Mahkamah Agung sebagai pemangku
kekuasaan kehakiman.®® Kedua, judicialization “of politics lahir karena
meningkatnya penggunaan hukum, wacana hukum, serta proses litigasi yang
ditempuh oleh berbagai aktor politik termasuk politisi, gerakan sosial, maupun
individu.8®
Judicialization of politics lahir pada abad 20 memasuki abad 21 akibat
ketergantungan pada pengadilan untuk mengatasi hal-hal berkenaan dengan
pertanyaan kebijakan publik serta kontroversi atau persoalan-persoalan politik.
Menurut John Ferejohn, fenomena ini menguat karena:®
a. Kekuasaan yang- terfragmentasi diantara badan-badan politik yang
menyebabkan terbatasnya kemampuan untuk membuat legislasi
yang pada
gilirannya menimbulkan kekecewaan masyarakat.

b. Pengadilan dipercaya melindungi nilai-nilai penting yang bersifat
fundamental terhadap potensi penyalahgunaan kekuatan politik.

87 Alec Stone Sweet, Governing with Judges : Constitutional Politics in Europe, (New York:

Oxford University Press, 2002) 32. Dikutip oleh Indra Perwira, “Refleksi Fenomena Judicialization
of Politics pada Politik Hukum Pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah
Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, 13, No. 1, (2016): 27-28.

8 bid.
8 Rachel Sieders, “Cultures of Legality: Judicialization and Political Activism in Latin

America”, Legal Studies Research Paper Series Paper No. 1118, Cambridge University Press, 2010,

% Susi Dwi Harijanti, 20 Tahun Mahkamah Konsititusi: Judicialization Of Politics,

Politicization Of The Judiciary, dan Kepercayaan Publik disampaikan dalam Diskusi “Membaca 20
Tahun Mahkamah Konstitusi: Diskusi Hasil Penelitian & Dialog Konstitusi”, Yogyakarta, FH UGM
26 Agustus 2023.

44



Lebih lanjut, Rachel Sieder mengatakan bahwa judicialization of
politics merupakan transformasi penyelesaian permasalahan politik dari
mekanisme politik melalui lembaga-lembaga politik menuju penyelesaian
melalui instrumen hukum pada lembaga pengadilan. Judicialization of politics
dapat membuka peluang bagi pengadilan untuk mengadili permasalahan-
permasalahan yang menjadi eksklusive power cabang kekuasaan yang lain
secara konstitusional. Apabila hal ini terjadi maka negara tengah berada pada
masa transisi menuju juristokrasi (trantition of juristocracy).

Sedangkan apa yang disebut dengan Politicization of The Judiciary
mengacu pada pengaruh politik terhadap peradilan, yang dapat terwujud dalam
berbagai cara. Pengaruh ini dapat berdampak pada pengambilan keputusan
peradilan, penunjukan peradilan, serta independensi dan imparsialitas
peradilan secara keseluruhan. %2 Politicization of the judiciary dapat terjadi
akibat®® memeriksa dan memutus perkara-perkara bernuansa politik. Salah satu
bentuk yang paling nyata ialah pengisian jabatan hakim yang melibatkan badan
politik atau proses politik. Dalam_hal ini proses politik dapat berpengaruh
secara langsung maupun tidak langsung.

Politicization of the judiciary menunjukkan bahwa politik dapat
mempengaruhi independensi kehakiman melalui berbagai cara, seperti
penunjukan hakim yang bersifat politis, campur tangan dari cabang eksekutif

atau legislatif dalam proses peradilan, serta tekanan politik terhadap hakim

% Rachel Sieders, Op.Cit., 29-30

92 Bjorn Dressel, “Judicialization of politics or politicization of the judiciary? Considerations
from recent events in Thailand”, The Pacific Review, 23 No. 5 (2010): 672-673.

9 Susi Dwi Harijanti, 20 Tahun Mahkamah Konsititusi, Op.Cit.
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untuk membuat keputusan yang sesuai dengan kepentingan politik tertentu.%*
Sehingga, keputusan-keputusan peradilan dapat dipengaruhi oleh kepentingan
politik, melalui interpretasi hukum yang cenderung sesuai dengan pandangan
politik yang dominan,®® terutama akan semakin terlihat jika terdapat tekanan
politik yang memengaruhi independensi hakim dalam menjalankan tugasnya.
Hal ini dapat mengarah pada keputusan-keputusan yang tidak objektif atau
tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan mengarah pada agenda politik
tertentu.%
Adapun bentuk-bentuk Politicization of the judiciary terlihat pada 3 hal
berikut:®’
a. Pembentukan UU Terkait Kekuasaan Kehakiman
Kekuatan politik tidak menempatkan perubahan sebagai bagian
dari memperkuat kekuasaan kehakiman yang indepen dan
imparsial. Perubahan acapkali terjadi karena atas dasar
ketidakpuasan terhadap praktik-praktik peradilan atau terhadap
hakim, “otak-atik’ syarat umur pengangkatan dan pensiun.
b. Pengisian Jabatan
c. Penentuan Anggaran
Jika dikontekskan dalam penelitian ini 'yang membahas mengenai
desain ulang pengaturan masa jabatan hakim konstitusi, setidaknya dapat
ditarik benang merah. Pertama, dilihat dari politik hukum pembentukan MK
yang didesain sebagai lembaga yang dapat dipercaya oleh semua pihak untuk
menentukan perkara-perkara yang bersifat politis, seperti judicial review,

sengketa kewenangan lembaga negara, hingga mengadili perkara mengenai

pemberhentian presiden dalam masa jabatannya. Sebagai lembaga negara

Am.

% Keith S. Rosenn, The Protection of Judicial Independence in Latin America, (Miami: Inter-

L. Rev. 1, 1987), 4-9.
https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/unmialr19&div=7&id=&page=
% 1pid., 10.
% Ibid.

9 Susi Dwi Harijanti, 20 Tahun Mahkamah Konsititusi, Loc.Cit.

46


https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/unmialr19&div=7&id=&page=

produk reformasi, MK menjadi tumpuan ekspektasi masyarakat yang
menginginkan terjadinya perbaikan dalam bidang penegakan hukum melalui
proses peradilan yang bersih dan putusan yang menjunjung tinggi keadilan.%®
Kelahiran MK  merupakan refleksi pengalaman penyelenggaraan
ketatanegaraan masa lalu yang banyak menafsirkan UUD 1945 secara sepihak
oleh dan untuk kepentingan penguasa. Pembentukan MK juga dimaksudkan
untuk memebrikan pertimbangan atau landasan hukum terhadap soal-soal
politik yang sebelumnya hanya dapat diselesaikan melaui mekanisme politik.*
Dengan demikian, jika ditinjau dalam kerangka judicialization of politics,
lahirnya MK dapat dimaknai sebagai wujud atau bentuk dari judicialization of
politics sebagaimana yang telah Rachel Sieder kemukakan.

Kedua, jika kita melihat kewenangan MK yang telah dijelaskan
sebelumnya, tentu peran hakim konstitusi menjadi sangat vital. Selama dua
dekade sejak berdirinya MK menunjukkan adanya bentuk politisasi dalam
tubuh yudikatif, terutama dalam penyesuaian masa jabatan hakim konstitusi.
Oleh karena itu, teori ini bisa digunakan sebagai salah satu alat analisis yang
relevan untuk memahami dan mengevaluasi dinamika pengaturan masa jabatan

hakim konstitusi dalam konteks praktik ketatanegaraan kita.

B. Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman
Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar bangunan sistem
ketatanegaraan yang penting dalam praktek pemerintahan. Dalam sistem

ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan kehakiman Kekuasaan kehakiman

% Ni’matul Huda, Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi, (Yogyakarta: FH UlI
PRESS, 2018), 3.

% Wiryanto, Etik Hakim Konstitusi Rekonstruksi dan Evolusi Sistem Pengawasan, (Depok:
RajaGrafindo Persada, 2019), 99.
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menurut sistem ketatanegaraan Indonesia adalah kekuasaan yang merdeka
yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang
berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.?° Salah
satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan
kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman dianggap begitu penting, sehingga
dalam penyusunan Amandemen Konstitusi Indonesia tahun 1945, masalah ini
diangkat sebagai salah satu fokus utama. Terwujudnya independensi kekuasaan
kehakiman diakui sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar substansi dalam
regulasi sejajar undang-undang biasa. Karena alasan-itu, masalah ini menjadi
salah satu poin utama yang dibahas dalam proses amandemen UUD NRI Tahun
1945. Pada tahun 2001, dalam Amandemen Ketiga UUD NRI Tahun 1945,
independensi kekuasaan kehakiman secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal
24 ayat (1). yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan
kekuasaan yang independen dalam menjalankan sistem peradilan untuk
menegakkan hukum dan keadilan. ! Hal ini menjadi landasan bagi penegakan
lembaga peradilan yang bebas dari intervensi atau tekanan eksternal sehingga
mampu menjalankan tugasnya secara adil dan transparan demi kepentingan
masyarakat dan keadilan.

Dengan demikian kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang mutlak

pascaamendemen UUD 1945 terkait erat dengan berlakunya sistem

100 Jimly Asshidigie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,
2010),130

101 Yosaphat Bambang Suhendarto, “Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 19457,
(Tesis Program Magister IImu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro Semarang,
2008), 45.
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pemerintahan presidensial yang meniscayakan pemisahan kekuasaan dalam
hubungan antar cabang kekuasaan negara.'%? Kekuasaan kehakiman yang
merdeka di dalam sebuah negara hukum sangatlah penting. Hal ini tidak
terlepas dari tiga ciri pokok yang dimiliki oleh negara hukum yakni adanya
asas legalitas, adanya pengakuan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia,
dan adanya peradilan yang bebas (the independence of judiciary). Tidak ada
negara yang dapat disebut negara demokratis tanpa praktik kekuasaan
kehakiman yang independen.l®® Bagir Maanan menyatakan pemikirannya
yaitu: 104

menurut sistem UUD 1945, kekuasaan kehakiman merupakan salah
satu badan penyelenggara negara, di samping MPR, Presiden, DPR,
DPA, BPK. Sebagai badan penyelenggara negara, susunan kekuasaan
kehakiman berbeda dengan susunan badan penyelengggara negara lain.
Kekuasaan kehakiman terdiri dari kekuasaan kehaiman tingkat tinggi
dan kekuasaan kehakiman dengan tingkatan yang lebih rendah.
Sedangkan badan penyeleggara negara yang lain hanta terdiri dari satu
susunan. Tidak ada susunan badan MPR,DPR,Presiden,DPA, dan BPK
tingkatan yang lebih rendah. Kekuasaan kehakiman tertinggi dijalankan
olen Mahkamah Agung yang bersama-sama badan penyelenggara
negara yang lain disebut “Lembaga Negara™'%. Kekuasaan kehakiman
lainnya -meskipun termasuk sebagai badan penyelenggara negara —
bukan atau tidak merupakan Lembaga Negara. Dalam Pasal 24 ayat (1)
UUD 1945 disebutkan :’’Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-
Undang”

Kekuasaan kehakiman yang merdeka diartikan sebagai pelaksana
peradilan yang bebas dan tidak memihak yang dilakukan oleh hakim untuk

menyelesaikan berbagai masalah hukum yang diajukan ke pengadilan.

102 Aidul Fitriciada Azhari, Paradigma Kekuasaan Kehakiman Sebelum dan Sesudah
Reformasi, Bunga Rampai Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman, (Jakarta:
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2018), 30.

103 Abd. Rasyid As’ad, "Prinsip Kekuasaan Kehakiman dan Independensi Peradilan," Varia
Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXVII, no. 312 (November 2011): 9.

104 1bid.

105 Tap MPR Nomor VI/MPR/1973.

49



Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini merupakan elemen mutlak yang harus

ada di dalam sebuah negara yang berpredikat negara hukum.®

Artinya
kekuasaan kehakiman (judicial power) merupakan bagian dari sistem
kekuasaan di negara yang memiliki tanggung jawab utama dalam menjalankan
proses hukum (judiciary) untuk menegakkan aturan hukum dan memastikan
keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian kekuasaan kehakiman
memegang peranan penting dalam struktur pemerintahan suatu negara
utamanya negara hukum. Dalam konsep negara hukum, baik itu rechtstaat, the
rule of law, atau nomokrasi Islam, kekuasaan kehakiman merupakan pilar
penting yang menentukan cara kerja negara hukum.’

Begitu pentingnya kemerdekaan kekusaan kehakiman membuat
Montesqueiu kemudian menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman perlu
dipisahkan dari kekuasaan eksekutif agar pengadilan dapat melindungi hak-hak
individu melawan -negara dan cabang kekuasaan negara lainnya. Menurut
Montesquieu, pemisahan kekuasaan ini penting untuk mencegah
penyalahgunaan kekuasaan. Jika kekuasaan kehakiman tidak terpisah, tetapi
tunduk pada kekuasaan eksekutif, maka akan sulit bagi individu atau warga
negara untuk mendapatkan perlindungan dari negara atau pemerintah yang
secara potensial bisa menyalahgunakan kekuasaannya. Dengan memisahkan
kekuasaan kehakiman, Montesquieu berpendapat bahwa pengadilan akan lebih

mampu menjalankan fungsi mereka sebagai penjaga hak-hak individu dari

106 |dul Rishan, Kebijakan Reformasi Peradilan, (Yogyakarta: FH Ull PRESS, 2019), 21.
107 Sri Hastuti Puspitasari, "Urgensi Independensi dan Restrukturisasi Kekuasaan Kehakiman
di Indonesia," Jurnal Hukum, 14 No. 1, (Januari 2007): 42.
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potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh negara atau cabang kekuasaan lain.
Montesquieu menambahakan: %

“Jika kekuasaan kehakiman disatukan dengan kekuasaan legislatif,

maka kekuasaan atas kehidupan dan kebebasan warga negara akan

dijalankan sewenang-wenang karena hakim akan menjadi pembuat
hukum. Jika kekuasaan kehakiman disatukan dengan kekuasaan
eksekutif, maka hakim bisa menjadi penindas, tambahnya.”

Artinya adalah lembaga kekuasaan kehakiman sebagai pihak ketiga
dalam penyelesaian kasus pihak-pihak yang berperkara harus bersifat netral,
tidak takut dikarenakan adanya -intervensi dari kekuasaan negara lainnya.
Secara keseluruhan, Sir Ninian Stephen dalam J. Djohansyah, sejalan dengan
konsep Montesquieu Yyang menggambarkan independensi kekuasaan
kehakiman sebagai - keadaan di mana peradilan memberikan keadilan
berdasarkan hukum tanpa memperhitungkan kebijakan atau kecenderungan
dari pemerintah saat itu. Independensi kekuasaan kehakiman diyakini sebagai
sarana yang efektif untuk melindungi warga negara dari tindakan yang
melanggar hukum_atau tindakan. represif yang dilakukan oleh pihak
berwenang. Lebih-lanjut  Sir Ninian - Stephen dalam J. Djohansyah
menyebutkan, independensi merupakan, “a judiciary which dispenses justice
according to law without regard to the policies and inclinations of the
goverment of the day,” yang artinya, suatu peradilan yang menjalankan
keadilan menurut hukum tanpa pengaruh dari kebijakan dan tekanan

pemerintah pada saat itu.’® Independensi kekuasaan kehakiman diyakini

sebagai sarana yang efektif bagi tercapainya keadilan dalam bentuk jaminan

108 Sirajuddin, Format Kekuasaan Kehakiman Dalam Perubahan Lanjutan Konstitusi, Legality:
Jurnal limiah Hukum, 3 No. 2 (2013): 3.

109 Djohansyah, Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman,
(Jakarta: Kesaint Blanc, 2008), tanpa halaman.
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perlindungan warga negara dari tindakan melawan hukum atau tindakan
represif dari pihak penguasa.°

Oleh karena itu, kekuasaan kehakiman selalu ditegaskan sebagai
kekuasaan yang terpisah dengan lembaga kekuasaan lainnya dan merupakan
kekuasaan yang merdeka. Ada beberapa dasar pemikiran mengapa hal itu
dilakukan. Pertama, pemegang kekuasaan kehakiman harus mempertahankan
netralitasnya terhadap segala sengketa yang muncul antara pemerintah dan
rakyat. Oleh karena itu, kekuasaan kehakiman harus bersifat independen dan
tidak terpengaruh oleh kekuasaan lainnya. Kedua, kekuasaan kehakiman sering
dianggap sebagai kekuasaan yang relatif lebih lemah jika dibandingkan dengan
kekuasaan legislatif dan eksekutif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan
secara normatif, seperti penerapan larangan terhadap segala bentuk campur
tangan terhadap kekuasaan kehakiman. Ketiga, Kekuasaan kehakiman
bertanggung jawab untuk memastikan bahwa prinsip "setiap kekuasaan tunduk
pada hukum" tidak dilanggar. Keempat, dalam kerangka demokrasi, untuk
memastikan pelaksanaan-undang-undang sebagai wujud kehendak rakyat,
keberadaan lembaga netral seperti kekuasaan kehakiman sangatlah penting.
Kekuasaan  kehakiman  bertugas  mengawasi, menegakkan, dan
mempertahankan keberlakuan undang-undang.***

Setidaknya terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan terkait
pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang harus merdeka. Pertama, terdapat
lembaga peradilan di mana proses peradilan dilakukan. Kedua, terdapat

lembaga pengadilan sebagai institusi yang menaungi lembaga peradilan. Kedua

110 Ismail Suny, Pembagian Kekuasaan Negara, (Jakarta: Aksara Baru,1978), 21.
11 Bagir Manan, Kekuasaan Kehakiman Indonesia Menurut UU No 4 Tahun 2004,
(Yogyakarta: FH UlI Press,2007), 66-67.
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aspek ini harus mempertahankan independensinya dalam menjalankan fungsi
kekuasaan kehakiman. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa kekuasaan
kehakiman yang merdeka melibatkan kemandirian hakim sebagai representasi
dari lembaga peradilan, dan independensi lembaga pengadilan sebagai entitas
yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. 12

Sementara itu, Bagir Manan berpendapat bahwa ada beberapa substansi
dalam kekuasaan kehakiman yang merdeka yaitu:*3

1. Kekuasaan kehakiman. yang merdeka adalah kekuasaan dalam
menyelenggarakan peradilan atau fungsi yudisial yang meliputi
kekuasaan memeriksa dan memutus perkara atau sengketa, dan
kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum.

2. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk
menjamin kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa
takut akibat suatu putusan atau ketetapan hukum yang dibuat.

3. Kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin hakim
bertindak objektif, jujur, dan tidak memihak.

4. Pengawasan kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan
semata-mata melalui upaya hukum, baik upaya hukum biasa
maupun  luar biasa oleh dan dalam lingkungan kekuasaan
kehakiman sendiri.

5. Kekuasaan kehakiman yang merdeka melarang segala bentuk
campur tangan dari kekuasaan diluar kekuasaan kehakiman.

6. Semua Tindakan terhadap hakim semata- mata dilakukan menurut
undang-undang.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dapat diartikan sebagai
wewenang yang diberikan kepada hakim dan lembaga kehakiman sesuai
dengan konstitusi, untuk melakukan proses peradilan dan memberikan putusan
perkara di pengadilan yang bebas dari pihak manapun.!** James Melton dan

Toms Ginsburg menyebutkan bahwa dibutuhkan dua jenis jaminan

112 Restu Permadi dkk, "Tinjauan Hukum Kemandirian dan Independensi Mahkamah Agung
Didalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2, no. 3
(2020): 401.

113 Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, (Yogyakarta: FH Ull Press 2003), 97.

114 Rimdan, Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi, (Jakarta: Kencanan Prenada
Media Group, 2012), 34.
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kemerdekaan kekuasaan kehakiman yaitu jaminan kemerdekaan kekuasaan
kehakiman secara de facto, dan jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman
secara de jure.™ Dalam konteks kemerdekaan kekuasaan kehakiman, de facto
judicial independence merujuk pada kemandirian yudikatif yang terjadi pada
kenyataannya atau pada praktiknya. Singkatnya de facto diukur dengan
ukuran-ukuran kuantitatif untuk memperlihatkan atau untuk membuktikan
apakah de jure terefleksi didalam de facto.''® Sedangkan de jure judicial
independence merujuk pada kemandirian yudikatif yang dijamin oleh hukum
atau memiliki landasan hukum tertulis.*'’ Lebih lanjut, James Melton dan
Toms Ginsburg juga menngidentifikasi 6 (enam) Kriteria untuk mengukur de
jure judicial independence sebagai berikut:'8
1. Statement of Judicial Independence, hal ini berkaitan dengan
apakah konstitusi itu secara eksplisit mengatur dan menjamin
independensi peradilan atau tidak.
2. Judicial Tenure, melihat dari pengaturan masa jabatan hakim
karena terdapat hubungan antara pengaturan masa jabatan yang
terbatas dan independensi peradilan yang secara de facto masih

kurang jelas.

115 James Melton dan Toms Ginsburg, “Does De Jure Judicial Independence Really Matter? A

Reevaluation of Explanations for Judicial Independence”, (Chicago: Coase-Sandor Institute for Law
& Economics Working Paper 612, 2014): 191.

116 Susi Dwi Harijanti, “Mahkamah Konstitusi Ditengah-Tengah Demokrasi yang Tergerus”,

Seminar Anotasi Konstitusi: Menilai Konstitusionalitas Penyelenggaraan Negara Sepanjang Tahun
2023, Yogyakarta, PSHK FH Ull 22 Desember 2023.

117 Reformasi Konstitusi: Perspektif Kekuasaan Kehakiman, Artikel Hukum Tata Negara dan

Peraturan Perundang-Undangan, diakses dalam
https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=598:refor

masi-konstitusi-perspektif-kekuasaan-kehakiman&catid=100:hukum-tata-negaraperundang-

undangan&Itemid=180&lang=en# ftnrefl pada 04 November 2023.

118 James Melton dan Toms Ginsburg, Op.Cit, 195-196.
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3. Selection Procedure, prosedur penunjukan hakim dapat
menunjukkan independensi peradilan berjalan dengan baik atau
tidak.

4. Removal Procedure, mengenai pemberhentian hakim Melton dan
Ginsburg berfokus pada apakah konstitusi mengatur penghentian
karena alasan hukum dan, jika demikian, siapa yang mengusulkan
penghentian tersebut.

5. Limited Removal Conditions, apakah konstitusi secara eksplisit
membatasi penghapusan kejahatan dan masalah lainnya baik
mengenai pelanggaran, makar, atau pelanggaran konstitusi yang
dilakukan oleh hakim.

6. Salary Insulation. Tolak ukur ini digunakan Melton dan Ginsburg
karena menurutnya gaji seorang hakim. itu harus dilindungi dari
pengurangan, karena larangan ini secara otomatis juga akan
menciptakan sistem peradilan yang lebih independen.

C.S.T. Kansil menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman mencakup
kebebasan lembaga kehakiman dari intervensi kekuasaan negara lain dserta
terbebas dari tekanan, instruksi, dan saran yang berasal dari lembaga-lembaga
di luar yudikatif, selama itu sesuai dengan ketentuan undang-undang.
Meskipun kebebasan dalam menjalankan fungsi yudisial tidaklah absolut
karena tujuannya adalah menerapkan hukum dan keadilan berlandaskan
Pancasila, serta melakukan interpretasi hukum dan mencari prinsip-prinsip

yang mendasarinya melalui kasus-kasus yang diserahkan kepadanya, sehingga
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keputusannya mencerminkan kondisi bangsa dan rakyat Indonesia..!** Dalam
konteks ini, dapat diambil kesimpulan bahwa jika kinerja kekuasaan
kehakiman buruk, dampaknya akan mempengaruhi buruknya sistem hukum di
Indonesia.*?

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagai substansi konstitusi
bukanlah tanpa suatu tujuan. Ada dua tujuam dari kemerdekaan kekuasaan
kehakiman yang dijaminkan dalam konstitusi, yaitu:?*

1. To guarantee procedural fairness in the individual judicial process
2. To guarantee protection of democracy and its values

Untuk menjamin kemerdekaan dan kemandirian kekuasaan kehakiman
dalam pelaksanaan fungsi yustisialnya, terdapat setidaknya empat prinsip dasar
yang menjadi dasar bagi penegakan kekuasaan kehakiman yang merdeka.'??

Pertama, terkait kemandirian lembaga peradilan. Kemandirian dan
kemerdekaan lembaga peradilan dijamin oleh-negara dan diisyaratkan
dalam konstitusi atau hukum negara. Ini merupakan tanggung jawab
seluruh pemerintahan dan lembaga lainnya untuk menghormati serta
memperhatikan independensi - pengadilan. Hakim yang menangani
perkara harus berdasarkan fakta dan kesesuaian dengan hukum, tanpa
adanya pembatasan,  pengaruh - yang - tidak seharusnya, tekanan,
ancaman, atau intervensi langsung maupun tidak langsung dari pihak
lain.

Kedua, adalah kebebasan berekspresi dan berkumpul
(berorganisasi). Hal ini berarti bahwa anggota pengadilan memiliki
hak untuk berekspresi, memiliki keyakinan, membentuk kelompok, dan
menggunakan hak-hak tersebut. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa
hakim menjaga kehormatan jabatan mereka, bertindak dengan
integritas, dan mempertahankan kemerdekaan saat menjalankan proses
peradilan. Keterlibatan hakim dalam organisasi lainnya bertujuan untuk
mewakili kepentingan mereka, meningkatkan profesi, dan menjaga
kemerdekaan dalam menjalankan proses peradilan.

119 C.S.T Kansil Hukum Tata Negara Republik Indonesia Jilid 1, ( Jakarta: Rine Cipta, 1984),
191-192.

120 Sri Hastuti Puspitasari, Loc.Cit.,

121 Aharon Barak, The Judge In A Democracy, 81. dikutip oleh Ibnu Sina Chandranegara, Op.,
Cit. 75

122Rusli Muhammad, Kemandirian Pengadilan Indonesia, (Yogyakarta: FH Ul Pers, 2010),
46-48.
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Ketiga, dalam hal kualifikasi dan seleksi hakim, individu yang
diangkat sebagai hakim di pengadilan harus jujur dan memiliki keahlian
yang sesuai serta telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan hukum
yang memadai. Proses seleksi harus memastikan bahwa penunjukan
hakim tidak dipengaruhi oleh motif yang tidak pantas. Dalam proses
seleksi hakim, tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin,
ras, warna kulit, agama, orientasi politik, asal usul kebangsaan, status
sosial, kekayaan, atau faktor lainnya, kecuali berdasarkan kemampuan
khusus, integritas, kemauan, pendidikan, dan pengalaman yang relevan.
Keempat, Kerahasian dan kekebalan profesi sangat penting dalam
menjaga independensi dan kemerdekaan hakim. Di lingkungan
pengadilan, hakim harus mematuhi kerahasiaan profesional terkait
informasi dan keterlibatan yang diperlukan dalam tugas mereka yang
khusus, berbeda dengan pekerjaan umum lainnya. Selain itu, hakim
harus dilindungi oleh kekebalan pribadi dari tuntutan sipil atas kerugian
materiil atau finansial yang mungkin muncul karena pelaksanaan fungsi
peradilan. Dengan demikian, hakim dalam lingkungan pengadilan perlu
menjaga kerahasiaan informasi yang diperlukan dalam menjalankan
tugas khusus mereka serta mendapatkan kekebalan pribadi dari tuntutan
sipil yang timbul akibat pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam rangka mewujudkan prinsip ‘kemandirian dan kemerdekaan
yang ditegaskan dalam konsstitusi maka lahirlah Undang-Undang Nomor 35
Tahun 1999 sebagai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970
tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Salah satu poin penting dalam
Undang-Undang tersebut adalah adalah pelaksanaan prinsip sistem satu atap
(one roof system)--terhadap lembaga peradilan baik itu terkait dengan
kelembagaan maupun teknis administrasi dan finansial peradilan. Seiring
dengan tuntutan dan perkembangan situasi dan kondisi, maka Undang-Undang
tersebut kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
(UU 4/2004), dan perubahan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009). Hampir bersamaan
dengan pengesahan UU 48/2009, juga terdapat beberapa Undang-Undang yang
berkaitan dengan dunia peradilan yang disahkan pada tahun 2009, vyaitu:

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-
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Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor
51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 12

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 48/2009 ditegaskan bahwa kekuasaan
kehakiman merupakan kekuasaan negara Yyang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum
Republik Indonesia. Upaya melindungi lembaga peradilan dari campur tangan
atau intervensi kemudian kembali ditegaskaan melalui Pasal 3 ayat (2) dan ayat
(3) UU 48/2009 yang melarang segala campur tangan dalam urusan peradilan
oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman, kecuali dalam hal-hal
sebagaimana
dimaksud dalam UUD 1945. Apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan
intervensi tersebut-maka terdapat ancaman pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Yang perlu digaris < bawahi adalah kemandirian Kekuasaan
Kehakiman tidak saja mandiri secara kelembagaan, tetapi juga kemandirian
dalam proses peradilan yang diindikasi dari proses pemeriksaan perkara,
pembuktian, hingga pada vonis yang dijatuhkan. Parameter mandiri atau
tidaknya proses peradilan ditandai oleh ada atau tidaknya intervensi dari pihak-
pihak lain di luar Kekuasaan Kehakiman.'?* Dalam menjalankan tugas

judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena

35.

123 Ahmad Mujahidin, Peradilan Satu Atap di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2007),
124 |dul Rishan, Kebijakan Reformasi Peradilan... Op.Cit., 23.
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kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan (ekonomi).'?® Kemandirian
hakim sangat penting adanya karena hakim secara fungsional merupakan inti
dalam proses penyelenggaraan peradilan. Indikator mandiri atau tidaknya
hakim dalam memeriksa perkara dapat dilihat dari kemampuan hakim
menjaga integritas moral dan komitmen kebebasan profesinya dalam
menjalankan amanat adanya campur tangan pihak lain dalam proses

peradilan.?®

Berdasarkan sudut pandang historis, pelaku perubahan UUD di masa
transisi politik telah mencapai konsensus bahwa kemerdekaan kekuasaan
kehakiman merupakan indikator dasar tegaknya prinsip rule of Law. Jaminan
kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang kemudian-dinormakan pada Pasal 24
ayat (1) UUD NRI merupakan ikhtiar untuk membatasi intervensi kekuasaan
pemerintahan terhadap kekuasaan kehakiman. Terdapat tiga konsekuensi yang
ditimbulkan dalam- perumusan norma a quo. Pertama, independen secara
kelembagaan, Kedua, independen terhadap jabatan, dan ketiga akses terhadap
administrasi finansial. 'Secara kelembagaan, institusi peradilan terpisah dari
cabang kekuasaan lain atau tidak menjadi bagian dari kekuasaan eksekutif
maupun legislatif. Secara jabatan, adanya mekanisme pengangkatan dan
pemberhentian yang membatasi ruang eksekutif maupun legislatif dari sisi
proses hingga hasil. Termasuk di dalamnya proteksi terhadap masa jabatan
yang definitif. 127

Secara kontekstual, independensi kekuasaan kehakiman dapat

125 Jimly Asshidigie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,
2010),130.

126 Sirajuddin dan Zulkarnaen, Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik, (Bandung: Citra
Aditya, 2006), 34.

127 1dul Rishan, Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia, Jurnal
Hukum 1US QUIA IUSTUM , 2 VOL. 23 (2016): 166.
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dimaknai sebagai segenap keadaan atau kondisi yang menopang sikap bathin
pengadil (hakim) yang merdeka dan leluasa dalam mengeksplorasi serta
kemudian mengejawantahkan nuraninya tentang keadilan dalam sebuah proses
mengadili (peradilan).!?® Artinya, kekuasaan kehakiman harus independen
dalam pengertian secara struktural lepas dari cabang-cabang kekuasaan lainnya
dan secara fungsional dalam memeriksa mengadili dan memutus setiap hakim

tidak dipengaruhi dicampuri oleh kekuasaan ekstra yudisial.

Independensi kekuasaan kehakiman dalam konteks yang lebih
terbatas merujuk pada independensi institusi ‘(independensi struktural,
eksternal, atau kolektif). Makna independensi.ini mencakup aspek
institusional, dimana terdapat korelasi independensi yudisial dengan asas
separation of powers, yaitu: “the independence of the judiciary from the
executive and the legislature.”'?® Sesuai pengertian tersebut, independensi
yudisial adalah “hukum” yang ditujukan untuk menjawab atau menanggapi isu
tentang relasi kuasa (power relations) antara kekuasaan legislatif — kekuasaan
eksekutif — kekuasaan yudisial. Independensi yudisial dalam pengertian

demikian disebut juga independensi eksternal

Sementara itu, independensi kekuasaan kehakiman dalam pengertian
yang lebih luas mencakup juga independensi individual (independensi

fungsional, internal, atau normatif). Independensi internal dalam artian “the

128 Mario Parakas, “Merajut Independensi Peradilan Dalam Skenario Perbaikan Kesejahteraan

Hakim”, makalah independensi peradilan,
https://komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/151c9-makalah-tentang-independensi-
peradilan.pdf.

129 M.P. Singh, ‘Securing the Independence of the Judiciary — The Indian Experience’ (2000)

10 (2) Indiana International and Comparative Law Review 245, 247 dikutip oleh Titon Slamet
Kurnia, “Recall Aswanto: Tertutupnya Ruang Disagreement”, Refleksi Hukum: Jurnal llmu Hukum,
Vol. 7, No. 2, (2023):146

130 Titon Slamet Kurnia, Ibid.
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independence of judges from one another. The Chief Justice of a court has no
capacity to direct, or even influence, judges of the court in the discharge of
their adjudicative powers and responsibility.”*3! Independensi di sini
menekankan pada relasi kuasa antar-hakim ketika menjalankan kekuasaan
yudisial (melakukan ajudikasi). Independensi personal juga bisa dipahami
dalam dua dimensi, yaitu: independensi personal sebagai kemandirian seorang
hakim terhadap pengaruh rekan-rekan seprofesinya; independensi substantif
sebagai kemandirian hakim  terhadap pengaruh  kekuasaan, baik saat
memutuskan perkara maupun menjalankan tugasnya sebagai seorang hakim.*?
Nurdjannah mengemukakan mengenai Independensi kekuasaan kehakiman

dalam 3 (tiga) pengertian, diantaranya yaitu:*3

1. Structural independence

Independensi struktural dalam konteks kelembagaan mengacu pada
kemandirian lembaga itu sendiri, yang tercermin dalam struktur
organisasinya yang terpisah dari lembaga lain seperti eksekutif dan
yudikatif. Secara struktural, tidak ada keterkaitan yang erat antara
lembaga peradilan dengan lembaga lainnya. Independensi struktural
ini menyiratkan bahwa tidak ada hubungan hierarki atau komando
langsung antara lembaga peradilan dengan lembaga-lembaga lain di
luar ranah peradilan. Apabila ada keterkaitan, mungkin hanya berupa
hubungan koordinatif yang bersifat kerja sama antara lembaga
peradilan dan lembaga-lembaga lain, seperti hubungan koordinatif
antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial dalam hal
pengawasan hakim serta pelaksanaan sidang Majelis Kehormatan
Hakim yang menilai kasus-kasus di mana hakim diduga melanggar
kode etik dan pedoman perilaku hakim.

2. Functional independence

Independensi fungsional merujuk pada jaminan pelaksanaan fungsi-
fungsi kekuasaan kehakiman tanpa adanya intervensi dari luar sistem
yudisial. Independensi ini yang terkait dengan hal-hal fungsional
merupakan aspek yang sangat krusial dalam penyelenggaraan sistem
peradilan.

131 1bid.

132 Siti Nurdjanah, “Mewujudkan Independensi Yudisial yang Ideal”, Makalah, tanpa tahun: 5.
dikutip oleh Romi Librayanto dkk, “Penataan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam
Memperkuat Independensi Kekuasaan Kehakiman”, Amanna Gappa, 27 No. 1 (2019):46.

133 1bid.,
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3. Independence of judiciary

Merupakan prinsip fundamental dalam proses peradilan, yang
bertujuan untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan tanpa
campur tangan dari pihak manapun. Hakim dalam memeriksa dan
memberikan putusan atas suatu perkara didasarkan semata-mata
pada fakta dan bukti yang disajikan dalam persidangan. Keputusan
hakim dibuat berdasarkan prinsip-prinsip hukum, keadilan, dan
kebermanfaatan.

Sejalan dengan hal tersebut, Ahmad Kamil berpendapat bahwa dalam
arti luas independensi kekuasaan kehakiman meliputi juga “independensi
individual” atau “independensi internal” atau “independensi fungsional” atau
“independensi normatif”. Pengertian independensi personal dapat dilihat juga

dari setidak-tidaknya 2 (dua) sudut pandang yaitu:13

3) Independensi personal, yaitu independensi seorang hakim
terhadap pengaruh sesama hakim atau koleganya;

4) independensi substantif, yaitu independensi hakim terhadap
kekuasaan manapun, baik ketika memutuskan suatu perkara
maupun ketika menjalankan tugas dan kedudukannya sebagai

hakim.

Namun yang perlu juga dipahami bahwa jaminan kemerdekaan
kekuasaan kehakiman bukan berarti tidak boleh ada pihak selain dari lembaga
peradilan untuk mengurusi seuatu yang berhubungan dengan hakim dan
peradilan. Kekuasaan Kehakiman pada dasarnya bebas tapi bukan tidaklah
mutlak sifatnya. Kebebasan Kekuasaan Kehakiman pada itu dipengaruhi

oleh sistem pemerintahan, sistem politik, sistem ekonomi, dan sebagainya.!3®

134 Ahmad Kamil, Filsafat Kebebasan Hakim, (Jakarta: Kencana, 2012), 221.
135 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2005),
136.

62



C. Independensi Jabatan Hakim

1. Pengertian dan Konsep Independensi Jabatan Hakim

Independen atau independensi merupakan kata serapan dari kata
independence, yang artinya adalah the state of quality of being independent; a
country freedom to manage all its affairs, whether external or internal without
countrol by other country (syarat sebuah negara dikatakan independen adalah
negara itu bebas dalam mengelola semua urusannya, tanpa intervensi, baik itu
dari eksternal atau internal)*®®,  Sementara itu dalam kamus umum Bahasa
Indonesia, sebagaimana dikutip Nur Agus Susanto!®’ yang menyebutkan
bahwa independensi diartikan berdiri sendiri. Adapun dalam Black’s Law
Dictionary, independensi diartikan sebagai “...not subject to the control or
influence of another, not associated with another entity, not dependent or

contigent on something else”

Independensi jabatan hakim, merupakan penjelmaan konsep negara
hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945. Hal ini tentu
tidak terlepas dari-peradilan yang hendak dicapai oleh pencari keadilan,
sehingga figur hakim menjadi elemen kunci yang menentukan keberhasilan
suatu sistem peradilan yang independen dan merdeka. Hakim menjadi aktor
utama penegakan hukum (law enforcement) di pengadilan. Pada saat
ditegakkan, hukum mulai memasuki wilayah das sein (yang senyatanya) dan
meninggalkan wilayah das sollen (yang seharusnya). Hukum tidak lagi sekadar
barisan pasal-pasal mati yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-

undangan, tetapi sudah “dihidupkan” oleh living interpretator yang bernama

136 Garner, Black’s Law Dictionary, seventh edition, (USA: West Group, 1999), 74.
137 Nur Agus Susanto, “Independensi Kekuasaan Kehakiman dan Efektifitas Sanksi Untuk
Kasus Hakim Penerima Suap”, Jurnal Yudisial. Vol. 28,(2011): 35.
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hakim. Independensi hakim memang sejatinya berpijak pada integritas dari diri
sendiri.**® Independensi atau kemandirian tersebut sangat berkaitan erat dengan
sikap imparsial atau tidak memihak hakim baik dalam pemeriksaan maupun

dalam pengambilan keputusan.

Independensi hakim merupakan suatu hal mutlak dalam kekuasaan
kehakiman. Karena hakim sebagai pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan
kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara.'*® Secara
otomatis, hakim menjadi pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan
dalam proses peradilan. Sehingga hakim dituntut untuk memberikan keadilan
kepada pencari keadilan.*® Berdasarkan pemahaman ini, maka independensi
hakim diukur melalui sejauh mana mereka mampu membuat keputusan dalam
sebuah perkara secara independen.’*' Lebih lanjut,” Arkfield menyebutkan
decisional independence allows fair and impartial judges to decide cases
pursuant to the rule of law and the governing constitutions unaffected by
personal interest or threats or pressure from any source.'#?

Independensi pada hakim menurut Maruarar Siahaan bukanlah
merupakan hak istimewa hakim, melainkan adalah merupakan syarat yang
harus ada agar sikap imparsialitas dalam menjalankan tugas peradilan dapat

terwujud. Masyarakat memiliki hak asasi untuk memperoleh keputusan yang

138 Editorial MI, Saatnya Bela Independensi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Oktober 12,

2022, https://mediaindonesia.com/editorials/detail editorials/2785-saatnya-bela-independensi-
kehakiman .

139 Mujahid A. Latief, et.al., Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid 1I1),

(Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2007), 283.

140 Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik Hakim, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013),

141 | C Arkfield, “The Rule of Law and an Independent Judiciary ,” Judges Journal 46, no.

Fall (2007): 12, dikutip oleh Ahmad Gelora Mahardika, “Potensi Hilangnya Independensi Hakim
Terhadap Pemberlakuan Asas Retroaktif Terkait Masa Jabatan Hakim Konstitusi”, Legacy: Jurnal
Hukum dan Perundang-Undangan, 3 No. 2, (2003):23.

142 | bid.
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membawa dampak sangat penting atas hidup, martabat, dan hartanya, melalui
peradilan yang dipercayai mandiri dan tidak memihak.'* Secara Konsepsional
ada 3 (tiga) kemandirian. Pertama, kemandirian secara kelembagan. Kedua,
kemandirian secara individual hakim. Ketiga kemandirian dalam proses
peradilan.

Prinsip konstitusi yang tercantum dalam The Bangalore Principles,
khususnya kemandirian hakim, menjadi syarat utama bagi mewujudkan
aspirasi negara hukum dan memastikan tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip
ini melekat dalam diri dan harus tercermin dalam seluruh tahapan proses
pemeriksaan dan penentuan keputusan setiap -perkara, serta memiliki
keterkaitan yang erat dengan kemandirian pengadilan sebagai lembaga yang
dihormati, memiliki integritas, dan dapat dipercaya.'#*

Kemandirian ‘dan kebebasan hakim, baik secara individu maupun
sebagai lembaga, dalam menghadapi berbagai pengaruh yang datang dari luar
diri hakim, seperti campur tangan yang mungkin memengaruhi mereka secara
langsung maupun tidak langsung, termasuk berbagai bentuk pengaruh seperti
bujuk rayu, tekanan, paksaan,  ancaman, atau tindakan balasan akibat
kepentingan politik atau ekonomi tertentu dari pihak mana pun, yang diberikan
sebagai imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan

ekonomi, atau bentuk lainnya. Dalam pelaksanaannya, independensi dapat

tercermin dalam perilaku dan sikap hakim selama menjadi hakim vis-a-vis

143 Maruarar Siahaan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (Jakarta:
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), 73.
144 pytusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-1V/2006
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keterkaitannya dengan pihak berperkara dalam konteks hubungan sosial
ataupun hubungan politik.4

R. Daniel Kelemen, dalam tulisannya yang berjudul ”The Political
Foundation of Judicial Indepedence in The European Union” menyatakan
bahwa terdapat lima mekanisme umum yang digunakan oleh cabang kekuasaan

di luar yudikatif untuk mempengaruhi hakim dalam memberikan putusan,

yaitu:146

1) Perubahan pada undang-undang terkait dengan kelembagaan
pengadilan (legislation override);

2) penghukuman melalui pencabutan dukungan sumber daya
operasionalisasi pengadilan, salah satunya dengan menahan
anggaran tertentu ataupun mengganggu pembayaran gaji dari
para hakim (resource punishment);

3) pencabutan wewenang tertentu dari pengadilan (jurisdiction
stripping);

4) mempengaruhi komposisi hakim di dalam institusi pengadilan,
seperti- memperbesar jumlah hakim di dalam pengadilan
sehingga dapat memasukkan hakim-hakim yang dapat
mencerminkan lebih baik kepentingan aktor politik (court
packing);

5) menggunakan kewenangan untuk menunjuk hakim sehingga
diisi oleh para hakim yang sesuai dengan kepentingan para aktor
politik (judicial selection-and reappointment)

Oleh karenanya, untuk mencapai prinsip peradilan yang bebas dan tidak
memihak (independent and impartial judiciary). Maka hakim dalam
menjalankan tugas yudisialnya tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun,
termasuk oleh karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang

(ekonomi).**” Pada konteks ini terdapat peran hakim untuk menjaga kekuasaan

145 A, Muhammad Asrun, Krisis Peradilan MA dibawah Soeharto, Jakarta: ELSAM, 2003, 53.
dikutip oleh Nur Agus Susanto “Tirani Konstitusional: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 49/PUU-1X/2011”, Jurnal Yudisial, 6, No.3 (2013) :296.

146 Giri Ahmad Taufik, “Pembatasan Dan Penguatan Kekuasaan Kehakimandalam Pemilihan
Hakim Agung: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-X1/2013”, Jurnal Yudisial, 7
No. (2014): 298.

147 Jimly Asshiddiqie, “Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer.” Orasi ilmiah pada
Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret, dikutip oleh
Nur Agus Susanto, Op.Cit., 29.
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yudikatif dengan bergantung pada integritas dari individu yang
menjalankannya. Hal ini disebabkan oleh faktor yang dapat memicu hancurnya
kemerdekaan kekuasaan kehakiman dari pengaruh politik cabang kekuasaan
lainnya tidak hanya berasal dari luar (eksternal), melainkan juga berasal dari
dalam (internal).

Dengan menjaga independensi hakim makan akan didapatkan hakim
yang berintegritas. Hakim yang memiliki integritas membentuk fondasi yang
kokoh bagi kemerdekaan dan kemandirian kekuasaan kehakiman. Namun,
tidak hanya keberadaan integritas dan pengetahuan hukum yang mendalam
yang penting bagi seorang hakim, tetapi juga perlindungan atas kemerdekaan
dan kemandiriannya dalam sistem hukum yang baik. Sebagaimana konvensi
PBB tentang kejahatan yang dengan tegas menyatakan bahwa seorang hakim,
baik yang diangkat maupun dipilih, harus menjamin masa jabatannya hingga
pensiunnya atau memastikan bahwa masa jabatan tersebut tidak terganggu.*4®
sekalipun independensi syarat mutlak terbangunnya pengadilan yang dapat
dipercaya, tetapi prinsip tersebut bukanlah kekebalan (imunitas).'4°

Dengan demikian, untuk mewujudkan - kemandirian kekuasaan
kehakiman melalui kemandirian secara individual hakim, maka perlu
diberlakukannya desain ulang pengaturan masa jabatan hakim, utamanya
hakim konstitusi yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Pada kenyataannya,
independensi jabatan hakim konstitusi harus memiliki batasan yang dapat
diukur dan dipertanggungjawabkan secara moral dan materiil, sesuai dengan

prinsip negara hukum. Tanpa batasan yang jelas, independensi dapat

20.

148 Sebastian Pompe, Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung, (Jakarta: Penerbit LelP, 2002),
149 Nur Agus Susanto, Op.Cit., 29.
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menimbulkan risiko di masa depan dalam pembuatan keputusan hakim, yang
berpotensi menciptakan kepercayaan yang berkurang dari masyarakat terhadap
sistem hukum itu sendiri.

Hal ini juga sejalan dengan pendapat Justice Michael Kirby, Hakim
Agung Australia, dalam kasus Fingleton v. The Queen (2005) secara tegas
menyatakan tentang fungsi security of tenure bagi independensi yudisial c.q.
independensi hakim adalah: “reinforces the independence of mind and action
of judicial officers; essential to the proper discharge of their functions.”>
Sebagai pra-kondisi-untuk independensi yudisial, security of tenure berkaitan
erat dengan proses appointment and removal hakim. Preskripsi dari security of
tenure berkaitan dengan isu appointment and removal hakim adalah:

Judges should not subject to arbitrary remaoval; they should not

dependent on the
appointing authorities (whether because they are personally indebted
to these

authorities for their initial appointment, or because they hope for future
promotion); they should not subject to political interference or any
undue influence that undermines independence or neutrality; judges
also need to be held accountable, however, with mechanisms in place
to discipline and possibly remove judges who neglect their duties or
abuse their position of trust.®!

Independensi hakim merupakan syarat mutlak (conditio sine quanon)
tegaknya hukum dan keadilan yang harus mendapat jaminan konstitusional

yang kuat, sehingga hakim dapat menjalankan tugasnya tanpa adanya pengaruh

eksternal yang memengaruhi keputusan mereka dalam melaksanakan tugas dan

150 1hid.
151 Kathy Mack and Sharyn Roach Anleu, ‘The Security of Tenure of Australian Magistrates’

30 (2) Melbourne University Law Review 370, 372-380; Martin H. Redish, Judicial Independence
and the American Constitution: A Democratic Paradox (ed. 1, Stanford University Press 2017) 54-
60. Shimon Shetreet, ‘Independence and Accountability of the Judiciary: Comparative Analysis of
the Theories and the Realities with Lessons for the Asia-Pacific’ in H.P. Lee and Marilyn Pittard
(eds) Asia-Pacific Judiciaries: Independence, Impartiality and Integrity (ed. 1, Cambridge
University Press 2018) 10-14. Dikutip oleh Ibnu Sina Chamdranegara, Op.,Cit.
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kewenangan peradilan. Independensi hakim adalah fondasi yang
menggerakkan prinsip-prinsip, sikap, moral, etika, serta nilai-nilai yang
membentuk karakter holistik hakim sebagai perwakilan keadilan yang
diperlengkapi dengan legitimasi moral, intelektual, sosial, dan spiritual sebagai

penegak keadilan di dunia.*?

2. Praktik Pengangkatan Hakim Konstitusi di Berbagai Negara

Berbicara mengenai masa jabatan hakim konstitusi, maka akan selalu
berhubungan dengan sistem ‘pemilihan dan penunjukan hakim serta
pemberhentian hakim. Hubungan antara proses penunjukan hakim (judicial
recruitment process/judicial appointment) dengan menjamin independensi
peradilan, dan juga proses penghentian hakim (judicial dismissal process)
dengan akuntabilitas peradilan, memiliki dampak signifikan terhadap
pelaksanaan kekuasaan yudikatif. Setiap sistem ini berperan penting dalam
memengaruhi penyelenggaraan kekuasaan yudikatif,*>3

Hubungan antara masa jabatan dan proses seleksi demikian Kiranya
pernah disinggung-oleh Lawrence Baum yang mengemukakan bahwa sangat
dimungkinkan independensi peradilan akan tercederai mengingat konsep
pengusulan hakim yang menggunakan pola rekrutmen oleh lembaga politik
serta jaminan masa jabatan yang dapat diperpanjang melalui lembaga yang
sama dapat memungkinkan adanya transaksi politik yang lebih

pragmatis.'®*Alexander Hamilton menyatakan bahwa terdapat 3 Elemen yang

152 Suparman Marzuki, Kekuasaaan Kehakiman: Independensi, Akuntabilitas dan Pengawasan
Hakim, Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia, (Jakarta: Komisi Yudisial, 2012), 290.
153 |dul Rishan, Op.Cit, 166.
154 L awrence Baum, Judges and Their Audience a Perspektive on Judicial Behavior, (New
Jersey: Princaneton University Press, 2006):.72-73.
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mempengaruhi  kemandirian dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman
meliputi:*>®

a. Pola pengisian jabatan hakim (the model of appointing the judges)

b. Masa jabatan hakim (the tenure by which they are to hold their
places)

c. Pembagian kewenangan lembaga peradilan dan hubungan antar
lembaga tersebut (the partition of the judiciary authority between
different courts, and their relations to each other).

Terkait dengan beragam model seleksi hakim, ada dua model yaitu
political procedures dan non political procedures. Political procedures adalah
model seleksi hakim yang melibatkan lembaga politik seperti di Jerman,
Amerika Serikat, Italia, dan Perancis. Sedangkan non political procedures
merupakan proses seleksi hakim tanpa melibatkan lembaga politik
sebagaimana dilakukan di Inggris.*>® Tom Ginsburg menyatakan bahwa sistem
penunjukan hakim -dapat. dibagi-menjadi empat model dasar yang berbeda
dalam konfigurasinya:t®’

a. appointment by political institutions.

b. appointment by the judiciary itself.

c. appointment by a judicial council.

d. selection through an electoral system.

155 Alexander Hamilton, et.al, The Federalist.(Indianapolis: Liberty Fund Inc), 401.
16 Antonina Peri, “Judicial Independence vs. Judicial Accountability: Judicial Selection

Models for Constitutional Courts: A Comparative Analysis," Comparative Law Review 3, no.
1(2012):12-14.
https://heinonline.org/HOL/L andingPage?handle=hein.journals/complv3&div=13&id=&page=

157 Tom Ginsburg, Judicial Appointments And Judicial Independence, US Institute for Peace,

January 20009, 2. http://comparativeconstitutionsproject.org/files/judicial _appointments.pdf
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Model appointment by a judicial council merupakan model seleksi
yang memungkinkan penerapan sistem terbuka. Baik model appointment
maupun election melahirkan 2 (dua) sistem, yaitu spoil system dan merit
system. Spoil system merupakan metode pengisian jabatan yang berdasarkan
pada balas budi yang pernah diterapkan di Amerika Serikat pada masa
kepresidenan Andrew Jackson pada tahun 1829.1%% Sering disebut sebagai
sistem patronase, struktur ini lebih menekankan pada pembagian kekuasaan
sebagai imbalan atau upaya untuk mendapatkan dukungan dari pejabat yang
ditunjuk. Adapun merit system, merupakan sistem seleksi yang
menitikberatkan pada kompetensi individu. Konsep merit system menjadi
prinsip penting dalam pengangkatan hakim agung dan hakim konstitusi.
Prinsip ini diterapkan melalui proses seleksi oleh Komisi Yudisial untuk hakim
agung, dan melalui komite khusus atau panel ahli independen dalam seleksi
hakim konstitusi yang diajukan oleh DPR, Presiden, atau Mahkamah Agung.*°

Di Indonesia, proses seleksi hakim konstitusi ditentukan oleh kebijakan
masing-masing lembaga pengusul yakni DPR, Presiden, dan Mahkamah
Agung. Mengenai seleksi hakim konstitusi dalam Pasal 24C ayat (5) hanya
menyebutkan sifat hakim konstitusi yang memiliki integritas dan kepribadian
yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan
ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Adapun
mengenai mekanisme seleksi diatur dalam UU MK. Pada level undang-undang

nyatanya mekanisme mengenai seleksi hakim kosntitusi belum diatur secara

158 Sri Hastuti Puspitasari, “Pelibatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pengisian Jabatan
Hakim Agung dan Hakim Konstitusi Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan
Undang-Undang Dasar Tahun 1945”, (Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Gadjah
Mada, Yogyakarta, 2020), 120.

159 1bid., 121
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lengkap. UU MK hanya menyebutkan bahwa dalam proses seleksi hakim
konstitusi harus dilaksanakan secara transparan dan partisipatif.!®® Selain itu
proses seleksi juga harus dilaksanakan melalui proses yang objektif, akuntabel,
transparan, dan terbuka. Namun, tindak lanjut atas proses seleksi tersebut
diserahkan kepada 3 lembaga pengusul dengan sistem seleksi yang berbeda-
beda dan tidak konsisten.

Mekanisme internal yang ditafsirkan oleh lembaga pengusul
menunjukkan perbedaan. Saat Dr. Adnan Buyung Nasution menjadi anggota
Dewan Pertimbangan Presiden, proses pengisian dari hakim konstitusi jalur
Presiden melibatkan-pembentukan panitia seleksi yang terdiri dari beberapa
ahli dengan latar belakang beragam sebagai pewawancara. Namun, beberapa
hakim konstitusi juga ditunjuk oleh Presiden tanpa melalui proses seleksi.
Sedangkan praktik pengisian dari jalur Mahkamah Agung relatif tetap dan
tertutup, tanpa melibatkan partisipasi masyarakat atau publik.6*

Di DPR, praktiknya juga berbeda-beda. Prof. Mahfud MD dan Dr. Akil
Mochtar tidak menjalani mekanisme seleksi melalui- wawancara dengan Panel
Ahli. Namun, pada tahun 2014, DPR membentuk Panel Ahli yang terdiri dari
mantan hakim konstitusi, akademisi, dan tokoh masyarakat untuk memberikan
penilaian dan mengusulkan calon hakim Kkonstitusi yang memenubhi
persyaratan. DPR kemudian melakukan pemilihan melalui pemungutan suara,
tetapi pengalaman pada tahun 2014 menunjukkan bahwa calon yang

mendapatkan nilai tertinggi dari Panel Ahli tidak selalu terpilih oleh DPR.*6?

160 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkaamah Konstitusi Pasal 19.

161 Susi Dwi Harijanti, “Pengisian Jabatan Hakim: Kebutuhan Reformasi dan Pengekangan
Diri”, Jurnal Hukum 1US QUIA IUSTUM, 4 Vol. 21 (2014): 551-556

162 1bid.
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Pada, 2022 DPR tidak melakukan seleksi secara terbuka dan melakukan uji
kepatutan dan kelayakan secara singkat dalam rapat internal Komisi Il
terhadap pengangkatan Guntur Hamzah. Pada 2024 DPR kembali
mengusulkan calon hakim konstitusi dengan proses singkat, tidak cukup
transparan dan tidak partisipatif dalam mengangkat Arsul Sani yang juga
berlatar politisi.

Di beberapa negara yang memiliki Mahkamah Konstitusi, seleksi
hakim konstitusi dilakukan dengan cara berikut. Pertama, Korea Selatan,
memiliki komposisi ‘hakim konstitusi yang terdiri dari 9 orang hakim yang
dipilih 3 oleh presiden, 3 oleh Majelis Nasional, dan 3 oleh Mahkamah Agung.
Mekanisme seleksi hakim konstitusi Korea Selatan dilakukan secara bersama
oleh Majelis Nasional, Presiden, dan Ketua Mahkamah Agung melalui hearing
personil.’®* Hearing personil ini sama halnya dengan uji kelayakan hakim.
Kedua, Austria sebagai negara yang pelopor berdirinya MK di Eropa,
berdasarkan Pasal 147 ayat (2) Konstitusi Austria 1929, Mahkamah Konstitusi
terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, 12 Hakim Anggota, dan 6 Hakim
Anggota Pengganti. Pemerintah Federal memiliki hak untuk mengusulkan
calon untuk posisi Presiden, Wakil Presiden, 6 Hakim Anggota, dan 3 Hakim

Anggota Pengganti. Dewan Nasional memiliki wewenang untuk mengusulkan

3 Hakim Anggota dan 2 Hakim Anggota Pengganti dari luar Wina. Sementara

Tak

183 Fitria Chusna, “Penetapan Arsul Sani Jadi Hakim MK oleh DPR Dinilai Terburu-buru dan
Transparan”, Kompas.com, 27 Oktober 2023,

https://nasional.kompas.com/read/2023/09/27/16565541/penetapan-arsul-sani-jadi-hakim-mk-

oleh-dpr-dinilai-terburu-buru-dan-tak?page=all

164 Konstitusi Korea Selatan, Pasal 111.
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itu, 3 Hakim Anggota dan 1 Hakim Anggota Pengganti diusulkan oleh Dewan
Federal 1%

Ketiga, Thailand melakukan seleksi hakim konstitusi dengan
mekanisme yang didasarkan pada Pasal 203 Konstitusi Thailand 2018 seleksi
dilakukan oleh Panitia Seleksi yang terdiri dari Ketua Mahkamah Agung
sebagai ketua; Ketua DPR dan Ketua oposisi sebagai anggota. Panitia seleksi
bertugas memilih individu yang menunjukkan tanggung jawab yang tinggi,
keberanian, dan perilaku etis yang dapat menjadi contoh bagi masyarakat.
Setelah dipilih, calon hakim harus mendapat persetujuan dari Senat dengan
suara setidaknya setengah dari jumlah total anggota Senat sebelum dilakukan
pengangkatan oleh Raja sebagai hakim Mahkamah Konstitusi.'®® Keempat,
Afrika Selatan. Berdasarkan Pasal 167 Konstitusi: Afrika 1996, MK Afrika
Selatan terdiri atas Presiden, Deputi Presiden dan 9 (sembilan) Hakim Anggota
lainnya. Semua hakim tersebut diangkat oleh Presiden Afrika Selatan sebagai
Kepala Pemerintahan Nasional setelah melakukan konsultasi dengan Judicial
Service Commission (JSC) dan pemimpin-pemimpin partai politik yang ada di
Majelis Nasional .16

Dalam penelitian CESifo mengenai seleksi hakim di Mahkamah Agung
dan seleksi hakim di Mahkamah Konstitusi. Terdapat 24 (dua puluh empat)
dari 45 (empat puluh lima) negara yang melibatkan parlemen dalam seleksi

hakim. Keterlibatan parlemen tersebut dalam bentuk appointment, approval,

185 Verfassungsgerichtshof Osterreich (Vfgh), Organization and Structure: Appointment and
Legal Status of The Members of The Constiutional Court,
http://www.vfgh.gv.at/cms/vfghsite/english/organization1.html, diakses tanggal 20 Januari 2024.
Lihat juga Pasal 147 ayat (2) Konstitusi Austria.

166 Winda Indah Wardani dan Laga Sugiarto, “Perbandingan Desain Isu Kewenangan Judicial
Review Di Mahkamah Konstitusi Indonesia Dan Thailand”, JAPHTN-HAN, 2, No. 1, (2023): 199.
https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.55

167 Konstitusi Afrika Selatan, Pasal 174
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atau bahkan hanya memberikan rekomendasi.’®® Beberapa negara yang
melibatkan parlemen dalam seleksi hakim konstitusi adalah Belgia, Kroasia,
Czech Republic, Republik Jerman, Hongaria, Italia, Belanda, Portugal, China,
Korea Selatan, Federasi Rusia, dan Amerika Serikat. Sedangkan negara-negara
yang tidak melibatkan parlemen dalam pemilihan hakim konstitusi nya ialah
Austria, Belgia, Denmark, Finlandia, Prancis, Yunani,Spanyol,Swedia,
Inggris, Norwegia, Turki, Australia, Canada, dan India.®°

Sri Hastuti Puspitasari dalam disertasinya menegaskan bahwa, model
seleksi hakim yang melibatkan parlemen atau melalui lembaga independen
ataupun lembaga kekuasaan kehakiman itu sendiri, tidak boleh secara langsung
diterapkan oleh negara lain tanpa mempertimbangkan dengan cermat urgensi
dan relevansinya dengan situasi yang sedang dihadapi oleh negara tersebut.
Keputusan tentang model seleksi hakim yang dipilih suatu negara sangat
dipengaruhi oleh ~kebijakan hukum masing-masing negara. Meskipun
demikian, disarankan untuk memilih-model yang memiliki risiko politik yang
minimal dan lebih mengutamakan merit sistem sebagai pilihan yang lebih baik.
170

Permasalahan di Indonesia ialah Undang-Undang Mahkamah
Konstitusi memberikan kebebasan kepada presiden, DPR, dan MA untuk

menetapkan sistem rekrutmen hakim konstitusi. Kewenangan yang dijamin

secara konstitusional dalam UUD memerlukan interpretasi yang rinci dalam

188 CESifo DICE (database for institutional Comparisons in Europe), “Judges Selection in

Highest Court 2013-2014” Op.,Cit., Sri Hastuti Puspitasari, Pelibatan Dewan Perwakilan Rakyat
dalam Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi Menurut Sistem Ketatanegaraan
Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Disertasi Program Doktor limu
Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2020, 122

169 |bid., 124-125.
170 1bid.,.
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level undang-undang. Belum terdapat aturan yang jelas mengenai mekanisme
seleksi yang transparan dan akuntabel bagi hakim konstitusi.'’”* Akibatnya,
pola rekrutmen yang terbentuk memiliki perbedaan yang mencolok. Terdapat
kecenderungan untuk melakukan seleksi hakim tanpa melalui proses fit and
proper test yang transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel sebagaimana
yang diamanatkan oleh undang-undang, serta pemilihan hakim konstitusi
hanya berdasarkan preferensi masing-masing cabang kekuasaan dapat
menghasilkan hakim yang tidak sesuai dengan semangat institusi sebagai
penjaga konstitusi.

Model seleksi- hakim konstitusi di Indonesia membawa dampak pada
permasalahan yang kompleks pada masa jabatan hakim konstitusi. Dengan
demikian, keterkaitan antara proses seleksi, dan masa jabatan hakim konstitusi
menjadi sangat penting dalam mempertahankan kemandirian kekuasaan
kehakiman serta memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh hakim
konstitusi didasarkan pada prinsip hukum dan bukan pertimbangan politik.
Pemilihan/ seleksi ‘hakim merupakan refleksi atau implikasi dari berbagai
“fase” pada masa jabatan awal, masa jabatan berikutnya, maupun masa jabatan

sementara seorang hakim."?

171 1dul Rishan, “Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia”,
Op.Cit., 168.

172 Alicia Bannon, “Rethinking judicial selection”, The Professional Lawyer 24, No. 1,
(2016): 3-4, https://www.proquest.com/trade-journals/rethinking-judicial-
selection/docview/1830867193/se-2
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BAB |11

DAMPAK PENGATURAN MASA JABATAN HAKIM KONSTITUSI DI

INDONESIA

A. Dampak Terhadap Independensi Jabatan Hakim.

Konsepsi masa jabatan hakim konstitusi pada saat MK berdiri, didesain
menggunakan pola periodisasi dengan jangka waktu lima tahun dan dapat
dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Hal demikian sebagaimana
tertuang dalam Pasal 22 undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003). Jika dianalisis lebih lanjut, Pasal 22 UU
24/2003 mengatur masa jabatan selama lima tahun yang dapat dipilih untuk
satu masa jabatan berikutnya. Pola masa jabatan ini mengikuti pola
karakteristik masa jabatan kekuasaan eksekutif yang diatur dalam Pasal 7 UUD
1945, yang menetapkan masa jabatan selama lima tahun dalam satu periode
dan dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya. Batasan ini
adalah bagian yang esensial dalam konstitusi yang mencerminkan kekuatan
yang besar dari kekuasaan eksekutif, bahkan dalam beberapa kasus melebihi
kekuatan lembaga-lembaga politik lainnya seperti DPR, DPRD, atau DPD."3

Konsep periodisasi ini menjadi salah satu fokus perdebatan dalam tata
negara Indonesia, salah satu argumen mendasar di dalamnya adalah berkaitan
tentang independensi hakim konstitusi.}’* Konsep periodesasi dianggap
memberikan peluang bagi hakim konstitusi yang dipilih kembali berakibat

pada kemungkinan intervensi atas independensi hakim tersebut. Keraguan

173 Muhammad Reza Baihaki dkk, “Problematika Kebijakan Hukum Terbuka” (Open Legal
Policy) Masa Jabatan Hakim, Jurnal Konstitusi, 17 No. 3, (2020):663.
174 pytusan Mahkamah Konstitusi Nomor 053/PUU-X1V/2016.
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terhadap konsep periodesasi jabatan hakim ini juga terdapat pada laporan kritis
pada The Composition of Constitutional Courts tahun 1997 yang membahas

tentang age and terms of office.*”

“The possibility of re-election may well be such as to undermine the

independence of a judge. In order to avoid this risk, it appears

advisable to provide for long terms of office or for appointment until
retirement”

Untuk mengurangi risiko tersebut, disarankan agar jabatan hakim
berlangsung dalam jangka waktu yang panjang atau hingga pensiun.
Perpanjangan masa jabatan berpotensi membuka peluang bagi campur tangan
politik yang tidak sesuai dengan standar dalam proses pengangkatan dan masa
jabatan hakim di pengadilan. Sepaham dengan pandangan ini, Feri Amsari
menganggap bahwa periode masa jabatan hakim konstitusi yang ideal adalah
satu periode yang lebih panjang untuk mengurangi potensi negosiasi politik
antara calon hakim Kkonstitusi dan.lembaga yang bertanggung jawab dalam
pengangkatannya.’® Pengaturan periodesasi hakim konstitusi sebagaimana
Pasal 22 UU 24/2003 dianggap berpotensi terjadi tawar menawar dengan
lembaga yang mengajukannya.t’’

Pada praktiknya, selama kurang lebih 16 tahun masa jabatan hakim

konstitusi yang menggunakan konsep periodesasi, menghasilkan sejumlah

175 European Commission for Democracy through Law, "The Composition of Constitutional
Courts," Science and technique of democracy, (2020): 15.
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-P1(2022)050-€..

176 Hukum Online, “Jabatan Hakim MK Satu Periode Dinilai Tepat, Ini Alasannya”
https://www.hukumonline.com/berita/a/jabatan-hakim-mk-satu-periode-dinilai-tepat--
inialasannya-It5hc5c4db56¢6d/ . diakses tanggal 22 Januari 2024.

7 Hukum Online, "Jabatan Hakim MK Satu Periode Dinilai Tepat, Ini Alasannya," 16
Oktober, 2018, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bc5c4db56c6d/jabatan-hakim-mk-
satu-periodedinilai-tepat--ini-alasannya. diakses tanggal 22 Januari 2024.

78


https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-PI(2022)050-e
https://www.hukumonline.com/berita/a/jabatan-hakim-mk-satu-periode-dinilai-tepat--inialasannya-lt5bc5c4db56c6d/
https://www.hukumonline.com/berita/a/jabatan-hakim-mk-satu-periode-dinilai-tepat--inialasannya-lt5bc5c4db56c6d/
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bc5c4db56c6d/jabatan-hakim-mk-satu-periodedinilai-tepat--ini-alasannya
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bc5c4db56c6d/jabatan-hakim-mk-satu-periodedinilai-tepat--ini-alasannya

permasalahan dengan berbagai pelanggaran yang signifikan. Permasalahan-
permasalahan tersebut secara otomatis berdampak pada independensi jabatan
hakim. Pertama, kasus suap penanganan pilkada Akil Mochtar, menjadi
pembuka kasus pelanggaran yang terjadi di MK. Akil Mochtar merupakan
hakim konstitusi yang diusung oleh DPR. Proses seleksi Akil Mochtar saat itu
dinilai sangat dipengaruhi oleh proses politik pada periode masa jabatan yang
kedua. Sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Akil Mochtar terpilih
sebagai hakim MK bersama dengan Mahfud MD dan Jimly Asshiddigie pada
periode pertamanya (2008-2013). Namun, pada periode kedua, Akil Mochtar
langsung terpilih tanpa melalui proses fit and proper test, melainkan melalui
mekanisme singkat dan politis yang diusulkan dan dipilih oleh lembaga
DPR.1"® Hal ini pula yang menyebabkan lahirnya Perppu MK No. 1 Tahun
2013 (Perppu 1/2013).Melalui Perppu 1/2013 proses seleksi dan pencalonan
hakim konstitusi diperbaiki untuk memperkuat prinsip transparansi, partisipasi,
dan akuntabilitas sesuai dengan harapan dan opini publik'’® dengan proses uji
kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Panel Ahli yang ditunjuk oleh
Komisi Yudisial .18

Kedua, Pada tahun 2016, MK kembali menjadi sorotan publik akibat
kasus penerimaan suap Patrialis Akbar terkait uji materi Undang-Undang No.
41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Patrialis Akbar

disangka menerima suap 20.000 dollar AS dan 200.000 dollar Singapura atau

178 Winda Wijayanti, dkk, “Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Rekrutmen Calon Hakim
Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, 12, No.4, (2015):674.

1"%Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 18A.

180 peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 18B.
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sekitar Rp 2,15 miliar dari importir daging sapi.'®* Patrialis Akbar merupakan
hakim konstitusi yang diusulkan oleh Presiden SBY. Seleksi yang dilakukan
terhadap Patrialis Akbar ketika itu tidak disertai dengan pembentukan panitia
seleksi yang independen. 82

Ketiga, selain kasus-kasus korupsi, kasus etik hakim konstitusi juga
sering terjadi. Arief Hidayat menjadi hakim konstitusi yang kerap tersandung
oleh kasus etik. Pada tahun 2016, sanksi pertama diberlakukan kepada Arief
karena memberikan hadiah kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
Widyo Pramono terkait seorang jaksa muda dari Trenggalek, Jawa Timur.
Kemudian, pada 16 Januari 2018, Arief sekali lagi dikenai sanksi karena
bertemu dengan pimpinan Komisi Il DPR di sebuah hotel di Jakarta untuk
membahas pencalonannya kembali sebagai hakim konstitusi.'®3 Kasus
pelanggaran kode etik sebelumnya juga pernah dilakukan oleh hakim konstitusi
pada tahun 2011. Hakim konstitusi Arsyad Sanusi ditemukan melanggar kode
etik oleh Majelis Kehormatan, dengan membiarkan anggota keluarganya
terlibat dengan pihak berperkara. Namun, Arsyad Sanusi, berbeda dengan
Arief, langsung mengundurkan diri dari jabatan hakim konstitusi setelah

putusan diumumkan.*4

Berbagai permasalahan tersebut tentu berimplikasi pada independensi

jabatan hakim. Berbagai kasus korupsi, kurangnya transparansi dalam proses

181 Emerson Yuntho, “Korupsi Oknum Hakim Konstitusi” February 07, 2017.

https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-oknum-hakim-konstitusi diakses pada 24 Desember 2023.

182 pan Mohamad Faiz, “A Critical Analysis of Judicial Appointment Process and Tenure of

Constitutional Justice in Indonesia”, Hasanudin Law Review, 2 Issue 2, (2016): 154.

183 “penegakan FEtika Marwah Mahkamah Konstitusi Terancam, Februari 6, 2018.

https://www.kompas.id/baca/polhuk/2018/02/06/marwah-mahkamah-konstitusi-terancam  diakses

pada 24 Desember 2023.

184 Toto Sihono, “Ketua Tanpa Marwah”, Januari 25, 2018.

https://antikorupsi.org/id/article/ketua-tanpa-marwah diakses pada 24 Desember 2023.
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seleksi hakim, serta pelanggaran etik oleh hakim konstitusi, semuanya dapat
secara negatif mempengaruhi independensi jabatan hakim. Hubungan antara
proses rekruitmen hakim (judicial recruitment process/judicial appointment)
dan aspek independensi peradilan memiliki dampak yang signifikan, begitu pula
dengan sistem pemecatan hakim (judicial dismissal process) yang berkaitan
dengan akuntabilitas peradilan. Setiap sistem tersebut memiliki pengaruh besar
terhadap pelaksanaan kekuasaan yudikatif.'® Keterkaitan antara periode jabatan
dan proses seleksi pernah dibahas oleh Lawrence Baum, yang menyatakan
bahwa kemungkinan besar independensi peradilan dapat terancam, terutama
dalam konteks konsep pengusulan hakim yang melibatkan pola rekrutmen oleh
lembaga politik.'% Sebagaimana kita ketahui bahwa independensi jabatan hakim
merupakan prinsip penting dalam. sistem peradilan yang memastikan bahwa
hakim dapat menjalankan tugas mereka secara bebas dari tekanan politik,
kepentingan pribadi, atau intervensi eksternal lainnya. Namun, ketika hakim
terlibat dalam kasus-kasus korupsi, atau proses seleksi hakim tidak transparan
dan terpengaruh oleh politik, serta pelanggaran etik oleh hakim terjadi, maka
independensi hakim menjadi terancam.

Usaha perbaikan terhadap masa jabatan hakim konstitusi kemudian
melahirkan perubahan ketiga UU MK melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi (UU 7/2020). Pada saat UU 7/2020 berlaku,
hakim Kkonstitusi yang sedang menjabat pada saat undang-undang ini

diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut undang-undang ini dan

18 |dul Rishan, Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia,
Op.Cit., 166.

186 |_awrence Baum, Judges and Their Audience: A Perspective on Judicial Behavior (New
Jersey: Princeton University Press, 2006), 72—73.
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mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama
keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.'®’ Pengaturan
ini juga diikuti dengan dihapusnya sistem periodesasi masa jabatan hakim
konstitusi‘® sekaligus ketentuan hakim konstitusi dapat menjabat dari usia 55
tahun.'®® Meskipun secara yuridis juga tidak dapat dikatakan 15 tahun, karena
ketentuan mengenai masa jabatan hakim konstitusi itu telah dihapus dalam UU
7/2020.1%°

Pada kenyataannya, UU 7/2020 membawa ‘permasalahan yang cukup
serius yang mengancam independensi jabatan hakim konstitusi. Dengan
dihapuskannya Pasal 22 UU MK melalui Pasal 1 angka 6 UU 7/2020 tidak
hanya secara substansial bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme yang
didasarkan pada Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, tetapi juga
menciptakan ketidakpastian hukum karena Pasal | angka 6 UU 7/2020
menghasilkan dua pengertian yang berbeda mengenai hakim konstitusi. Hakim
tersebut tidak hanya menjabat secara periodik dalam masa jabatan selama 15
tahun, tetapi juga diartikan sebagai hakim yang menjalankan profesinya secara
tetap, menjabat dari saat diangkat hingga mencapai usia pensiun, bukan hanya
untuk jangka waktu tertentu atau secara periodik. Artinya, UU 7/2020 justru
menyebabkan ketidaksamaan masa jabatan para hakim konstitusi. Pengaturan
dalam UU 7/2020 juga menimbulkan kontroversi karena pada ketentuan

peralihan, UU 7/2020 menghendaki untuk diberlakukan surut dan tidak berlaku

187 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 23 ayat (1) huruf c.

188Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal I angka 6.

189 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 15 ayat (2) huruf d.

190 Novianto Murti Hantoro, “Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya

terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman”, Jurnal Negara Hukum, 11, No.2, (2020): 202.
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secara prospektif. Artinya, pelaksanaan perubahan masa jabatan hakim
konstitusi juga membawa dampak terhadap hakim konstitusi incumbent di
MK.lgl
Terdapat 6 (enam) hakim konstitusi yang menjabat pada saat UU
7/2020 diundangkan, namun telah memasuki periode kedua jabatannya, yakni
(1) Anwar Usman; (2) Aswanto; (3) Arief Hidayat; (4) Wahiduddin Adams;
(5) Suhartoyo; dan (6) Manahan M.P Sitompul. Sedangkan terdapat 3 (tiga)
hakim konstitusi yang menjabat pada saat UU 7/2020 diundangkan, namun
baru menjalani satu periode jabatannya sehingga jika menjabat kembali
seharusnya melalui proses seleksi yang hanya bisa dilakukan oleh 3 lembaga
yang berwenang, yakni Mahkamah Agung terhadap 3 orang hakim konstitusi,
Dewan Perwakilan Rakyat terhadap 3 orang hakim konstitusi, dan Presiden
terhadap 3 orang hakim konstitusi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24C
ayat (3) UUD NRI-1945. Pengaturan ini dinilai berpotensi membuka peluang
penyalahgunaan kewenangan hakim MK karena masa jabatan yang panjang itu
tidak disertai dengan mekanisme -pengawasan yang kuat selama mereka
menjabat. Pengaturan yang- demikian secara. otomatis telah mengancam

independensi peradilan.

191 Idul Rishan et al, “Amendment to Term of Office of Constitutional Court Judges in
Indonesia: Reasons, Implications, and Improvement”, Jurnal Varia Justicia, 18, no. 2, (2022).
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Tabel 3.1

Status Masa Jabatan Hakim Konstitusi Saat UU 7/2020 Berlaku

Masa Jabatan
Lembaga
No. Nama Hakim Berdasarkan Uu | Berdasarkan UU
Pengusul
24/2003 712020
1 April 2013 1 April 2013
) . 54 *lg
1. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. DPR
27 Maret 2023 | 3 Februari 2026
21 Maret 2014 21 Maret 2014
R S/d S/d
2. | Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., M.H. DPR
21 Maret 2024 21 Maret 2029
21 Maret 2014 21 Maret 2014
A S/d 5lq
3. Dr. Wahidudin Adams, S.H., M.H. DPR
21 Maret 2024 17 Januari 2024
17 April 2017 17 April 2017
4. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A. Presiden d a
17 April 2022 11 April 2032
13 Agustus 2018 13 Agustus 2018
Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., S S
5. Presiden a /a
M.Hum )
13 Agustus 2023 27 Juni 2032
Dr. Daniel Yusmic Foekh, S.H., 07 Januari 2020 07 Januari 2020
6. Presiden

M.H.

S/d

S/d

84




07 Januari 2025

15 Desember 2034

07 Januari 2020

Dr. Suhartoyo S.H., M.H. MA o

07 Januari 2025

07 Januari 2020
S/d

07 Januari 2029

06 April 2011 06 April 2011
i i
Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. MA d d
07 April 2021 07 April 2026
28 April 2015 28 April 2015
Manahan M.P. Sitompul, S.H.,
MA s o

M.Hum.

Berdasarkan-tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa UU 7/2020
memberikan keuntungan kepada hakim konstitusi yang sedang menjabat pada
saat UU 7/2020 diundangkan. Mereka diperbolehkan untuk menjalankan
jabatan hingga mencapai- usia 70 tahun selama masa jabatan mereka tidak
melebihi total 15 tahun, termasuk masa jabatan kedua, dan mereka tidak perlu
melewati proses seleksi lagi,’% serta tidak disertai dengan pengaturan
mekanisme pengawasan Yyang kuat. Oleh karenanya, terdapat ruang
intervensi/pengaruh kepada independensi personal hakim konstitusi karena
membuka ruang yang lebar bagi hakim konstitusi untuk tersandera dengan
kepentingan politik pembentuk UU 7/2020 yang memberikan keuntungan

jabatan kepada hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat UU 7/2020

192 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 87 huruf b.
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ini diundangkan dan membuka ruang potensi konflik kepentingan (conflict of
interest) antara hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat UU MK
diundangkan dengan pembentuk undang-undang sehingga berpotensi
mengganggu independensi dan impartialitas hakim konstitusi dalam
melakukan pengujian undang-undang.

Terdapat bentuk nyata akibat pengaturan masa jabatan hakim konstitusi
dalam UU 7/2020 yang mempengaruhi indepedensi jabatan hakim. Pertama,
pemecatan Aswanto sebagai hakim konstitusi yang diusulkan oleh DPR.
Polemik pemecatan Aswanto bermula dari Putusan MK Nomor 96/PUU-
XV11/2020 menegaskan perlunya tindakan hukum berupa konfirmasi terhadap
lembaga pengusul terkait masa jabatan hakim konstitusi yang tidak lagi
mengikuti periodisasi. Konfirmasi tersebut, yang disampaikan oleh MK, hanya
bersifat pemberitahuan kepada lembaga pengusul, yaitu DPR, Presiden, dan
MA, mengenai perubahan masa jabatan hakim konstitusi yang kini berdasarkan
usia pensiun. Konfirmasi tersebut berujung pada pemecatan Aswanto, hakim
konstitusi yang diusulkan oleh DPR. Surat konfirmasi yang ditandatangani
oleh Ketua MK, Anwar Usman, pada 21 Juli 2022, memberikan pemberitahuan
tentang keputusan uji materi terhadap Pasal 87a dan 87b UU 7/2020. Pada 23
September 2022, surat konfirmasi tersebut dibahas dalam pertemuan pimpinan
DPR dan disampaikan kepada Komisi IlIl. Pembahasan lebih lanjut terjadi
dalam rapat internal Komisi Il pada 28 September 2022, yang menghasilkan
keputusan untuk menggantikan Aswanto dengan Guntur Hamzah sebagai

hakim konstitusi, yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Jenderal MK.1%

193 “Fgj Adyatama”, “Skenario Penyingkiran Aswanto di Mahkamah Konstitusi”, Oktober 5,
2022. https://koran.tempo.co/read/nasional/476999/begini-skenario-penyingkiran-aswanto-di-
mahkamah-konstitusi diakses pada 24 Desember 2023
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Pemecatan Aswanto dan Pengangkatan Guntur Hamzah tersebut
disahkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 114/P/Tahun
2022 (Keppres 114/P/Tahun 2022). Pencopotan Aswanto jelas telah melanggar
prosedur yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU MK.
Tindakan ini merupakan bentuk nyata politisasi terhadap lembaga peradilan.
hakim konstitusi juga memiliki norma masa jabatan atau asas security of tenure
yang harusnya dihormati dan diikuti guna terwujudnya independensi lembaga
peradilan. Di berbagai negara, hakim tidak boleh diberhentikan karena
keputusan-keputusan yang mereka buat. Prinsipnya, hakim harus memiliki
kebebasan dari campur tangan politik yang dapat mengontrol mereka untuk
membuat keputusan pengadilan demi kepentingan penguasa.®*

Kedua, berdasarkan Keppres 114/P/Tahun 2022 Guntur Hamzah
berhasil menjadi hakim konstitusi dengan seleksi secara tertutup serta tidak ada
fit and proper test. Peristiwa yang penuh dengan kecacatan hukum dan restu
penuh Presiden ini berujung pada pelanggaran yang dilakukan oleh Guntur
Hamzah dengan mengubah Putusan MK No. 103/PUU-XX/2022. Guntur
mengakui bahwa memang dia mengubah frasa “dengan demikian” menjadi “ke
depan”.1% Perubahan putusan tersebut bermuara pada dilaporkannya sembilan
hakim konstitusi ke Polda Metro Jaya dengan dugaan tindak pidana pemalsuan

surat sebagaimana yang diancamkan dalam Pasal 263 KUHP.1%

194 Bivitri Susanti, “Analisis Politik Mabuk Kekuasaan Merusak Kemandirian Yudikatif”,
Oktober 6, 2022. https://www.kompas.id/baca/opini/2022/10/05/mabuk-kekuasaan-merusak-
kemandirian-yudikatif?open_from=Baca_Nanti_Page diakses pada 24 Desember 2023

1% “Tanda Tanya Sanksi Ringan Guntur Hamzah” Maret 21, 2023.
https://koran.tempo.co/read/berita-utama/481023/misteri-sanksi-ringan-guntur-hamzah diakses
pada 24 Desember 2023

1% “Seluruh  Hakim MK  Dipolisikan soal Dugaan Pemalsuan  Surat”,
https://news.detik.com/berita/d-
6546312/seluruh-hakim-mk-dipolisikan-soal-dugaan-pemalsuan-surat, diakses pada 24 Desember
2023
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Perubahan frasa dari "dengan demikian” menjadi "ke depan™
mengakibatkan hilangnya konsistensi dalam pertimbangan hukum Putusan
Nomor 103/PUU-XX/2022. Guntur Hamzah seharusnya tidak memiliki
kewenangan untuk mengusulkan perubahan dalam putusan tersebut karena
pada saat putusan tersebut diambil, ia belum menjadi hakim konstitusi.
Tindakan yang dilakukan oleh Guntur Hamzah melanggar prinsip integritas
yang harus dijunjung tinggi oleh seorang Hakim MK.'®" Integritas Hakim
konstitusi merupakan syarat -mutlak yang harus dimiliki oleh calon hakim
konstitusi. Hal ini termaktub dalam Pasal 24C ayat (5) UUD NRI 1945. Guntur
Hamzah, pada akhirnya hanya dikenakan sanksi teguran tertulis oleh
MKMK.'® Dapat disimpulkan bahwa pola rekrutmen DPR terhadap Guntur
Hamzah jelas memberikan dampak buruk akibat tidak terpenuhinya syarat
integritas seorang hakim. Dalam konteks independensi jabatan hakim, peran
hakim untuk menjaga kekuasaan yudikatif dengan bergantung pada integritas
dari individu yang menjalankannya. Hal ini disebabkan oleh faktor yang dapat
memicu hancurnya kemerdekaan kekuasaan kehakiman dari pengaruh politik
cabang kekuasaan lainnya tidak hanya berasal dari luar (eksternal), melainkan

juga berasal dari dalam (internal).

Ketiga, putusan nomor 90/PUU-XXI1/2023 yang kontroversial
menjelang batas akhir pendaftaran capres-cawapres. MK memutuskan bahwa
kepala daerah di bawah usia 40 tahun dapat mencalonkan diri sebagai calon

presiden atau calon wakil presiden jika mereka pernah atau sedang menjabat

197Sjaran Pers Nomor: 22/SP/PSHJ/111/2023 Tentang Pernyataan/Sikap Akademik PSHK FH
UII “Putusan MKMK Tentang Pengubahan Putusan Secara Tidak Sah”

19%  «Setelah  Guntur  Hamzah  Terbukti  Bersalah”,  Maret 21,  2023.
https://koran.tempo.co/read/berita-utama/481020/upaya-hukum-lain-setelah-putusan-mkmk.
diakses pada 24 Desember 2023.
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sebagai kepala daerah. Perkara yang diputus dengan putusan nomor 90/PUU-
XX1/2023 menunjukkan adanya konflik kepentingan dan tidak konsisten
dengan putusan dalam kasus serupa sebelumnya. Fakta-fakta yang ditemukan
bahwa permohonan perkara diajukan oleh pemohon Almas yang merupakan
anak dari Bonyamin Saiman (Ketua Gerakan Masyarakat Antikorupsi) yang
menjadi karib Jokowi.’®® Legal standing pemohon menyebutkan dirinya
sebagai pengagum Gibran, anak ‘Jokowi Pemohon menggunakan
“pengalaman” sekaligus “keberhasilan” Walikota Solo Gibran Rakabuming
Raka sebagai acuan. Sebagaimana diketahui pula bahwa Gibran merupakan
keponakan Ketua MK Anwar Usman masa jabatan 2023-2028 sekaligus ini
merupakan periode kedua Anwar Usman menjadi Ketua MK. Sebelumnya,
perkara Nomor 90/PUU-XX1/2023 sempat ditarik, namun kembali masuk saat
akhir pekan dan langsung dibahas MK.?*° Berdasarkan Pasal 17 ayat (5) dan
ayat (6) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
(UU 48/2009), Anwar Usman harus mengundurkan-diri dari sidang tersebut.
Namun, Anwar Usman justru bermanuver untuk meloloskan Gibran sebagai
cawapres.??! Oleh karena itu, Anwar Usman terbukti melanggar kode etik dan
perilaku hakim, kemudian dicopot dari jabatan Ketua MK pada 7 November

2023.202

199 1bid.

20 K ompas.tv, “Pakar Hukum Tegaskan 3 Kejanggalan Besar dalam Putusan MK Terkait Batas
Usia Capres-Cawapres”, November 3, 2023. https://www.kompas.tv/nasional/457794/pakar-
hukum-tegaskan-3-kejanggalan-besar-dalam-putusan-mk-terkait-batas-usia-capres-
cawapres?page=all. diakses pada 24 Desember 2023

201 “Menyibak Manuver Anwar Usman”, November 1, 2023.
https://koran.tempo.co/read/nasional/485312/menyibak-manuver-anwar-usman. diakses pada 24
Desember 2023

22 “perlawanan Bekas Ketua Mahkamah Konstitusi”’, November 22, 2023.
https://koran.tempo.co/read/nasional/485696/anwar-usman-tolak-pengangkatan-suhartoyo. diakses
pada 24 Desember 2023.
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Dapat disimpulkan, bahwa dampak pengaturan masa jabatan hakim
konstitusi yang terjadi di MK selama ini berasal dari hulu (proses seleksi)
hingga hilir (proses pemberhentian) dimana dua aspek tersebut merupakan hal
penting dalam masa jabatan hakim konstitusi. Selama masa jabatan hakim
konstitusi mengikuti pola periodesasi sebagaimana diatur dalam UU 24/2003,
hakim konstitusi cenderung melakukan pelanggaran pada periode kedua masa
jabatannya. Penulis menyimpulkan bahwa, dengan pola seleksi yang tidak
seragam dan kerap berubah-ubah oleh masing-masing lembaga pengusul
menjadi tidak pas dengan pengaturan masa jabatan periodesasi tersebut.
Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses seleksi, penunjukan,
dan kinerja hakim - konstitusi- seperti. yang disebutkan dalam paragraf
sebelumnya dapat mengancam independensi jabatan hakim dan mempengaruhi
integritas serta kredibilitas MK sebagai lembaga peradilan.

Meskipun, -pada UU 7/2020 pengaturan masa jabatan hakim yang
menggunakan periodesasi dihapuskan, sehingga masa jabatan hakim konstitusi
dapat menjabat sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa
tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun. Pengaturan tersebut harusnya
cukup ideal. Akan tetapi, apabila pola seleksi/rekrutmen hakim konstitusi
masih belum diatur secara rinci dalam UU tentu akan menjadi sia-sia. Terlebih,
pengaturan pada UU 7/2020 diberlakukan retroaktif, sehingga membawa kesan
bahwa pengaturan masa jabatan hakim konstitusi adalah sebuah reward untuk
hakim yang sedang menjabat. Seharusnya, dampak dari pengaturan pada UU
7/2020 tidak berlaku bagi hakim yang sedang menjabat dan berlaku secara
prospektif dengan tidak mengurangi independensi hakim konstitusi yang

sedang menjabat sampai masa jabatannya berakhir
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Pengaturan pada UU 7/2020 seharusnya juga dilengkapi dengan sistem
pengawasan yang kuat baik secara internal maupun eksternal. Alih-alih
mengatur konsep pengawasan yang ideal, dalam RUU Perubahan Keempat UU
MK justru menggagas evaluasi lima tahunan jabatan hakim konstitusi oleh setiap
lembaga pengusul.?®® Proses evaluasi yang dilakukan dalam lima tahun sekali
menurut DPR merupakan wujud dari check and balances. Namun, apabila tidak
ada pengaturan lanjut mengenai tolak ukur hakim bermasalah yang harus di
evaluasi. Apakah hakim bersangkutan di evaluasi karena kesalahan nya
melanggar independensi dan integritas sebagai hakim, atau justru kesalahan
karena hakim tersebut tidak bisa bernegosiasi dengan lembaga pengusulnya

tentu akan membawa polemik baru pada tubuh MK.

Hubungan antara proses seleksi, masa jabatan, dan pemberhentian
hakim konstitusi ‘menjadi aspek yang signifikan dalam memelihara
independensi kekuasaan kehakiman. Sebuah proses seleksi yang baik dengan
terbuka dan transparan di setiap lembaga pengusul akan menjamin bahwa
hakim yang terpilih- memiliki kualifikasi yang sesuai dan tidak terpengaruh
oleh kepentingan politik. Selain itu, pengaturan masa jabatan yang memadai
dan prosedur pemberhentian yang jelas juga akan memastikan bahwa hakim
konstitusi dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa adanya

tekanan eksternal yang berlebihan.

23 Jdul Rishan, “Evaluasi Jabatan Hakim Konstitusi”, Oktober 03, 2022,
https://www.kompas.id/baca/opini/2022/09/30/evaluasi-jabatan-hakim-konstitusi. diakses pada 24
Desember 2023.
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B. Fenomena Politicization Of The Judiciary Terhadap MK.

Politicization dalam kamus oxford, memiliki pengertian berupa
tindakan menyebabkan suatu aktivitas atau peristiwa menjadi bersifat
politik.2%* Berasal dari kata politicize yang artinya memberikan nuansa atau
karakter politik.2®® Lebih lanjut dalam kamus oxford dijelaskan, konsep
"mempolitisasi” mengacu pada upaya untuk meningkatkan kesadaran politik
seseorang atau mendorongnya untuk aktif dalam urusan politik. Namun, istilah
ini sering dipakai secara negatif untuk menggambarkan proses di mana suatu
label politik dilekatkan pada individu atau isu tertentu, seperti saat suatu isu
dipolitisasi atau seseorang dianggap di-"indoktrinasi" atau "dicuci otak™ untuk
mengubah prinsip, karakter, sikap, dan keyakinannya secara radikal. Ini
merupakan perubahan psikologis atau dogmatis yang mengarah ke ranah
politik.2%

Adapun politicization - of  the judiciary ‘merupakan istilah yang
menggambarkan ' pengaruh pertimbangan politik . terhadap seluruh proses
peradilan®’, termasuk bagaimana hakim dipilin dan berperilaku, serta
keputusan-keputusan dan fungsi pengadilan secara keseluruhan. Pengaruh ini
dapat muncul dari berbagai faktor, seperti penunjukan hakim oleh pihak
berwenang politik, pengaruh opini publik dan perdebatan politik terhadap

keputusan-keputusan hakim, dan sejauh mana keputusan-keputusan tersebut

204 Oxford Learner’s Dictionaries,

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/politicization

205 Merriam Webster Dictionary, https://www.merriam-webster.com/dictionary/politicize
26 M.L Lehohla, "South African Chief Justices Forum Conference: Sustaining the

Independence Of The Judiciary, The Dangers of Politicizing the Judiciary," Johannesburg 13-14
August, 2010, 2. https://www.venice.coe.int/SACJF/2010 08 RSA_Johannesburg/L esotho.pdf

207 Wythe Holt, "To Establish Justice, Politics, the Judiciary Act of 1789, and the Invention of
Federal Courts”, Duke Law Journal, 1989, No. 6 (1989): 1421-153.

https://doi.org/10.2307/1372659
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sejalan dengan agenda politik.2%® Fenomena ini telah menjadi subjek kajian
ilmiah, seringkali dibahas dalam konteks alokasi kekuasaan legislatif,
kecenderungan politisasi dalam sistem peradilan Amerika, serta dampak
dinamika politik terhadap penafsiran dan penerapan hukum. Adanya politisasi
yudisial memunculkan pertanyaan yang sangat penting mengenai
independensi, ketidakberpihakan, dan integritas sistem peradilan, dan menjadi
sorotan utama dalam penelitian akademis serta perdebatan publik.?%°

Dampak politicization of the judiciary atau-political justice terhadap
peradilan konstitusi khususnya, dapat tercermin dalam keputusan-keputusan
hukum yang diambil dalam kasus-kasus politik yang sensitif. Misalnya, dalam
kasus-kasus politik yang melibatkan konstitusi, keputusan peradilan konstitusi
dapat dipengaruhi oleh faktor politik yang dapat mempengaruhi stabilitas
politik suatu negara. Hal ini menunjukkan bahwa. political justice dapat
memengaruhi independensi peradilan konstitusi dalam menangani kasus-kasus
politik yang dapat mempengaruhi stabilitas politik suatu negara.?'°

Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa lemahnya masa jabatan
hakim konstitusi yang berlaku di Indonesia, tidak terlepas dari bentuk
politicization of the judiciary yang telah terjadi pada MK. Meskipun dalam hal
mengukur apakah sebuah sistem yudisial telah terpengaruh oleh politik atau
tidak merupakan hal atau tindakan yang cukup sulit karena belum ada cara yang

pasti untuk mengukurnya secara empiris.?'* Akan tetapi politicization of the

208 John Ferejohn, Judicializing Politicsm Politicizing Law, Article in Law and Contemporary
Problems, (November 2002), 65-67. DOI: 10.2307/1192402.

209 |bid., 67

210 J A Brandariz, “Twenty-first century political justice: Reflections on the blind spots of
current debates on  penality”, Crime Law Soc Change 80, 105-123  (2023).
https://doi.org/10.1007/s10611-022-10071-w

211 David L. Weiden, “Judicial Politicization, Ideology, and Activism at the High Courts of the
United States, Canada, and Australia”, Political Research Quarterly, 64, Issue 2, 336-339. doi:
https://doi.org/10.1177/1065912909352775
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judiciary membawa dampak politik yang mempengaruhi independensi
kehakiman dengan dilakukan berbagai cara, seperti penunjukan hakim yang
bersifat politis, campur tangan dari cabang eksekutif atau legislatif dalam
proses peradilan, serta tekanan politik terhadap hakim untuk membuat
keputusan yang sesuai dengan kepentingan politik tertentu.?*? Sehingga,
keputusan-keputusan peradilan dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik,
melalui interpretasi hukum yang cenderung sesuai dengan pandangan politik
yang dominan,?*3Selama 20 tahun MK Republik Indonesia berdiri, setidaknya
kita dapat melihat bentuk-bentuk politicization of the judiciary sebagaimana

dimaksud dalam penelitian ini.

Pertama, intervensi terhadap MK melalui- perubahan UU MK,
Sebagaimana kita ketahui bahwa UU MK telah diubah sebanyak 3 (tiga) kali
dan saat ini DPR kembali menginisiasi rencana Perubahan Keempat UU-MK.
Perubahan Ketiga MK atau UU 7/2020 sejak awal tidak masuk dalam Program
Legislasi Nasional (Prolegnas) dan tidak memenuhi syarat carry over, UU ini
juga memiliki naskah akademik buruk dengan pembahasan secara tertutup
tidak partisipatif, dan waktu sangat singkat.?'* Perubahan-perubahan tersebut
tidak berhasil menghadirkan solusi yang efektif, melainkan menimbulkan
masalah yang mengancam independensi dan imparsialitas MK sebagai salah
satu cabang kekuasaan kehakiman. Hal ini disebabkan oleh perubahan-
perubahan yang terjadi selalu terfokus pada modifikasi syarat usia, prosedur

penunjukan, dan masa pensiun bagi hakim konstitusi. Pada agenda perubahan

212 Keith S. Rosenn, The Protection of Judicial Independence in Latin America, 19 U. Miami
Inter-Am. L. Rev. 1 (1987): 4-9.

213 |bid., him 10

214 Revisi UU Mahkamah Konstitusi Dinilai Cacat Formil, Maret 25, 2021.
https://www.jentera.ac.id/kabar/revisi-uu-mahkamah-konstitusi-dinilai-cacat-formil
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keempat UU MK, norma untuk memperjelas prosedur seleksi hakim konstitusi
juga belum dirumuskan. DPR justru merumuskan kembali persyaratan usia
minimal bagi hakim konstitusi, mengevaluasi Kkinerja hakim konstitusi,
meninjau kembali komposisi anggota majelis kehormatan MK, dan mencabut

ketentuan peralihan tentang masa jabatan ketua dan wakil ketua MK.

Kedua, pengaturan mengenai evaluasi hakim konstitusi. Dalam Pasal
27C draf RUU Perubahan keempat UU MK terdapat ditulis.”Hakim konstitusi
yang sedang menjabat dievaluasi lima tahun sejak tanggal pengangkatannya
oleh masing-masing lembaga yang berwenang”. Kemudian di Pasal 27C Ayat
(2),”Evaluasi juga dapat dilakukan sewaktu-waktu. berdasarkan pengaduan
atau laporan dari masyarakat”.?!® Pengaturan evaluasi harus diikuti dengan
kriteria yang jelas dan lengkap. Jika pengaturan ini disahkan, bisa menjadi isu
serius apabila tidak ada ketentuan lanjutan mengenai kriteria yang harus
dipenuhi oleh hakim yang sedang dievaluasi. Apakah evaluasi terhadap hakim
dilakukan karena pelanggaran terhadap independensi dan integritas sebagai
seorang hakim, atau karena ketidakmampuannya untuk mencapai kesepakatan
dengan lembaga yang mengusulkannya.

Ketiga, pengisian jabatan hakim konstitusi Guntur Hamzah.
Politicization dapat terjadi salah satunya dengan proses pengangkatan.?'®
Seperti yang telah diketahui, DPR mengusulkan Guntur Hamzah sebagai
pengganti Aswanto, yang sebelumnya dicopot dari jabatannya karena dianggap

tidak memenuhi harapan DPR sebagai lembaga pengusul. Penunjukan Guntur

215 Budiman Tanuredjo, “Mengerangkeng Mahkamah,” Kompas.id, Feburari 25, 2023.
https://www.kompas.id/baca/opini/2023/02/24/mengerangkeng-
mahkamah?open_from=Baca Nanti_Page

216 M.L.Lehohla, Op.Cit., 5
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Hamzah sebagai hakim konstitusi yang dilakukan tanpa melalui proses seleksi,
telah mengurangi transparansi bagi publik untuk menilai rekam jejaknya dan
mengakses gagasan-gagasannya terkait masa depan MK. Penunjukan tanpa
seleksi juga menghilangkan peluang bagi warga negara lain yang memenuhi
syarat untuk menjadi hakim MK. Proses penggantian Hakim Konstitusi
seharusnya dilakukan dengan transparan, melibatkan partisipasi, objektif, dan
akuntabel, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (2) Undang-
Undang Mahkamah Konstitusi. Roberts, C.J., mengatakan bahwa Judges are
not politicians, even when they come to the bench by way of the ballot.?!’
Hakim tidak dapat disamakan dengan politisi, meskipun mereka menduduki
jabatan kehakiman setelah dipilih melalui proses pemilihan/seleksi. Hal ini
menunjukkan bahwa peran hakim dalam sistem peradilan memiliki ciri khas
yang berbeda dengan peran politisi dalam proses politik. Sehingga apa yang
dilakukan oleh DPR sudah sangat melampaui batas dan menciderai prinsip
check and balances itu sendiri.

Pengaruh ' politicization - terhadap independensi peradilan memiliki
dampak yang sangat penting. Praktik politicization of the judiciary dapat
berpengaruh pada independensi peradilan melalui campur tangan politik dalam
penegakan hukum, penanganan kasus politik, dan pelaksanaan keadilan dalam
konteks politik. Fenomena ini dapat berdampak pada kemandirian peradilan,
memungkinkannya untuk menjalankan fungsi-fungsinya tanpa tekanan politik
yang berlebihan. Dampak politik terhadap independensi peradilan juga

tercermin dalam keputusan-keputusan hukum, terutama pada kasus-kasus

The

217 Alicia Bannon, “Rethinking Judicial Selection”, ABA Center for Professional Responsibility
Professional Lawyer 24, Number 1, (2016).

https://www.americanbar.org/groups/professional responsibility/publications/professional lawyer/

2016/volume-24-number-1/rethinking_judicial selection/#%201
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politik yang bersifat sensitif. Ini menunjukkan bahwa politicization of the
judiciary mampu memengaruhi independensi peradilan dalam menangani
kasus-kasus politik yang memiliki potensi memengaruhi stabilitas politik suatu
negara.’®

Selain itu, pengaruh politicization of the judiciary juga memiliki efek
pada persepsi masyarakat terhadap independensi peradilan. Jika masyarakat
merasa bahwa keputusan-keputusan hukum dipengaruhi oleh pertimbangan
politik, maka hal .ini dapat  merusak -kepercayaan masyarakat terhadap
independensi  peradilan. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk
mempertimbangkan - dampak politicization of the judiciary terhadap
independensi peradilan, dengan tujuan memastikan bahwa peradilan dapat

melaksanakan tugasnya secara independen dan adil tanpa tekanan politik yang

berlebihan.??

218 Jose A. Brandaris, Twenty-first century political justice: Reflections on the blind spots of
current debates on penality, Crime Law and Social Change, (2023): 105-107,
https://doi.org/10.1007/s10611-022-10071-w.

219 | bid.
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BAB IV

PERLUNYA DESAIN ULANG PENGATURAN MASA JABATAN HAKIM

KONSTITUSI

A. Lemahnya Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi di Indonesia.

Pengaturan mengenai masa jabatan hakim konstitusi menjadi sebuah elemen
penting untuk melindungi dan memberikan jaminan terhadap independensi hakim selama
menjalankan tugas. Di Indonesia, tidak ada ketentuan yang secara eksplisit atau implisit
mengatur masa jabatan hakim konstitusi dalam UUD NRI1 1945. Meskipun secara historis,
pada masa-masa awal pembahasan perubahan, ketentuan masa jabatan pernah disinggung
satu kali oleh fraksi PDI-Pyang diwakilkan oleh | Dewa Gede Palguna yang menyatakan
bahwa “masa jabatan anggota Mahkamah Konstitusi adalah lima tahun dan dapat diangkat
kembali”.??° Bahkan klausul ini sempat muncul sebagai alternatif perubahan yang
dituangkan melalui draft perubahan pertama Pasal 24 ayat (7) UUD.

Masuk pada masa perubahan ketiga, isu masa jabatan hakim konstitusi tidak lagi
menjadi bagian konstruksi politik- hukum perubahan UUD. Masih dari Fraksi PDI-P,
Hardjono menilai ada keinginan saat itu untuk mengatur-masa jabatan hakim konstitusi
lebih panjang dari masa kerja Presiden, namun sekali lagi, hal itu tidak menjadi pilihan isu
yang kemudian dibedah secara ekstensif dan intensif oleh pelaku perubahan.??! Pilihan
politik hukum saat itu mengatur bahwa hal-hal yang berkaitan dengan tata cara
pengangkatan, pemberhentian, dan masa jabatan hakim konstitusi diatur kemudian melalui
pembentuk undang-undang. Hal ini yang kemudian mendorong lahirnya Pasal 24C ayat

(6) UUD NRI Tahun 1945 bahwa pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi,

220 pytusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XV111/2020, Keterangan Ahli Idul Rishan, 76-77.
221 |bid.
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hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang
undang.

Dengan kata lain pengaturan mengenai masa jabatan hakim konstitusi merupakan
kebijakan hukum terbuka (open legal policy). Kebijakan hukum terbuka mengacu pada
langkah yang diambil oleh pembentuk undang-undang dalam menentukan subjek, objek,
tindakan, peristiwa, dan/atau konsekuensi yang diatur dalam regulasi perundang-undangan.
Oleh Kkarena itu, istilah "terbuka" - dalam konsep "kebijakan hukum terbuka"
mengindikasikan kebebasan bagi pembuat undang-undang dalam menetapkan kebijakan
hukum.?2?

Ditinjau dari sudut pandang historis, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (UU
24/2003) merupakan pilihan yang disepakati untuk membentuk MK yang dilengkapi dengan
hukum acaranya sekaligus.??? UU 24/2003 menetapkan masa jabatan Hakim Konstitusi
selama 5 tahun dan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1(satu) kali masa jabatan
berikutnya.?** Adapun UU 24/2003 juga mengatur usia pensiun Hakim Konstitusi yakni 67
tahun,?” dengan ketentuan pengangkatan Hakim Konstitusi sekurang-kurangnya berusia 40
tahun. 22

Pada tahun 2011, UU 24/2003 mengalami perubahan terhadap masa pensiun hakim
konstitusi yang sebelumnya 67 tahun menjadi 70 tahun.??” Pengaturan ini juga diikuti

dengan aturan pengangkatan hakim konstitusi yang berusia paling rendah 47 tahun dan

paling tinggi 65 tahun pada saat pengangkatan.??® Persoalan ini bermuara pada

222 Mardian Wibowo, “Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian

Undang-Undang”, Jurnal Konstitusi, 12, No. 2, (2015):211.

22 Harjono, Pemikiran Hukum: Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2008) 168.

224 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 22.

225 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 23 ayat (1).

226 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 16 huruf c.

227 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 23 huruf c.

228 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 15 ayat (2) huruf d.
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permohonan uji materi dalam dua perkara sekaligus di MK. Permohonan pertama
disampaikan oleh dua hakim, yaitu Binsar M. Gultom dan Lilik Mulyadi, yang
memperjuangkan perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi hingga usia 70 tahun.
Sementara itu, permohonan kedua datang dari Center for Strategic Studies University of
Indonesia (CSSUI), yang meminta agar masa jabatan hakim konstitusi diatur menjadi
seumur hidup.

Para pemohon mempersoalkan periodisasi jabatan hakim yang diatur dalam Pasal
4 ayat (3) dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Para pemohon
menilai bahwa pengaturan demikian merupakan Tindakan diskriminatif dan pemohon
beralasan bahwa periodisasi masa jabatan hakim tidak dikenal di lembaga peradilan
manapun dengan membandingkan dengan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yang menyebut bahwa masa
jabatan hakim agung atau pimpinan Mahkamah Agung diberhentikan dengan hormat
ketika memasuki usia pensiun 70 tahun.??° Pemohon juga beranggapan dengan adanya
sistem periodesasi dapat mempengaruhi independensi para hakim konstitusi. Ketika hakim
yang masing ingin diperpanjang untuk periode berikutnya baik melalui MA, DPR, dan
Presiden membuka ruang untuk disalahgunakan dengan berusaha membangun hubungan
yang harmonis dengan lembaga pengusul. Sehingga dapat pula memunculkan
keterpihakan dalam memutus suatu perkara yang melibatkan lembaga pengusul.

Jika kita melihat kebelakang, pengujian mengenai masa jabatan hakim konstitusi

juga pernah diajukan dalam perkara nomor 49/PUU-I1X/2011.2%Terdapat 2 (dua) Pasal

229 Muhammad Reza Baihagi dkk, Op.Cit., 653.
230 perkara Nomor 49/PUU-I1X/2011 mengenai pengujian Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h); Pasal

10; Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h; Pasal 26 ayat (5); Pasal 27A ayat (2) huruf ¢, huruf d, dan huruf e; Pasal
50A; Pasal 57 ayat (2a); Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 8/2011). Permohonan perkara
tersebut diajukan oleh beberapa orang dosen hukum tata negara yang potensial akan menjadi hakim konstitusi.
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yang diujikan berkenaan dengan masa jabatan hakim konstitusi dalam perkara nomor
49/PUU-1X/2011, yaitu Pasal 26 ayat (5) UU 8/2011 mengenai masa jabatan hakim
konstitusi yang menggantikan hakim konstitusi sebelumnya, dan Pasal 87 UU 8/2011
mengenai ketentuan peralihan terhadap masa jabatan hakim konstitusi yang menjabat
sebagai Ketua atau Wakil Ketua pada saat UU 8/2011 berlaku.?®! Dalam pertimbangan
hukum putusannya, MK menyebutkan bahwa memang terdapat keterkaitan antara
Mahkamah dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon,
karena Undang-Undang yang dimohonkan pengujian adalah menyangkut Mahkamah. Hal
demikian terkait dengan prinsip universal di dalam dunia peradilan tentang nemo judex in
causa sua artinya hakim tidak mengadili hal-hal yang terkait dengan dirinya sendiri.
Namun dalam konteks ini MK juga beranggapan bahwa memberikan putusan atas
pengujian yang diajukan oleh pemohon sesuai dengan kewenangan MK dalam Pasal 24C
ayat (1) UUD NRI 1945. Pada akhirnya MK menyatakan bahwa Pasal 26 ayat (5) dan
Pasal 87 UU 8/2011 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.?

Berbeda dengan Putusan MK Nomor 49/PUU-1X/2011, melalui Putusan MK
Nomor 53/PUU-XI1V/2016 berkenaan dengan masa jabatan hakim konstitusi, Mahkamah
memutuskan untuk mendelegasikan ~kewenangan pengaturan masa jabatan hakim
konstitusi sepenuhnya kepada badan pembuat undang-undang (open legal policy). Dalam
ratio decidendi putusan tersebut, Mahkamah sejatinya memberikan dukungan terhadap
pilihan masa jabatan hakim konstitusi untuk diidealkan sebagaimana masa jabatan hakim
konstitusi di berbagai negara, Lebih lanjut, Mahkamah juga menyoroti bahwa periode lima
tahun, yang menjadi dasar masa jabatan hakim di Indonesia saat ini, dianggap sebagai

salah satu masa jabatan hakim konstitusi yang paling pendek di dunia.?*® Putusan

231 pytusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-1X/2011.
232 Ipjid., 80-81.
233 pan Mohamad Faiz, Op.Cit., 165.

101



Mahkamah Konstitusi tentang polemik periodisasi masa jabatan hakim konstitusi pada
akhirnya menjadikan pengaturan seputar periodisasi masa jabatan konstitusi sepenuhnya
menjadi domain kewenangan pembentuk undang-undang (open legal policy) yang tentu
tergantung pada arah political will pembentuk undang-undang.3

Penulis menyimpulkan bahwa terhadap 2 Perkara pengujian diatas, MK terhadap
perkara yang menyangkut dirinya sendiri, cenderung lebih bersikap hati-hati, dan menahan
diri guna menghormati kewenangan lembaga pembentuk undang-undang. Dalam hal ini MK
tidak dapat mengatasnamakan keadilan dalam memutus perkara yang di dalamnya
menyangkut kepentingan hakimnya sendiri.- menyerahkan pengaturan suatu pasal yang
berkenaan dengan dirinya kepada lembaga lain yakni DPR dan Presiden sebagai pembentuk
undang-undang, dianggap sebagai pilihan yang lebih aman sesuai dengan prinsip nemo
judex in causa. Hal ini dilakukan untuk menghindari keraguan dalam menjatuhkan putusan
atas perkara yang berbenturan dengan kepentingan -diri sendiri. Meskipun pada
kenyataannya, kebijakan -open legal policy justru membawa dampak pada lemahnya
pengaturan masa jabatan hakim konstitusi di Indonesia.

Dapat kita lihat ‘bahwa sepanjang 2003 hingga 2023, memberikan kebebasan
pembentuk undang-undang untuk mengatur masa jabatan-hakim konstitusi justru berubah
menjadi kesewenang-wenangan untuk mengintervensi. Melalui perubahan ketiga UU MK
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (UU 7/2020) publik dapat melihat bentuk
nyata dari kesewenangan pembentuk undang-undang, untuk mengintervensi MK.
Berlakunya UU 7/2020 secara retroaktif sebagaimana diatur dalam ketentuan peralihan
Pasal 87 huruf b UU 7/2020. Secara otomatis hal ini memberikan keuntungan kepada hakim

konstitusi yang sedang menjabat ketika UU 7/2020 diberlakukan.. Hakim Konstitusi akan

2% 1bid.
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langsung meneruskan jabatannya sampai usia 70 tahun selama keseluruhan masa tugasnya
tidak melebihi 15 tahun.

Beberapa hakim konstitusi akan menjalankan periode kedua jabatannya sesuai dengan
UU 24/2003 serta dapat langsung menjabat tanpa melalui proses seleksi kembali
berdasarkan UU 7/2020. Meskipun, konsep masa jabatan yang diatur dalam UU 7/2020
cukup ideal. Dengan memperlakukan UU 7/2020 secara retroaktif akan memberikan ruang
intervensi kepada independensi jabatan hakim konstitusi. Selain itu, hakim konstitusi dapat
tersandera dengan kepentingan politik pembentuk UU MK yang memberikan keuntungan
jabatan kepada hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat UU 7/20020 ini
diundangkan dan membuka ruang potensi konflik kepentingan (conflict of interest).
Seharusnya UU 7/2020 tidak diberlakukan surut, terutama bagi hakim yang sedang
menjabat dan berlaku secara prospektif. Hal ini untuk menjaga independensi hakim
konstitusi yang sedang menjabat sampai masa jabatannya berakhir.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, terdapat benang merah bahwa lemahnya
pengaturan masa jabatan hakim konstitusi di Indonesia berhubungan erat dengan hal-hal
berikut. Pertama, UUD NRI 1945 tidak secara umum mengatur mengenai masa jabatan
hakim konstitusi. Masa jabatan hakim konstitusi hanya diatur pada level undang-undang.
Dengan kata lain pengaturan mengenai masa jabatan hakim konstitusi merupakan kebijakan
hukum terbuka (open legal policy). Oleh karena itu masa jabatan hakim konstitusi tidak
memiliki landasan konstitusional yang kuat. Kedua, masa jabatan hakim konstitusi yang
sepenuhnya menjadi domain kewenangan pembentuk undang-undang (open legal policy)
sangat bergantung dengan arah political will pembentuk undang-undang. Namun,
memberikan kebebasan pembentuk undang-undang tanpa adanya guidance atau landasan
umum dalam konstitusi justru memberi ruang terbuka untuk mengintervensi MK. Ketiga,

lemahnya pengaturan masa jabatan hakim konstitusi berkaitan erat dengan ketiadaan
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pengaturan mekanisme seleksi hakim dan mechanisme pengawasan yang baik. Pengaturan
mengenai penunjukan dan pemecatan tidak dapat dipisahkan dari ketentuan mengenai masa
jabatan hakim. Baik sistem pemilihan dan penunjukan hakim, yang mencakup cara
pemilihan dan pengangkatan hakim penting untuk diperhatikan dan diatur secara cermat

guna memberikan jaminan terhadap independensi kekuasaan kehakiman.

B. Analisis Fungsi Security Of Tenure Bagi Independensi Yudisial Dan Independensi
Hakim.

Security of tenure merupakan salah satu asas independensi yudisial sebagaimana
tercantum dalam Basic Principles on the Independence of the Judiciary 1985.%%

The term of office of judges, their independence, security, adequate remuneration,

conditions of service, pensions and the age of retirement shall be adequately

secured by law. Judges, whether appointed or -elected, shall have guaranteed
tenure until a mandatory retirement age or the expiry of their term of office, where
such exists.

Hakim di sebagian besar negara memiliki jaminan masa jabatan hingga mencapai
usia pensiun atau berakhirnya masa jabatan. Jaminan ini dimaksudkan untuk melindungi
hakim dari campur tangan yang mungkin dilakukan oleh pihak eksternal atau internal,
terutama oleh pihak yang melakukan penunjukan,.yang bisa saja bersifat sewenang-
wenang atau arbitrer.?3® Pencopotan atau pemberhentian masa jabatan hakim sebelum
masa jabatan berakhir dianggap sebagai tekanan yang tidak pantas, sehingga harus
didasarkan pada alasan yang jelas sesuai dengan hukum, seperti ketidakmampuan atau
perilaku yang tidak sesuai dengan tugas hakim, vonis atas kejahatan serius, atau perilaku

yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kemandirian, ketidakberpihakan, dan integritas

yudisial. Misalnya, tindakan korupsi oleh seorang hakim dapat menjadi alasan yang

2% Basic Principles on the Independence of the Judiciary 1985, 11-14, Diakses 24 Januari 2024,
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-independence-judiciary

2%6“Independence of the Judiciary and the Role of Prosecutors”, E4J University Module Series: Crime
Prevention and Criminal Justice, diakses 24 Januari 2024, https://www.unodc.org/e4j/zh/crime-prevention-
criminal-justice/module-14/key-issues/1--the-main-factors-aimed-at-securing-judicial-independence.html
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memadai untuk diberhentikan dari jabatannya. Prosedur-prosedur terkait disiplin,
penangguhan, atau pemberhentian hakim harus memenuhi standar prosedural yang berlaku
sesuai hukum yang berlaku.?” Di beberapa negara, pemberhentian masa jabatan seorang
hakim hanya dapat dibenarkan jika kekurangan yang dimilikinya sangat serius sehingga
merusak kepercayaan pada kemampuan hakim tersebut untuk menjalankan fungsi yudisial
dengan benar.?%®

Mengenai pemberhentian masa jabatan hakim konstitusi di Indonesia pada
dasarnya telah diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UU MK. Hakim konstitusi akan
diberhentikan dengan hormat apabila meninggal, mengundurkan diri atas permintaan
sendiri yang di ajukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi, telah berusia 70 tahun (tujuh
puluh tahun), sakit jasmani atau rohani secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga
tidak dapat menjalankan tugasnya yang di buktikan dengan surat keterangan dokter.
Adapun pemberhentian dengan tidak hormat dilakukan apabila di jatuhi pidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena
telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, melakukan perbuatan
tercela, tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibanya selama 5
(lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, melanggar sumpah atau janji jabatan
dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan, melanggar larangan
rangkap jabatan, tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi dan/atau melanggar
kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi.

Meskipun mekanisme pemberhentian hakim konstitusi telah diatur dengan cukup
baik di UU MK. Kasus pencopotan Aswanto yang tidak sesuai dengan mekanisme dan

prosedur oleh undang-undang sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (1),

Ibid,,

Ibid,,

237 UNHRC, 2013, 3 dikutip dalam E4J University Module Series: Crime Prevention and Criminal Justice,

238 UNODC, 2015, 75 dikutip dalam E4J University Module Series: Crime Prevention and Criminal Justice,
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ayat (2), dan ayat (4) UU MK dianggap sebagai bentuk intervensi politik serta politisasi.
Sebagaimana diketahui bahwa Aswanto dicopot karena kerap kali membatalkan produk
undang undang yang dibuat oleh DPR dimana ia hanya menjalankan kewajiban serta
kewenangannya sebagai hakim MK. Oleh karena itu penting untuk kembali menganalisis
bagaimana fungsi security of tenure dapat menjamin independensi yudisial dan
independensi hakim khusunya dalam hal ini hakim konstitusi.

Security of tenure memang memiliki keterkaitan erat dengan proses seleksi dan
pemberhentian hakim. Fungsi dari- security of tenure untuk melindungi hakim dari
tindakan pemecatan secara sewenang-wenang oleh lembaga yang mengusul. Karena
hakim itu tidak terikat “hutang budi”’ dengan lembaga yang mengusulnya, sehingga hakim
tidak boleh menjadi objek campur tangan politik atau di intervensi dengan merusak
kemandirian atau netralitas hakim tersebut. Hakim yang mengabaikan tugas mereka atau
menyalahgunakan posisi kepercayaan mereka juga dapat diberikan sanksi serta dapat
dilakukan pencopotan. Namun, harus disertai dengan mekanisme yang tepat dan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.?*

Seorang Hakim Agung Australia, Michael Kirby dalam kasus Fingleton v. The
Queen Tahun 2005 menyatakan dengan tegas fungsi security of tenure sebagai instrument
untuk memperkuat kemandirian pikiran dan tindakan hakim dalam melaksanakan tugas
mereka dengan benar.?% Security Of Tenure merupakan hal penting untuk melindungi
kebebasan para hakim dalam menjalankan tugas mereka tanpa campur tangan dari eksekutif
atau pejabat tertinggi di pengadilan. Dengan adanya security of tenure maka hakim dalam

membuat keputusan dipastikan melakukannya secara independen. Putusan yang diambil

239 Elliot Bulmer, Judicial Tenure, Removal, Imnmunity and Accountability (ed. 2, International IDEA, 2017):
4. Diakses 24 Januari 2024, https://www.idea.int/sites/default/files/publications/judicial-tenure-removal-
immunity-and-accountability-primer.pdf

240 K athy Mack Dan Sharyn Roach Anleu, “The Security Of Tenure Of Australian Magistrates”, 374. Diakses
24 Januari 2024 https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf file/0009/1707939/30_2_4.pdf
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secara independen tanpa pengaruh dan konflik kepentingan tertentu merupakan prasyarat
untuk menjaga netralitas pengadilan dan kepercayaan publik. 24!

Jika di kontekskan dalam permasalahan masa jabatan hakim konstitusi di Indonesia.
Konsep security of tenure yang memiliki keterkaitan yang erat dengan proses mekanisme
seleksi hakim dan pemberhentian hakim, belum diatur dengan baik. Terdapat permasalahan
antara proses mekanisme seleksi hakim konstitusi yang diselenggarakan berbeda-beda oleh
setiap lembaga pengusul, pengaturan masa jabatan yang ditafsirkan sewenang-wenang oleh
legislatif, serta proses pemberhentian hakim yang penuh intervensi lembaga pengusul. Oleh
karenanya penting untuk mengkaji- ulang konsep.security of tenure untuk merumuskan

bagaimana desain pengaturan masa jabatan hakim konstitusi kedepannya.

241 1bid.
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BAB V

DESAIN MASA JABATAN HAKIM KONSTITUSI DI INDONESIA

A. Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi di Berbagai Negara

Untuk memastikan independensi Mahkamah Konstitusi, maka pengaturan
yang cermat mengenai masa jabatan hakim perlu untuk di desain ulang. Di
beberapa negara, seperti Spanyol, Italia, Turki, Afrika Selatan, Maroco,
Kolombia, Korea Selatan, Mongolia, dan' Thailand?*? mengatur masa jabatan
hakim konstitusi tidak hanya pada level undang-undang melainkan pada level
konstitusi. Beberapa negara juga memberikan masa jabatan yang panjang dan
tidak dapat diperbaharui untuk hakim Kkonstitusi, -dengan tujuan mencegah
dominasi politik yang terlalu kuat dari badan perwakilan yang diatur dalam
konstitusi.?*® Pengaturan yang kuat terhadap masa jabatan hakim Kkonstitusi,
dapat memberikan kebebasan kepada hakim untuk memutuskan perkara sesuai
hukum, tanpa takut mendapat hukuman berupa pangkat yang turun atau bahkan
pemecatan. 44

Terdapat 2 (dua) model untuk menentukan masa jabatan hakim. Pertama,
life tenure berbasis “during good behavior” yang dapat dikombinasikan dengan
batas usia pensiun. Agar hakim yang menjabat tidak terlalu tua, karena dapat
berpengaruh terhadap kinerja yudisialnya.?*®> Kedua, model fixed terms of office

di mana masa jabatan hakim telah diatur batasnya secara tetap. Apabila masa

242 pytusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XV111/2020, Keterangan Ahli Idul Rishan, 80-

243 Antonina Peri, “Judicial independence vs. judicial accountability: judicial selection models

for constitutional courts: comparative analysis”, Comparative Law Review, 3, Number 1, (2012):11.

244 Brian Opeskin, “Models of Judicial Tenure: Reconsidering Life Limits, Age Limits and

Term Limits for Judges.” Oxford Journal of Legal Studies35, no. 4 (2015):627.
http://www.jstor.org/stable/26363148.

245 Elliot Bulmer, Op.Cit., 7.
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jabatan telah berakhir, maka hakim konstitusi dapat diangkat kembali atau tidak
dapat diangkat kembali. Model fixed terms office juga dapat diimplementasikan
dengan masa jabatan yang langsung ditentukan panjang.?4°

Di Prancis, anggota reguler Dewan Konstitusi memiliki masa jabatan
sembilan tahun yang tidak dapat diperpanjang (kecuali anggota ex officio, yaitu
mantan Presiden Republik, yang memiliki masa jabatan seumur hidup).?*’ Masa
jabatan sembilan tahun yang sama juga berlaku di Italia di mana tidak ada
anggota yang memiliki masa jabatan seumur hidup. Di Jerman, hingga tahun
1970, hakim profesional diberikan masa jabatan seumur hidup sementara hakim
non-profesional hanya memiliki masa jabatan delapan tahun. Selanjutnya, hakim
konstitusi menjabat selama dua belas tahun dan tidak dapat diperpanjang.
Pengadilan di Eropa Kontinental cenderung memilih-masa jabatan menengah
atau panjang yang tidak dapat diperpanjang.?*® Baik "jangka waktu jabatan yang
panjang" maupun ""penunjukan seumur hidup” memiliki tujuan yang serupa,
yakni untuk menjamin independensi kekuasaan kehakiman. Hal yang paling
utama dalam mengatur masa jabatan hakim, bahwa ketentuan mengenai masa

jabatan akan selalu berkaitan dengan proses penunjukan maupun mekanisme

seleksi hakim.?*°

246 | bid.

247 Peri, Antonina, Op.Cit., 11.
248 Ibid.

249 Ipid, 12.
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Tabel 5.1

Masa Jabatan dan Mekanisme Seleksi Hakim Konstitusi di Berbagai Negara

Pengaturan Seleksi Pengaturan Masa Jabatan Masa
Negara
Hakim Konstitusi Hakim Konstitusi Jabatan
Korea Konstitusi (The Constitution | Konstitusi (The Constitution | 6 Tahun
Selatan of The Republic Of Korea of The Republic Of Korea
Article 111): Article 112):
The Constitutional Court The term of office of the
shall be composed of nine | Justices of the Constitutional
Justices qualified to be Court shall be six years and
court judges, and they shall | they may be reappointed
be appointed by the under the conditions as
President. three prescribed by Act.
shall be appointed from
persons selected by the
National Assembly,-and
three appointed from
persons nominated by the
Chief Justice of the
Supreme Court.
Turki Konstitusi (Constitution Of | Konstitusi Konstitusi 12 Tahun
The Republic Of Turkey (Constitution Of The Republic
Article 146):2° Of Turkey Article 147):2%!
20 Constitution ~ Of  The  Republic  Of  Turkey, Diakses  dalam

https://www.anayasa.gov.tr/media/7258/anayasa_eng.pdf

%1 1bid.
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The Constitutional Court
shall be composed of fifteen
members. The Grand

National Assembly of

Turkey shall elect, by

secret ballot, two members

from among three
candidates to be nominated
by and from among the
president and members of
the Court of Accounts, for
each vacant position, and
one member from among
three candidates nominated
by the heads of the bar
associations from amang

self-employed lawyers.

The members of the

Constitutional Court shall be

elected for a term of twelve

years.

Thailand Konstitusi (Constitution Of | Konstitusi (Constitution Of 7 Tahun
The Kingdom Of Thailand The Kingdom Of Thailand
Section 203):%52 Section 207):2%
In the case where a person A judge of the Constitutional
suitable for appointment as | Court shall hold office for a
a judge of the Constitutional | term of seven years as from
Z2Constitution of The Kingdom of Thailand, Diakses dalam

https://constitutionnet.org/sites/default/files/2017-

05/CONSTITUTION+OF+THE+KINGDOM+OF+THAILAND+(B.E.+2560+(2017)).pdf

253 |bid.
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Court must be selected, it
shall be the duty and power

of the Selection Committee

which consists of: (1)
President of the Supreme
Court as Chairperson; (2)
President of the House of
Representatives and Leader
of the Opposition in the
House of Representatives as
members; (3) President of
the Supreme Administrative
Court as member; ...... In
the selection process, the
Selection Committee shall
deliberate with a view to
selecting a person having
high responsibility,
courage in performing
duties, and ethical
behaviour that can be a
good role model of the
society. In addition to the
process of announcement

for application for the

the date of appointment by
the King and shall hold office

for only one term.

112




position, the Selection
Committee may select
persons who are generally
suitable, provided that
consent from such person

must be obtained.......

Georgia

UU (Constitutional Court of

Georgia Chapter 11); 2>

1. Article 5: The
Constitutional Court
shall consist of nine
Judges — the members of
the Constitutional Court
among which the
President of the
Constitutional Court, two
Vice-Presidents of the
Constitutional Court and
the Secretary to the
Constitutional Court

shall be elected.

1. Konstitusi (Constitution Of
The Republic Of Georgia
Article 88 Paragraph 2):2%°

The Constitutional Court of
Georgia consists of 9 judges
who are members of the
Constitutional Court. Three
members of the Court shall be
appointed by the President of
Georgia, three members shall
be elected by more than half
of the full list of MPs, and
three members shall be
appointed by the Supreme
Court. Members of the
Constitutional Court shall be

appointed for 10 years. The

10 Tahun

%4 Organic Law of Georgia on the Constitutional Court of Georgia,Diakses dalam
http://www.bbcj.eu/law-constitutional-court-georgia/

255

Constitution of

Georgia, Diakses

https://www.constituteproject.org/constitution/Georgia_2013
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2. Article 71: Prosedur Constitutional Court shall
seleksi melalui Presiden. | elect its chairperson among

3. Article 72 Prosedur its composition for a period
seleksi melalui Parlemen | of five years.

4. Article 73. Prosedur 2. UU (Constitutional Court
seleksi melalui MA. of Georgia Article 8):

The term of office of a

member of the Constitutional
Court shall be 10 years. A
person who has previously
held this position cannot be a
member of the Constitutional

Court

Berdasarkan tabel 5.1 terlihat bahwa pengaturan masa jabatan hakim yang
sangat kokoh ada pada Mahkamah Konstitusi Georgia. Masa jabatan hakim
konstitusi Georgia memiliki landasan yang' kuat ‘pada tatanan konstitusi
kemudian ditegaskan kembali pada level undang-undang. Hakim konstitusi akan
berakhir masa jabatannya setelah 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang dan
seseorang yang sebelumnya pernah menjabat posisi ini tidak dapat menjadi
anggota Mahkamah Konstitusi. Pengaturan mekanisme seleksi hakim juga
sangat lengkap. Meskipun hakim konstitusi diusulkan oleh 3 lembaga berbeda,

namun Konstitusi Georgia memberi guidance yang jelas untuk ditindaklanjuti
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masing-masing lembaga pengusul. Lebih lanjut dalam The Guarantees of The

Independence of The Constitutional Court ditegaskan:?%

The term of office of a member of the Constitutional Court is 10 years.
Furthermore, a person who has previously held this position cannot be a
member of the Constitutional Court. Non -renewal of the term of office is
one of the main guarantees of a judge’s independence. During the
appointment procedure a judge is informed that his/her term of office will
be expired after 10 years and that renewal is impossible. Therefore,
throughout a judge's tenure, he should not seek to make compromises with
the different branches of government in respect to the renewal of term.

Selanjutnya, di Korea Selatan juga memberikan perlindungan masa
jabatan hakim konstitusi yang cukup baik dengan menerapkan model fix terms
of office and reappointment. Konsekuensi model fix terms of office and
reappointment ialah hakim yang menjabat dalam masa jabatan tetap dapat atau
tidak dapat dipilih kembali, yang mempengaruhi ketergantungan mereka pada
otoritas penunjukan. Ketergantungan ini tergantung pada lama masa jabatan dan
frekuensi kandidasi ulang. Jika tidak memenuhi syarat untuk dipilih kembali,
hakim akan mandiri, namun pensiun dan prospek karir dapat mempengaruhi
keinginan mereka untuk mencari pekerjaan lain.?’

Meskipun konsep pengaturan di berbagai negara sebagaimana telah
dijelaskan sebelumnya, tidak serta merta dapat di implementasikan di Indonesia.
Setidaknya terdapat poin penting yang dapat menjadi acuan dalam merumuskan
konsep pengaturan masa jabatan hakim konstitusi kedepannya. Bahwa masa
jabatan hakim konstitusi di Indonesia perlu untuk diatur dalam UUD 1945.

Pengaturan tersebut guna memberikan penguatan dan jaminan melindungi

256 “The Guarantees of the Independence of the Constitutional Court”, Diakses 28 Januari 2024,
https://www.venice.coe.int/WCCJ/Rio/Papers/GEQ_Constitutional Court_E.pdf
%7Eliot Bulmer, Op.Cit., 8.
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independensi MK maupun independensi jabatan hakim konstitusi ditengah
polemik yang beberapa kali menyerang marwah MK. Pengaturan pada tingkat
konstitusi memberikan jaminan dalam memperkuat kedudukan hakim guna
melindungi mereka dari potensi campur tangan legislatif melalui perubahan
yang dilakukan sewaktu-waktu. Hal ini penting untuk mencegah politisasi

jabatan hakim dan menjaga mereka sebagai penegak hukum yang netral.

B. Konsep Masa Jabatan Hakim Konstitusi di Indonesia

Sepanjang tahun 2003-2024 terdapat dua model pengaturan masa jabatan
hakim konstitusi yang berlaku di Indonesia. Terdapat problematika yang cukup
banyak serta mengancam independensi jabatan “hakim dan independensi
kekuasaan kehakiman- dalam tatanan realitanya. Pertama, pengaturan masa
jabatan hakim konstitusi yang menggunakan model periodesasi (fix terms of
office and reappointment) tidak tepat untuk diterapkan di Indonesia.
Permasalahan-permasalahan  seperti ~ kasus-kasus - korupsi,  kurangnya
transparansi dalam proses seleksi hakim, serta pelanggaran etik oleh hakim
konstitusi, yang umumya terjadi pada periode masa jabatan yang kedua, dapat
secara negatif mempengaruhi “independensi  jabatan hakim. Penggunaan
mekanisme periodesasi ini terbukti rentan terhadap pengaruh politik yang
memengaruhi proses seleksi dan penunjukan hakim terutama dalam periode
kedua, seperti yang terjadi pada kasus Akil Mochtar dan Patrialis Akbar.
Kurangnya independensi dalam proses seleksi dan penunjukan hakim konstitusi
dapat mempengaruhi optimalisasi masa jabatan. Secara otomatis juga
mengakibatkan penurunan kredibilitas dan integritas Mahkamah Konstitusi

sebagai lembaga peradilan.
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Pengaturan mengenai proses penunjukan dan pemecatan hakim di
Indonesia merupakan hal mutlak yang sangat berkaitan dengan masa jabatan
hakim. Pengaturan mengenai penunjukan dan pemecatan hakim tersebut tidak
dapat dipisahkan dari ketentuan mengenai masa jabatan. Seluruh komponen
tersebut perlu diperhatikan dan diatur secara cermat dalam merumuskan
substansi independensi kekuasaan kehakiman, yang meliputi: (a) sistem
pemilihan dan penunjukan hakim, yang mencakup cara pemilihan dan
pengangkatan hakim; (b) durasi masa jabatan, yaitu periode ketika mereka
menjabat; dan (c) mekanisme penghentian hakim, yang merupakan proses untuk
menentukan apakah- seorang hakim - seharusnya diberhentikan dari
jabatannya.?®®Singkatnya, problematika masa jabatan Hakim Konstitusi yang
mengikuti model periodesasi tidak dapat dipisahkan pula pada permasalahan
pengangkatan hakim itu sendiri.

Kedua, perubahan model masa jabatan hakim konstitusi yang sebelumnya
menggunakan model periodesasi (fix terms of office and reappointment) menjadi
masa jabatan yang panjang (long fix term office). Melalui UU 7/2020 hakim
konstitusi yang saat itu menjabat dianggap sesuai dengan ketentuan baru dan
masa tugasnya berakhir pada usia 70 tahun, namun tidak melebihi 15 tahun masa
jabatan secara keseluruhan. Model ini sejatinya memberikan hal yang cukup
positif karena mengurangi intervensi lembaga pengusul dan transaksi politik
melalui seleksi hakim untuk periode kedua. Pemberlakuan UU 7/2020 secara

retroaktif menimbulkan kesan bahwa masa jabatan hakim konstitusi menjadi

2% ], van Zyl Smith, The Appointment, Tenure and Removal of Judges under Commonwealth

Principles: A Compendium and Analysis of Best Practice, the British Institute of International and
Comparative Law, London, 2015, h. xxv. 1965 yang dikutip Oleh Idul Rishan, “Redesain Sistem
Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia”, Jurnal Hukum 1US QUIA IUSTUM, 2.
VOL. 23 (2016): 166.

117



sebuah insentif bagi hakim yang tengah menjabat. Seharusnya pengaturan ini
tidak mempengaruhi hakim yang sedang menjabat, dan diterapkan secara
prospektif agar tidak mengurangi independensi hakim konstitusi yang sedang
bertugas hingga masa jabatannya berakhir. Selain itu, dengan masa jabatan yang
diatur cukup Panjang, pengaturan ini sebaiknya didukung oleh sistem
pengawasan yang kuat, baik secara internal maupun eksternal, guna memastikan
integritas dan independensi hakim konstitusi terjaga dengan baik.

Berdasarkan evaluasi terhadap pengaturan masa jabatan hakim konstitusi
yang berlaku di Indonesia, terdapat rekomendasi untuk pengaturan kedepan guna
memberikan penguatan terhadap indepensi jabatan hakim dan independensi
kekuasaan kehakiman sebagai berikut:

1. Perbaikan dan Penguatan pada Konstitusi.

Bagi suatu negara hal yang wajar untuk memperbarui konstitusinya
sejalan dengan perubahan dinamika yang terjadi dalam masyarakatnya. Hal ini
disebabkan oleh ketidaksempurnaan yang mungkin dimiliki oleh setiap
konstitusi negara, yang memerlukan penyesuaian seiring berjalannya waktu.
Konstitusi sebagai hukum - tertinggi - dan paling.- fundamental sifatnya,
berhubungan erat dengan konstitusi sebagai sumber legitimasi atau landasan
otorisasi bentuk-bentuk hukum dan peraturan perundang-undangan lainya.
Konstitusi merupakan hukum dasar dari suatu negara. Pada umumnya hal-hal
yang diatur dalam konstitusi antara lain mengenai struktur, susunan,
kekuasaan, dan fungsi dasar organ-organ tertinggi negara yakni seperti

lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif dan lembaga negara lainnya.?®® Dengan

29 Jimly Assidigie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
MKRI, Jakarta, 2005), 19.
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diaturnya hampir keseluruhan aspek bernegara di dalam konstitusi, sudah
seharusnya konstitusi dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat seiring
dengan perkembangan masyarakat dari segi sosial, polisi, ekonomi dan budaya.

Berbagai problematika dan tuntutan yang menghantarkan Indonesia
untuk melakukan perubahan terhadap UUD NRI 1945. Meskipun UUD NRI
1945 telah melalui perubahan dengan amandemen sebanyak empat kali, namun
beberapa pasal dalam UUD NRI 1945 masih harus diperbaiki, dipertegas,
maupun ditambahkan terutama mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

Terdapat dua faktor yang mempengaruhikemerdekaan kekuasaan
kehakiman baik secara institusional maupun personal yang terdiri dari faktor
tidak adanya jaminan tegas dalam norma hukum yang singkron terhadap
kekuasaan kehakiman yang merdeka, dan adanya faktor pengaruh yang kuat
antar relasi cabang kekuasaan negara lainnya.?®® Pendapat tersebut, sejatinya
cukup menggambarkan kondisi pengaturan mengenai masa jabatan hakim
konstitusi di Indonesia. Meskipun memiliki jaminan konstitusional yang cukup
terkait kemerdekaan kekuasaan kehakiman pada tatanan undang-undang justru
muncul upaya-upaya untuk melemahkan kemerdekaan kekuasaan kehakiman
tersebut. Upaya-upaya pelemahan dapat kita lihat dengan seringnya mengubah
syarat umur pengangkatan dan pensiun hakim konstitusi. Untuk
mempertahankan independensi kekuasaan kehakiman itu sendiri, tidak dapat

dilepaskan dengan kemandirian hakim sebagai representasi dari lembaga

260 K L. Scheppele, Declarations of Independence: Judicial Reactions to Political Pressures,
dikutip oleh Ibnu Sina Chandranegara, Op.Cit., 5.

119



peradilan, dan independensi lembaga pengadilan yang melaksanakan
kekuasaan kehakiman. 21

Oleh karena itu, berbagai dinamika yang terjadi di MK terutama
mengenai masa jabatan hakim konstitusi selama 20 tahun eksistensinya.
Penting untuk dilakukan penyempurnaan serta penguatan pada level konstitusi
mengenai pengaturan masa jabatan hakim konstitusi. Pengaturan tersebut dapat
dirumuskan dengan memuat hal-hal berikut ini. Pertama, memperhatikan dan
memuat prinsip security of tenure. Secara umum security of tenure ini memiliki
fungsi untuk meningkatkan kemampuan hakim dalam bertindak dan berpikir
secara independen guna menjalankan tugas mereka dengan efektif. Prinsip-
prinsip security of tenure berkaitan dengan masalah penunjukan dan
pemberhentian hakim. Jika kita melihat Pasal 24C UUD NRI 1945 pada
dasarnya belum mengakomodir dengan baik prinsip security of tenure.
Meskipun, pada pasal 24C ayat (3) mengatur bahwa hakim konstitusi terdiri
dari 9 orang yang diajukan oleh 3 lembaga negara yakni DPR,Presiden dan
MA. Serta Pasal 24C ayat (5) mengenai syarat untuk menjadi seorang hakim
konstitusi. Ketentuan tersebut belum cukup untuk mengakomodir bagaimana
prinsip security of tenure, karena belum mengatur proses pemilihan, masa
jabatan, dan proses pemeberhentian hakim konstitusi.

Kedua, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa konstitusi hanya
mengatur hal-hal umum dan tidak bersifat teknis. Kemudian, untuk mengatur
masa jabatan hakim konstitusi harus memperhatikan prinsip security of tenure.

Oleh karenanya, dapat dirumuskan pengaturan dan penguatan sebagai berikut:

261 Restu Permadi dkk, "Tinjauan Hukum Kemandirian dan Independensi Mahkamah Agung
Didalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, vol. 2, no. 3
(2020): 401.
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Tabel 5.2

Penguatan Masa Jabatan Hakim Konstitusi

lus Constituendum

Pasal 24C

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan. memutus perselisihan
tentang hasil pemilu. ***)

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan
Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau
Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. ***)

(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan- orang hakim konstitusi
yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang
oleh Mahkamah Agung, tiga orang-oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tiga
orang oleh Presiden. ***)

(4) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang
tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan
ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

(5) Proses pemilihan hakim konstitusi dilakukan melalui proses seleksi
yang objektif, akuntabel, transparan, partisipatif dan terbuka oleh

masing-masing lembaga negara.
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(6) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh
hakim konstitusi. ***)

(7) Masa jabatan hakim konstitusi 15 (lima belas) tahun dan tidak
dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

(8) Proses pemberhentian hakim konstitusi dilakukan dengan
transparan, partisipatif, dan akuntabel.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian
hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang

Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

2. Perbaikan pada UU MK.

Saat ini wacana mengenai perubahan keempat atas UU 24/2003 tentang
MK tengah dilakukan. Perubahan keempat UU MK ini resmi menjadi usul
inisiatif DPR dalam rangka penyesuaian atas putusan MK dan penyempurnaan
teknis redaksional -yang disesuaikan dengan perubahan atas UU 12/2011
yang diubah menjadi UU 13/2022 tentang P3. Isu mengenai masa jabatan
menjadi hal yang sangat signifikan. Terdapat isu_mengenai perubahan masa
jabatan atau batas usia pensiun, termasuk juga syarat minimal menjadi hakim
konstitusi. Isu perubahan tersebut ialah menaikkan syarat minimal usia hakim
MK menjadi 60 tahun yang sebelumnya 55 tahun. Akan ada 3 hakim konstitusi
yang terdampak dengan perubahan tersebut yakni Saldi Isra, Guntur Hamzah,
dan Daniel Yusmic P Foekh.

Berdasarkan agenda tersebut maka sebaiknya terhadap hakim konstitusi
yang tengah menjabat dan terkena dampak pengaturan Pasal 87 huruf a UU
7/2020 dapat dibebaskan dari ketentuan tersebut dan menjabat dengan surat
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keputusan terakhir saat seleksi yang dikeluarkan. Dengan demikian, hakim
konstitusi dapat kembali menjaga independensi jabatannya.
Kedepannya, apabila telah memiliki landasan konstitusional yang kuat
mengenai masa jabatan hakim. Pada tatanan undang-undang dapat melengkapi
pengaturan secara teknis. Sebagaimana telah dijelaskan mengenai security of
tenure yang berkaitan dengan proses pengangkatan dan pemberhentian hakim
konstitusi. Maka, pada pengaturan masa jabatan hakim konstitusi di level UU
MK harus dilengkapi dengan pengaturan sistem rekrutmen hakim konstitusi
yang terstandarisasi dengan suatu sistem kesatuan dan terperinci. Hal ini untuk
menjelaskan lebih lanjut prinsip-prinsip pemilihan hakim konstitusi yang telah
diatur dalam UUD NRI 1945. Selain itu, penting untuk diatur mengenai
mekanisme pengawasan secara internal maupun eksternal terhadap hakim

konstitusi.

123



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan
hal berikut:

Pertama, pengaturan masa jabatan hakim konstitusi di Indonesia
berdampak pada independensi jabatan hakim. Pengaturan masa jabatan hakim
konstitusi yang sering mengalami berbagai perubahan seiring dengan
berjalannya waktu. Sebelumnya, pola masa jabatan yang mengikuti periodesasi
lima tahun dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya, yang diatur
dalam UU 24/2003 - menimbulkan berbagai masalah yang mengancam
independensi jabatan hakim, seperti terjadinya campur tangan politik dalam
proses seleksi dan pemberhentian hakim terutama pada periode kedua masa
jabatan hakim konstitusi. Meskipun telah dilakukan perubahan melalui UU
7/2020 yang menghapuskan - sistem periodesasi masa jabatan, namun
permasalahan tetap ada. Implementasi- pengaturan - tersebut menimbulkan
ketidakpastian hukum dan polemik baru terkait independensi hakim konstitusi.
Kehadiran proses seleksi yang terbuka dan transparan, pengaturan masa jabatan
yang memadai, serta mekanisme pemberhentian yang jelas menjadi krusial
dalam menjaga independensi kekuasaan kehakiman. Terdapat hubungan antara
proses seleksi, masa jabatan, dan pemberhentian hakim konstitusi memiliki
dampak yang signifikan dalam memelihara independensi jabatan hakim dan
independensi kekuasaan kehakiman. Pengaturan yang baik dalam proses seleksi,

masa jabatan, dan pemberhentian hakim konstitusi akan memastikan bahwa
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hakim yang terpilih memiliki kualifikasi yang sesuai, dapat menjalankan
tugasnya secara independen, dan terhindar dari tekanan politik atau eksternal
yang berlebihan. Namun, perlu adanya sistem pengawasan yang kuat baik secara
internal maupun eksternal untuk memastikan bahwa independensi hakim tetap
terjaga dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau pihak lain yang tidak
seharusnya. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa fenomena politicization of the
judiciary semakin jelas dan nyata menyerang MK. Faktor-faktor seperti
intervensi legislatif, pengaturan evaluasi hakim, dan proses pengisian jabatan
hakim dapat menjadi bentuk-bentuk politicization of the judiciary tersebut.
Kedua, perlu dilakukannya desain ulang pengaturan masa jabatan hakim
konstitusi akibat dari lemahnya pengaturan masa jabatan hakim konstitusi di
Indonesia yang berlaku saat ini. Berbagai faktor yang mempengaruhi kelemahan
pengaturan masa jabatan hakim konstitusi pertama, ketidakjelasan dalam UUD
NRI 1945 mengenai masa jabatan hakim konstitusi menjadi sebuah tantangan
utama. Pengaturan mengenai masa jabatan hakim konstitusi hanya diatur dalam
undang-undang, sehingga tidak memiliki landasan konstitusional yang kuat. Hal
ini menciptakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang memberikan
kebebasan kepada pembentuk undang-undang dalam menentukan masa jabatan
hakim konstitusi. Kedua, lemahnya pengaturan ini juga disebabkan oleh
ketergantungan pada political will pembentuk undang-undang. Tanpa adanya
panduan atau landasan yang jelas dalam konstitusi, keputusan terkait masa
jabatan hakim konstitusi sangat bergantung pada kehendak politik pembuat
undang-undang. Hal ini membuka celah bagi intervensi politik terhadap
Mahkamah Konstitusi. Ketiga, ketiadaan mekanisme seleksi hakim dan

pengawasan yang baik juga menjadi penyebab lemahnya pengaturan ini. Sistem
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pemilihan dan penunjukan hakim perlu diatur secara cermat untuk memberikan
jaminan terhadap independensi kekuasaan kehakiman. Tanpa mekanisme yang
kuat, risiko intervensi politik dalam penunjukan hakim semakin besar. Selain itu,
fungsi dari security of tenure juga belum diatur dan diterapkan secara maksimal
di Indonesia.

Ketiga, dalam menentukan desain masa jabatan hakim konstitusi di
Indonesia maka kita juga dapat merujuk pada pengaturan masa jabatan hakim
konstitusi di berbagai negara. Beberapa negara telah mengatur masa jabatan
hakim konstitusi dalam konstitusi_mereka, dengan tujuan mencegah intervensi
politik yang terlalu kuat dan memberikan jaminan terhadap independensi jabatan
hakim untuk memutuskan perkara sesuai hukum tanpa takut tekanan eksternal.
Pengaturan masa jabatan hakim konstitusi di negara-negara seperti Georgia dan
Korea Selatan memberikan contoh pengaturan yang kuat dalam konstitusi dan
undang-undang, serta_mekanisme seleksi yang transparan, dapat memastikan
independensi hakim konstitusi dan menghindari politisasi jabatan hakim.
Adapun kedepannyapengaturan masa jabatan hakim konstitusi dikuatkan
dengan pengaturan pada UUD NRI 1945 dan UU MK terkait pengaturan masa
jabatan hakim konstitusi. Perbaikan pada konstitusi perlu memperhatikan prinsip
security of tenure yang belum cukup diakomodir dengan baik dalam Pasal 24C
UUD NRI 1945. Setidaknya terdapat dua model umum dalam menentukan masa
jabatan hakim konstitusi: life tenure dan fixed terms of office. Kedua model ini
memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menjamin independensi kekuasaan
kehakiman. Namun, pengaturan yang tepat harus memperhatikan proses seleksi
hakim dan mekanisme pemberhentian hakim untuk memastikan independensi

yudisial yang optimal. Sementara itu, perbaikan pada UU MK perlu
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memperhatikan sistem rekrutmen hakim konstitusi yang terstandarisasi dan

mekanisme pengawasan yang lebih baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan
saran berupa:

Pertama, dalam jangka pendek terhadap hakim-hakim konstitusi yang
terdampak dengan UU 7/2020 harus kembali menyesuaikan dengan aturan yang
berlaku ketika hakim tersebut diangkat, yaitu melalui surat keputusan terakhir.
Hal ini untuk menjaga independensi jabatan hakim, dan mencegah intervensi
dari lembaga politik terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

Kedua, dalam jangka panjang perlunya pengaturan masa jabatan hakim
konstitusi untuk diatur dalam UUD 1945. Hal-ini guna memberikan
perlindungan yang kokoh terhadap independensi jabatan hakim konstitusi dan
MK. Pengaturan di_tingkat konstitusi akan memberikan jaminan yang kuat
dalam memperkuat posisi hakim dan mencegah campur tangan legislatif yang
bisa membahayakan independensi yudisial. Penyusunan kembali pengaturan
masa jabatan hakim -konstitusi- dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip
independensi yudisial dan menggunakan mekanisme yang sesuai menjadi
langkah penting dalam memastikan kelangsungan dan kepercayaan publik
terhadap MK serta mempertahankan netralitas dan integritas kekuasaan
kehakiman. Selain itu, perbaikan pada UU MK juga perlu memperhatikan
standarisasi sistem rekrutmen hakim konstitusi dan memperkuat mekanisme
pengawasan. Perbaikan dalam pengaturan tersebut harus dilakukan secara

menyeluruh, lengkap serta cermat, dengan memperhatikan prinsip-prinsip
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security of tenure dan menjaga independensi hakim sebagai penegak hukum

yang netral.
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